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Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PUTUSAN
Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2024

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya
disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 17 /KPPU-L/2024 tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupate&n

Hilir Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh: ---------------- ?—“’ -------
1. TerlaporI : PT Arkindo, beralamat kantor di Jal&ragabaya
Nomor B9, Kota Bandung, Jawa Bar
2. Terlapor II : PT Fatma Nusa Mulia, beralam ?rﬁor di Jalan Nusa

Indah Nomor 148, Bangkina par, Provinsi Riau,
3. Terlapor IIl : CV Sarana Chaini, beralalgvkantor di Jalan Beringin

Tahap 2, Blok F22 RT 002,

Perum Jala Utama Bexi
RW 003, Kel. S
Pekanbaru, Prov&j

4. Terlapor IV : CV Aska J z%ontraktor, beralamat kantor di Dusun
II Metr &ri,

rsibam, Kec. Binawidya, Kota

iau,
Kel. Simpang Kubu, Kec. Kampar,

Provin iau,
5. Terlapor V : égfyok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan
%, beralamat kantor di Kantor Bupati Kabupaten
Rokan Hilir, Kawasan Perkantoran Batu 6, Bagansiapi-
@ api, Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

te @engambil Putusan sebagai berikut: ------------—--—cmom
I\&is Komisi: -----=-mmmmmmmm e
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; --------------------omcceee—-
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran; --------=--=-— oo oo
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -------------==--cmmmmmmcmmmmmm -
Setelah mendengar keterangan para Ahli; ---------=--————— - oo
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;--------------=---mmcmmmmmmme-

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;----------
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Setelah membaca surat-surat dan dokumen dalam perkara ini; -------------

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dari pihak
yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) jo. ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya
disingkat “UU No. S5 Tahun 1999”) harus dirahasigkan
identitasnya, yang berkaitan dengan dugaan pela ran
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Pengadaa kerjaan
Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Ka en Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2023.-----------------—----4 e e e e
Menimbang bahwa terhadap lapora sebut dilakukan
penyelidikan awal dan penyelidikan % emudian dinyatakan
layak dilakukan Paparan yang d l%&apat Komisi tanggal 21
Agustus 2024 memutuska %erima Paparan tersebut,
menyepakati pembentuka é%is komisi untuk menangani
perkara, dan memerj tgkan pimpinan wunit kerja yang
menangani bidang ?@kan hukum untuk menyusun laporan
dugaan pelangga$ —————————————————————————————————————————————————————
Menimbang ?12 menindaklanjuti hasil Rapat Komisi tanggal
21 Agust 4, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi
Nomo QQ KPPU/Pen/XI/2024 tanggal 4 November 2024
te g Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-

24 dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun

@(999 dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

«170

Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
(vide bukti A1) dan membentuk Majelis Komisi untuk menangani
perkara melalui Keputusan Komisi Nomor
33/KPPU/Kep.3/X1/2024 tentang Penugasan Anggota Komisi
sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara
Nomor 17/KPPU-L/2024 dengan susunan Majelis Komisi
Anggota Komisi Mohammad Reza sebagai Ketua Majelis, dan

Anggota Komisi Eugenia Mardanugraha dan Anggota Komisi
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Hilman Pujana, masing-masing sebagai Anggota Majelis (vide
bukti A2). —-m oo
Menimbang bahwa Deputi Bidang Penegakan Hukum
menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum
Nomor 2198/DH/Kep/XI/2024 tentang Penugasan Satuan
Tugas Panitera dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor
17 /KPPU-L/2024 dengan susunan Panitera Lugman
Nurdhiansyah sebagai Koordinator Panitera, dan Dewi Meryati
dan Fajar Ardhi Saputra, masing-masing sebagai An%a
Panitera (vide bukti A3). -----=--=———-mmmmmm N
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampai%?etikan
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17 -L/2024,
Petikan Keputusan Penugasan Majelis Koffif$i Pemeriksaan

Pendahuluan Perkara Nomor 17/K L/2024, Petikan

Keputusan Jangka Waktu Pemeriks endahuluan Perkara

Nomor 17/KPPU-L/2024, dan Sur anggilan Sidang beserta
rLQ

Laporan Dugaan Pelanggaran %
)

para Terlapor (vide bukti Aé@

ra kepada Investigator dan

Menimbang bahwa tud Majelis Komisi Perkara Nomor
17/KPPU-L/2024 m tkan Keputusan Majelis Komisi Nomor
04/KMK/Kep/I1/. tentang Jangka Waktu Pemeriksaan

Pendahulua rkara Nomor 17/KPPU-L/2024 yaitu dalam
jangka w aling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak al 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret
202§gde bukti A3). —--mmm
imbang bahwa Sidang ke-I Majelis Komisi Pemeriksaan
@endahuluan dilaksanakan luring pada 13 Februari 2025
dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat
dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran.
Sidang a quo dihadiri oleh Investigator dan tanpa kehadiran
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V.
Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV tidak hadir dan tanpa
keterangan sedangkan Terlapor IIl menyampaikan surat tanggal
12 Februari 2025 dan Terlapor V menyampaikan surat tanggal

11 Februari 2025 yang masing-masing mengajukan permohonan
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untuk mengikuti sidang dengan cara daring karena Terlapor III
berdomisili di Kota Pekanbaru dan Terlapor V berdomisili di
Kabupaten Rokan Hilir dan tidak memiliki pembiayaan untuk
mengikuti sidang luring di Jakarta. Majelis Komisi menyatakan
dapat menerima permohonan Terlapor III dan Terlapor V serta
tidak terdapat keberatan dari Investigator sehingga setiap sidang
berikutnya akan dilaksanakan dengan cara hibrida. Menimbang
persidangan tidak dihadiri oleh Para Terlapor maka Majelis

Komisi menunda agenda Sidang ke-I untuk diagendakan a
sidang berikutnya, dan memanggil kembali Investigator ar

a
Terlapor untuk hadir dalam Sidang ke-II Maj@is omisi
Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti B1). --------%+-}-------------
Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksan%n Sidang ke-II
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahul pada tanggal 19
Februari 2025 dengan agenda pe an Laporan Dugaan
Pelanggaran dan pemeriksaan k an dan kesesuaian alat
bukti surat dan/atau doku ndukung Laporan Dugaan

Pelanggaran. Sidang ke—I%@i ri oleh Investigator, Terlapor III,
dan Terlapor V sedangk rlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV

tidak menghadiri ?# ngan tanpa keterangan. Menimbang
persidangan tldev&hadm oleh seluruh Terlapor maka Majelis
Komisi men hgenda Sidang ke-II untuk diagendakan pada
sidang bexsi ‘23

Terla@ntuk hadir dalam Sidang ke-III Majelis Komisi
Pewi saan Pendahuluan (vide bukti B2). ----------———-——cocemeeo -

ya, dan memanggil kembali Investigator dan Para

imbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-III

@lajelis Komisi pada tanggal 24 Februari 2025 dengan agenda

pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran dan pemeriksaan
kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau
dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang
ke-III dihadiri oleh Investigator, Terlapor I yang diwakili oleh
kuasa hukum Sdr. Dhanur Santiko, S.H., Terlapor III, dan
Terlapor V, sedangkan Terlapor II, dan Terlapor IV tidak
menghadiri persidangan tanpa keterangan. -----------------—-——————
Menimbang bahwa Majelis Komisi sudah memanggil Investigator

dan Para Terlapor secara patut sampai dengan panggilan ke-III
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namun Terlapor II dan Terlapor IV tidak hadir maka persidangan
tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor II dan Terlapor IV.
Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V tidak keberatan sidang
dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor II dan Terlapor IV.
Sebelum memasuki agenda persidangan, Investigator keberatan
atas kehadiran Kuasa Hukum Terlapor I karena pemberi kuasa
Terlapor I bukanlah direktur utama melainkan Kepala Cabang
Terlapor I di Rokan Hilir yang cabang ini dibentuk khusus untuk

mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemban n
Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Aﬁg:

ran
2023, dan kewenangan Kepala Cabang Terlapor I di n Hilir
tidak termasuk kewenangan memberikan uasa untuk
menghadiri persidangan di Komisi (vide bukt1 —————————————————
Menimbang bahwa Majelis Komisi set memerlksa surat
kuasa yang dimaksud oleh Investi dan akta pendirian
Kantor Cabang Terlapor I di R ilir menemukan bahwa
Kepala Cabang Terlapor I di Ro 111r dan Direktur Terlapor III

adalah orang yang sama. ﬁ ukum Terlapor I dan Terlapor
a

IIT membenarkan Kepa ng Terlapor I di Rokan Hilir yang
memberikan kuasa a Kuasa Hukum adalah orang yang
sama dengan Di ur Terlapor III yaitu Sdr. Toni. Kuasa
Hukum Ter@”l dan Sdr. Toni menjelaskan surat kuasa
diberikan Sdr. Toni karena seluruh direksi dan komisaris

Terla@ mengundurkan diri dan pengurus perusahaan
P I

Te sedang menyelesaikan proses legal pengurus

sahaan yang baru dan sesuai dengan akta pendirian Kantor

&abang Terlapor I di Rokan Hilir, Sdr. Toni selaku Kepala

Cabang memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa.---------
Menimbang bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut,
Majelis Komisi melanjutkan persidangan dengan agenda
pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator.
Majelis Komisi memastikan kepada Investigator tidak ada
perubahan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima
oleh Majelis Komisi dan Majelis Komisi juga memastikan
Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V telah memperoleh

Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah Investigator selesai
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memaparkan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator,
Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V menyatakan memahami
Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti B3). ------------------——-—
Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang ke-IV
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 4 Maret 2025
dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat
bukti surat dan/atau dokumen pendukung laporan dugaan
pelanggaran. Sidang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, dan

tidak menghadiri persidangan tanpa keterangan. K iran

Terlapor V sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Tereljém \Y
Kuasa Hukum Terlapor I telah dilengkapi dengan kuasa
dari direksi yang saat ini menjabat. Sesuai an agenda
sidang, Investigator menyerahkan alat buk rat dan/atau
dokumen kepada Majelis Komisi dan M Kom1s1 mencatat
tidak terdapat surat dan/atau en yang menurut
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 irahasiakan oleh Majelis
Komisi. Selanjutnya Terlapor erlapor V menyatakan akan
menggunakan haknya 1@9 memeriksa kelengkapan dan
kesesuaian alat bukti yang @iajukan oleh Investigator (vide bukti
B4). - % ———————————————————————————————————————————————
Menimbang bal—m@MajeHs Komisi melaksanakan Sidang V
Majelis Komi@dahuluan pada 11 Maret 2025 dengan agenda
penyampai nggapan atas laporan dugaan pelanggaran serta
peny. jan daftar alat bukti berupa saksi, ahli dan surat
da ﬁu dokumen. Sidang dihadiri oleh Investigator, Kuasa

m Terlapor I, dan Terlapor V sedangkan Terlapor II,

@Yerlapor I, dan Terlapor IV tidak hadir sidang tanpa

ketarangan. Kuasa Hukum Terlapor I menyatakan belum siap
dengan tanggapan dan mohon perpanjangan waktu sedangkan
Terlapor V telah siap dengan tanggapan. Majelis Komisi
memastikan kepada Terlapor V tidak ada perubahan terhadap
tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran dan memastikan
Investigator memperoleh tanggapan tersebut. Setelah selesai
memaparkan tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor
V menyatakan tidak mengajukan alat bukti (vide bukti BS).

Majelis Komisi dapat menerima permohonan perpanjangan
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waktu penyerahan tanggapan oleh Terlapor I dan memberikan
waktu sampai dengan sidang berikutnya dan tidak akan
memberikan kesempatan untuk kedua kalinya, sehingga Kuasa
Hukum harus sudah menyerahkan tanggapan laporan dugaan
pelanggaran pada sidang berikutnya dan bila tidak menyerahkan
maka Terlapor [ dianggap melepaskan haknya untuk
memberikan tanggapan laporan dugaan pelanggaran. -------------
Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang VI
Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 18 et
2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atas ran
dugaan pelanggaran serta penyampaian daftar alat i berupa
saksi, ahli dan surat dan/atau dokumen. Sida ihadiri oleh
Investigator, Terlapor I, dan Terlapor V sed n Terlapor II,
Terlapor III, dan Terlapor IV tidak ir sidang tanpa
keterangan. Pada sidang a quo, Terl &nembacakan secara
ringkas tanggapan dan mohon ‘%Kk!‘u perpanjangan untuk
mengajukan alat bukti. %’ Komisi dapat menerima

permohonan perpanjang pengajuan daftar alat bukti

dari Terlapor I dan m 1kan waktu sampai dengan sidang
berikutnya dan tid n memberikan kesempatan ini untuk
kedua kalinya, hingga Kuasa Hukum harus sudah

menyerahka r alat bukti pada sidang berikutnya dan bila
tidak m lQkan maka Terlapor I dianggap melepaskan
hakn uk memberikan daftar alat bukti (vide bukti B6). -----

Qang dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, ditemukan

alamat Terlapor II dan Terlapor IV tidak ditemukan atau

@ldak diketahui keberadaannya sehingga Laporan Dugaan

Pelanggaran belum diterima oleh yang bersangkutan meskipun
Terlapor II dan Terlapor IV telah dipanggil secara patut baik
melalui surat fisik maupun melalui media elektronik. Atas hal
tersebut, Panitera juga telah menyampaikan surat panggilan
bagi Terlapor yang tidak berada di alamat yang dituju kepada
kantor kepala desa/kelurahan setempat sehingga prosedur
pemanggilan Terlapor II dan Terlapor IV telah terpenuhi.-----------
Menimbang bahwa Majelis Komisi melaksanakan Sidang VII

Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 20 Maret 2025
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dengan agenda penyampaian daftar alat bukti berupa saksi, ahli,
dan surat dan/atau dokumen. Sidang a quo dihadiri oleh
Investigator, Kuasa Hukum Terlapor I, dan Terlapor V sedangkan
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menghadiri
persidangan tanpa keterangan. Terlapor I menyampaikan daftar
alat bukti berupa 1 (satu) Saksi dan 2 (dua) surat dan/atau
dokumen. Selanjutnya Investigator menggunakan haknya untuk
memeriksa kelengkapan dan kesesuaian alat bukti yang
diajukan oleh Terlapor I (vide bukti B7). ---------—--——ccccceee - -
Menimbang bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran ﬂ%tang
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembanguna mbatan
Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2Q23 yang pada
pokoknya sebagai berikut (vide bukti I.2). -----4 e EE LR
Identitas Terlapor: ---------=-——mmmmmmm e
Terlapor I beralamat kantor di Jalan P I%Ca%aya Nomor B9, Kota
Bandung, Jawa Barat merup adan usaha berbadan
hukum yang didirikan berdas é’Akta Nomor 14 Tanggal 29

Mei 1980 yang dibuat ole & Sisiwojo, S.H., Notaris di Kota
u

Bandung dengan kegi saha antara lain di bidang

kontraktor. Terlapor da 5 April 2023 mendirikan kantor

cabang di Roka Wir Provinsi Riau dan mengangkat Sdr. Toni

sebagai kep ang untuk mengikuti Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi t?b

Hllquz Anggaran 2023 (vide, bukti IB43, C17, C18, C19,
C

C104, C105, C106). ~---mmnmmmmmmmmmmmm oo

angunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan

por II beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 148,

@angkinang, Kampar, Provinsi Riau, merupakan badan usaha

berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 21
tanggal 29 Maret 2008 yang dibuat oleh M. Dahad Umar, S.H.,
Notaris di Kota Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di
bidang pembangunan (pemborongan). Terlapor II merupakan
peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2023. (vide, bukti IB27, C95).-------mmmmm oo
Terlapor III beralamat kantor di Jalan Beringin Perum Jala

Utama Beringin Tahap 2, Blok F22 RT002, RWO003, Kel.
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Singaisibam, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
merupakan badan usaha yang didirikan Akta Nomor 3 tanggal
13 Januari 2015 yang dibuat oleh Feri Mondro, S.H., M.Kn.,
Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain di
bidang konstruksi. Terlapor III merupakan peserta Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (vide, bukti IB23,
C10, C11, C12, C13, C14, C93). -----mmmmmm oo
Terlapor IV beralamat kantor di Dusun II Metro Lesti‘g.

a

Simpang Kubu, Kec. Kampar, Provinsi Riau merupaka n
usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 gal 31
Januari 2021 yang dibuat oleh Muhammad Nuzu?ybH., dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang jasa kons%{si. Terlapor IV
merupakan  peserta  Pengadaan P, jaan Konstruksi
Pembangunan Jembatan Sintong Ka@en Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2023 (vide bukti IB29, COqPg----------mmmmmmmmmm oo
Terlapor V beralamat kantor dj %or Bupati Kabupaten Rokan
Hilir, Kawasan Perkanto@}i tu 6, Bagansiapi-api, Bagan
Punak Pesisir, Kecamatan$yBangko, Kabupaten Rokan Hilir -

Pengadaan Bar

Provinsi Riau. Terla merupakan Tim pada Bagian
aa&an Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten

Rokan Hilir %’f Anggaran 2023 yang dibentuk berdasarkan

Surat K an Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor:

19/ S@‘ BJ/2023 tanggal 2 Januari 2023, dengan susunan
keagpggdtaan Devi Ferdiansyah, S.Si.T., M.Si., Abdul Halim, ST,

., Zulfikar, S.Kom., Gusrianto, S.AP., Fakhrurozi Afriansyah,

&.AP., Hasrianto, S.E., dan Efriyanto, S.AP. (vide bukti IB12, C3).

Obyek Perkara -----------mmmmmmmmmmm e
Bahwa obyek perkara a quo adalah Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2023.-------—-———mmmmmmmm o
Dugaan Pelanggaran ------------=-——-mmmmmmmmm
Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22
UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan pemaknaan melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 yang
memiiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017
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sehingga harus dibaca “Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha yang tidak sehat.” -------=--=——=—mmcmmommemm -
Kronologi Tender. —---------mmmmmm o
Pengumuman (4 April 2023) ---------——mmm oo
1) Bahwa pada tanggal 4 April 2023, Terlapor V
mengumumkan Pengumuman Pelelangan U%m
Pascakualifikasi sebagai berikut: -------------------——-— N
Kode Tender : 9088484 ----------mmmooe- %k—? ———————
i

Nama Tender : Pembangunan Jemb ntong --
K/L/PD/ %
Instansi lainnya : Kabupaten R AT —mmmmmm e
Satuan Kerja : Dinas Pe %ﬁn Umum dan
Penat ang -------------=-----——--
Jenis Pengadaan . Pekeriaén Konstruksi ----------------
%e'r—Pascakualiﬁkasi Satu File —

Metode Pengadaan @

arga Terendah Sistem Gugur -----
Tahun Anggaran?C:O: APBD 2023 oo
Nilai Pagu Pa@ : Rp54.000.000.000,00 -------mmmmmmmm-
Nilai HP t : Rp53.999.955.000,00 --------------—-
iiak Harga Satuan --------——-—————————————

J eniﬁ :
@ ekerjaan : Kecamatan Tanah Putih-Kabupaten

Rokan Hilir --------------——-cmmemme

Bahwa dalam pengumuman tersebut para peserta harus

E@ Kualifikasi Usaha : Besar --------—-mmmo

*BO

memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas
sebagai berikut: (vide bukti IB12, C4) ---------—mmmmmmmmmm
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha Jenis Izin: Bidang
Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU: Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan
Layang, Terowongan dan Subways SI004 Bangunan
Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass
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b. peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO)
maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan
batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam
1 (satu) kerjasama operasi -----------------mmmmmcmmmm -

c. peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat [jin
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ------------mmcmmmmcmmmm o

d. memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasi Usaha Besar [Kecil/Menengah/Besar]|, serta
disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan ?@Va
Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan ng,
Terowongan, dan Subways SI004/Ban n Sipil
Jembatan, Jalan Layang, Fly Over %nderpass

BS002 (sesuai dengan sub bidan ifikasi/layanan

SBU yang dibutuhkan) -----------#* g?z ————————————————————

e. memiliki Kemampuan Das

sama dengan 3 x NPt (N%

) dengan nilai KD
galaman tertinggi dalam
15 tahun terakhir); untuk kualifikasi Usaha
Menengah, peng&% pekerjaan sesuai sub bidang
klasifikasi/layanaly SBU yang disyaratkan, atau b)

untuk kual%@i Usaha Besar, pengalaman pekerjaan

pada &@ bidang klasifikasi/layanan SBU yang

dis r%kan dan lingkup pekerjaan Pembangunan

tan (diisi dengan memilih lingkup pekerjaan

suai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan) --

\fQ memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat

x Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan
@ dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk
O Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko

; Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha

g. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak

h. memiliki akta pendirian perusahaan dan akta

perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) -------

11
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SALINAN

i.  tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya
tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan wusahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus
Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan

mengambil cuti di luar tanggungan Negara---------- -

j-  memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) éi%?j'aan

konstruksi dalam kurun waktu 4 (e tahun
terakhir, baik di lingkungan pemerint maupun
swasta termasuk pengalaman subk k, kecuali bagi

pelaku usaha yang baru berdi rang dari 3 (tiga)

k. memiliki Sisa Kemampua ata (SKN) dengan nilai
paling kurang sama n 10% (sepuluh perseratus)
dari nilai total » )Peserta menyampaikan laporan
keuangan tahun 3022 melalui fasilitas pengunggahan
kualifikasi laigyada SPSE dengan ketentuan: a. untuk
Usaha ngah, laporan keuangan yang telah diaudit
oleggﬁtor Akuntan Publik atau b. untuk Usaha

, laporan keuangan yang telah diaudit oleh
ntor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai

Q ketentuan peraturan perundangan.---------------------——-

aftaran & Download Dokumen Pemilihan (4-10 April 2023) -

Bahwa Terlapor V memberikan kesempatan kepada calon

peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti

pengadaan tersebut dan mengambil (download) dokumen
kualifikasi mulai tanggal 4 April 2023 pukul 23:30 WIB
sampai dengan tanggal 10 April 2023 pukul 12:59 WIB. ----

Bahwa hingga batas waktu pendaftaran peserta, Terlapor V

menerima 40 (empat puluh) penawaran dari (vide bukti

IB12, C4, CO)tmmmmmm oo oo

1. Terlapor I —-------m oo

2.  Terlapor II---------mmm oo



Terlapor 11
Terlapor IV

SALINAN

PT Gunung Baja Permata ------------———-cmommmmeeem -

PT Tarum Jaya Mandiri --------====mmmmmmmme

PT Indo Trans KonstrukSi------—--mmmmommmmommmommmme

CV Piliang Istigomah Mandiri -----------------—————————————

CV Humaira Consultant -------—--—mmmmmmmmmmmmommmeme o

PT Nusantara Baja Prima ---------==--—mmmmmeomm

CV Kurnia Jaya --------======mmmmmmmmmmmeeeeee Y .

CV Raphita Muda Berkarya ----------------------- szy

CV Juriya Utama ----------============mmmo - %?_Y _____

CV Bengkalis Putra Mandau --------------%¢-}-----------—
CV Citra Melayu Putra ———-------------% _________________

PTTirta Marga Jaya Beton -------#=~ 2’

PT Mina Fajar Abadi --------- &=

CV Maulan

a Creasindotg?}- _____________________________

PT Agung Jaya Selar

PT Gunung Baja &E _______________________________________
Citra Karya Saran® Utama --------------=======mmmmmmeemm -

PT Pan

a
Cv Waagne%% Indonesia ----—-—————mm -

ngun Persada -------------=-cmmmmmmmmm

Cv R?ratama ______________________________________________

ber Reksa Abadi ——---——————— oo

Aneka Jaya Siak Perkasa --------------=---mmmmmeeemm o

PT Ricky Kencana Sukses Mandiri ----------------———————

CV Bersemi Maju Bersama --------------=--—————mmmeee o~

PT Resutra

Swasta ANgEUN -----—————-——mmmmmmmmm e

PT Aa Bersaudara -—----—----———m -
CV Khalaf Abadi ——--———— -

CV Naga Jaya Tama ---------==============mmmme
CV Ardi Bina Sarana ————-——————mmm oo
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39. Berkah Sejahtera Mandiri ----------=--=--—-mmcmmcmmem

40. CV Gafar Perkasa -------------------mmmmmmmm

18.4.3. Rapat Penjelasan/Aanwijzing (6 April 2023) ---------—--—--——mmcmeu-
1) Bahwa pada tanggal 6 April 2023, Terlapor V
menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing) mulai

pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB. ----------

2) Bahwa risalah rapat penjelasan (aanwizing) tersebut
mencatat pada pukul 09:26 peserta tender PT Tirta Marga

Jaya Beton menanyakan sebagai berikut: “Dalam jatkgal

LPSE, Pengumunan Pascakualifikasi tanggal 4 Ma ang

dimaksud seharusnya 4 April 2023) jam 23.00 Wib\(Tengah

Malam), dan Upload Penawaran terakhir t al 10 April

2023 jam 12.59 Wib, artinya hanya 3 Ha%erja, karna ada

tanggal merah/libur nasional 2 hari. -f*-----------------——---

memberikan jawaban sebagai ikut (vide bukti IB12,

C4): Berdasarkan Ketentu m Peraturan LKPP Nomor 12

Tahun 2021 mengatur Penyusunan Jadwal Pemilihan
Tender- Pascaku%l st Satu File, Pada Tahapan

3) Bahwa atas pertanyaan pese:%tersebut, Terlapor V

penyampaian D en Penawaran Waktu yang dibutuhkan
disesuaikan gan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga)
hari k V?r setelah Berita Acara Hasil Pemberian
Penj , diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, dalam
@) ami menjadwalkan sudah sesuai dengan ketentuan.
18.4.4. Pembukaan Dokumen Penawaran (10 April 2023) ------------——-—-
a pada tanggal 10 April 2023, Terlapor V menerima 4

mpat) penawaran sebagai berikut (vide, bukti IB12, C4, C5): ---

\ 1 O Penawaran

No. Peserta Penawaran (terkoreksi)

Terlapor I Rp51.563.303.956,17| Rp51.563.303.956,17
Terlapor IV | Rp52.021.692.108,90| Rp52.021.692.108,90
Terlapor I | Rp52.364.434.623,58| Rp52.364.434.623,58
Terlapor III | Rp52.868.308.093,93| Rp52.868.308.093,93

BRI

18.4.5. Evaluasi Dokumen Penawaran (10-16 April 2023) -------------—--—-
1) Evaluasi Kualifikasi (vide bukti IB12, C4, C5)--------------—---
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18.4.6.

O

18.5.
18.5.1.

SALINAN

No. Peserta Penawaran H?&Lﬁgil;s?m
1. |Terlapor I Rp51.563.303.956,17 LULUS
2) Evaluasi Administrasi (vide bukti IB12, C4, C5) ----------—----
No. Peserta Penawaran Hasil Evaluasi Adm.
1. | Terlapor I Rp51.563.303.956,17 | LULUS
Terlapor IV | Rp52.021.692.108,90 | GUGUR, tidak
menyerahkan
jaminan penawaran
3. | Terlapor II | Rp52.364.434.623,58 | GUGUR, tidak ?»
menyerahkan &2\
jaminan pend an
4. | Terlapor III | Rp52.868.308.093,93 | GUGUR,41dak
menyerakkKan
jam penawaran

)?»,

3) Evaluasi Teknis (vide bukti IB12 X (&2 ———————————————————————

No.

Peserta

) 4
Penawara ?»\'

Hasil Evaluasi Teknis

1.

Terlapor I

Rp51.563.309 086,17
po1.563 3085

LULUS

Y
4) Evaluasi Harga (vide @iE)IBm, C4, C5)
A~

No.

Peserta

“ % nawaran

Hasil Evaluasi Harga

1.

Terlapor I 4

[

@p‘51.563.303.956,17

LULUS

Pembukti
Bah

ku

w

iﬁési terhadap Terlapor I selaku peserta satu-satunya yang

\ad

umen Kualifikasi (17 April 2023)

17 April 2023, Terlapor V melakukan pembuktian

@ evaluasi. Selanjutnya, Terlapor V menetapkan Terlapor I

Pengumuman Pemenang (17 April 2023)

@nemenuhi persyaratan kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon
pemenang. (vide bukti IB12, C4, C5).

Bahwa pada tanggal 17 April 2023, Terlapor V mengumumkan

Terlapor I menjadi pemenang tender (vide bukti IB12, C1, C2,

Kesalahan Penulisan yang Tidak Wajar

1)

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesalahan

yang tidak wajar dalam penulisan nama perusahaan pada

15
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Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang
disampaikan Terlapor I dalam proses tender dengan
penyajian dokumen berikut (vide bukti C99): ------------o——-

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C 3 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
PT. FATMA NUSA MULIA
Pemb Jembatan Si

C.1 Sumber Daya

'rugas Tanggung Jawab dan Wewenang Tenaga Keselamatan Konstruksi:

Nama NOVELINA SAMOSIR
Jabatan AHLI K3 KONSTRUKS!
Tugas dan Tanggung Jawab
A, pkan program Ki dan Kesehatan Kerja (K3)

1 2 Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi
1.3 Mengkaj dokumen kenlrak dan metcde kerja pelaksanaan konstruksi

1.4 Merencanakan dan menyusun program K3

1.5 Membuat prosedur kerna dan insiruks! kerja penorapan unnluan K3

1.6 Melakukan sosialsasi, penerapan dan peng \aan program, p

dur kerja dan instruks: kerja K3

1.7 Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 koastruksi
1.8 Mengusulkan perbaikan metode kerja p wan konstruksi berb K3, jka diperiukan

1.9 Melakukan penanganan kecelakaan keqa dan penyaka akibat kerja serta keadaan darurat

2) Bahwa dalam alat dokumen tersebut, Terlapor I
justru menulisk ma Terlapor II yang merupakan

peserta pes@%da Dokumen RKK miliknya sehingga

kesalahan sebut  dapat dikategorikan sebagai
ketidak ; (vide bukti C95).

18.5.2. Kesama, gurus dan/atau Pengendali Perusahaan -----------
1) a berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan
%\pemlhk perusahaan Terlapor I dan Terlapor III sebagai

§X berikut: --------m e
O a. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Terlapor I (vide bukti
\E, 0 . —
Manajerial
Nama KTP Alamat | NPWP Tanggal Tanggal Akhir | Status
Mulai Menjabat
Menjabat
TONI 1401011204850002 88.761.007.9- Pemilik
221.000

b. Dokumen Persyaratan Kualifikasi Terlapor III (vide
bukti C92) —--— oo
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Tanggal Akhir
Menjabat

Manajerial

Nama | KTP Alamat | NPWP Tanggal Mulai

Menjabat

Status

TONI  1401011204850002 14.743.892.3- Pemilik
221.000

2) Bahwa atas dasar fakta tersebut terbukti bahwa baik
Terlapor I maupun Terlapor III dimiliki dan/atau
dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Sdr. Toni dengan
nomor identitas KTP 1401011204850002.----------------------

3) Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan %61‘
III yang menjawab pertanyaan Investigato alam
pemeriksaan pada 15 Oktober 2023, sebaga@ kut (vide

bukti IB23): —————————————————————————————————————%;— —————————————————
4.  Pertanyaan : Jelaskan kronologisw dara mengikuti
lelang ini?

Jawaban : Kami melihateJtformasi dari LPSE.
Setelah melihat dokumen saya
memerint Sdr. Rezki  untuk
membu okumen. Selanjutnya saya
memj apak Rasyid selaku Dirut PT
Ar untuk memjadikan saya sebagai
Dirglstur Cabang PT Arkindo untuk

ngikuti lelang, karena CV Sarana

aini tidak memenuhi kualifikasi usaha

§ sebagai peserta lelang. .... -------------—---

9. Perta : Apakah anda turut menghadiri pada saat
7% pembentukan akta perusahaan cabang?

an : Saya mengirimkan KTP kepada Bapak

Rasyid, selanjutnya Bapak Rasyid

@ membuatkan akta Direktur Cabang.

Q Setelah Akta Direktur Cabang selesai,

%\ Bapak Rasyid memberikan Dokumen
\' kualifikasi beserta Akta Pembukaan

@ Kantor Cabang yang disampaikan
O melalui Ibu Yuswita. ... ---------=--=-——-=——-
& 4) Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan
Terlapor I dalam pemeriksaan pada 6 Mei 2024 sebagai

berikut (vide bukti IB43): ---------------mmmm e

4.  Pertanyaan : Siapa yang mengurus Akta Direktur
Cabang PT Arkindo untuk mengikuti
tender a quo?

Jawaban : Sdr. Ir. Tubagus Abubakar Rasyid yang
dibuat di Bandung. .... ------=-====---------

9. Pertanyaan : Siapa yang mengupload dokumen
penawaran untuk mengikuti tender a
quo?
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Jawaban Anggota Ibu Yuswita. .... ------------=---——-

21. Pertanyaan : Berdasarkan pengakuan Sdr. Toni dan
alat bukti yang diterima Satgas

Penyelidkan, bahwa benar terdapat

pengaturan pemenang untuk tender

Pembangunan Jembatan Sintong Pada
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Rokan HHilir
Tahun Anggaran APBD 2023 Kode
Tender: 9088484, dimana dokumen
tersebut disusun dan diunggah oleh satu

orang. Apakah tanggapan Sdr. Cipta

Purwhana? --------------=---mmmmmmmm—- -

Jawaban Saya tidak mengetahui hal ut.
Setelah saya mempelajari Akt ang

%ersifat

bahwa  Direktur Caban%}
independent dan memilil@k enangan
diantaranya membuk ening PT
Arkindo. —————————————————% —————————————————
5) Bahwa atas dasar fakta tersebu @;a» erbukti bahwa
penawaran Terlapor I dan Ter}&R IIT dikendalikan oleh
pihak yang sama yaitu Sdr. o)1 selaku Direktur Terlapor

III sekaligus juga seba ala Cabang Terlapor I yang

diberi kewenangan Q

Pekerjaan Konst i " Pembangunan Jembatan Sintong
Kabupaten Roka ilir Tahun Anggaran 2023. (vide bukti

Terlapor 1 terkait Pengadaan

Cl106). ~ =g oo
18.5.3. Adanya Kes Metadata --------------—mmmmmm
1) Ba rdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan

ata pada dokumen penawaran harga Terlapor I,

%Xl‘erlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut

§ (vide bukti C91): ——--mmmmmm o

PTLARONDO » unpacked » herga > 1 Harga - Daftar Kuansta: - MRATAN SINTONG - BT FATMA (A CHAINI - SINTONG ABARU > data > CVASKA JAYA KONTRAXTOR » harga » 1 H

0 1. PEN. EMBATAN SINTONG - PT. FATMA Properties

tas dan Harga Jembatan Sintong up  1/04/2023 16:41 Generdl Seouty 045 Pus Versons

&

0 Dattar Kuantitas dan Harga Jembatan Sintong up Prop... X Propedy Ve

Generdl Securty Delals  Prewous Versions Origin

Lastsaedty rdiusiafy
Reeson rumbee

Popety  Vaue
Desaription

Toe

Subjoct Vesonmaty

Tags Progamrame - Merosoh Exel

Categores Capary
Commerds

[Authars. Dot

Lastsawdby  LENOVO

s
Rodsin tusbl Lastpened 1800023004
Versio number Content

Programname  Mcroso Exod Conde s

Cortenthpe  appheaonind cperamifometsoffie.
Sl L]

Date kst saved 11042023 1641 Loisat? Mo

Lastprntod 08042023 159 Langage

Contet "

18

- 1. SARANA CHAINI - SINTONG Properties
Generd Securty Detals - Prous Versons

Property Vae
Description

Tle

Subjet

Tags

Categones

Comments

Authors Default
Lastsavedly  rezimustafa
Rentsion number

Verson rumber

Programname - Mcrosofl Excel
Compary

Managee
ontent crealed 03012012250

Datelast savwd (90420232315
Lastpmled (90420202256

Content

\baan Sintong

0 Jembatan Sintong Properties
General Secury Delals - Previous Versions

Property Vave
Tite
Subjpet

Tags

Catogones

Comments

Origin

Lastsawdby  GamaComp

Revtsion numbes

Verson number

Progran name  Morosoft Excel

Company

Managet

Uale st S: O A3

Last prnted 18032023004



2)

3)

@\
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Bahwa kesamaan metadata terbukti pada metadata Content
Created: 03/01/2012 2.50 pada detail properties dokumen
penawaran harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan
Terlapor IV. Selain itu, kesamaan metadata juga terdapat
pada dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III

sebagai berikut (vide bukti C91): ------—--——-mmmmmmmm -

MBATAN SINTONG - PT. FATMA L

B 1. PEN. JEMBATAN SINTONG - PT. FATMA Properties x
B- 1. SARANA CHAINI - SINTONG Properties >
General  Socunty  Delails  Previous Versions =
General Security Detads  Previous Versions
Spery Value Propety Value
Origin Description
Titie
Lastsavedby  rezkimustata Subject
L Tags
Verson number Categories
Program name  Microsoft Excel Comments
Company Origin
Masgen T S
Contont areated  0301/2012 2:50 Lastsaved by  rezkimustafa
Datelast saved 0042023 22 51 TSR ToTGoT
Last prnted 18032023 004 Varsion nis mber
Content Program name  Microsoft Excel
Contont status Company
Contenttype  apphcabonivnd openxmiformats.office Manager
Scale No Content created 030172012 2.50
Links cirty? No Date last saved 090472023 23:15
Language Last printed 000472023 22:56

File

Bahwa kesamaan metadata t%&ti pada metadata Last
Saved By: rezki mustafa detail properties dokumen
penawaran harga Te II dan Terlapor III. Fakta
kesamaan tersebut b&esuaian dengan keterangan sebagai
berikut: --------- g g~
a. Ketera aksi dalam pemeriksaan pada 6 Februari
202 ?&hwa Saksi mengupload dokumen Terlapor II
rlapor III ke LPSE Kabupaten Rokan Hilir sekitar

a pukul 22.00 - 23.00 WIB di Warung Sate Marina

Q (tempat pertemuan dengan Sdr. Toni) yang berlokasi di

@ Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau dengan

menggunakan jaringan hotspot provider Telkomsel
melalui handphone milik Saksi dengan Merk Realme
C11 (vide bukti IB32). -------mmmmmmmmmmm oo
b. Keterangan Ahli dalam pemeriksaan pada 18 Maret
2024) bahwa jika ditemukan kesamaan nama dan
karakter yang digunakan metadata “content created’,
kemungkinan dokumen dibuat dari komputer atau

perangkat yang sama (vide bukti IB40). ---------------—--

18.5.4. Kesamaan Format Perhitungan Harga ----------------—--——cccmceee

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan

format perhitungan harga pada tabel rekap Terlapor I dan
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Terlapor 1V, tabel Bill of Quantity (BoQ) Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor III dan Terlapor IV, dan tabel mobilisasi Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. ----—--—-cmmmmmmmmme -
Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Tabel Rekap ---------mmmmmmm e
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan
format perhitungan pada tabel Rekap pada dokumen
penawaran harga Terlapor I dan Terlapor IV sebagai berikut

(vide bukti C88): --—--——- oo -

&y i = Qv =
b R B twow w1 [ P =X & VIRLE S FE R o ] B
S T 553 pite - B4 1 44 Gokbrs O bl b | gy y 7% B @, %y 40 Codlow fom
& &5 g A (= LA e = D By gy s
A A . ¥ St s 55 A = Neged Camy Kol g T
Ooed 5 fot 5 At g Webs 5 £ “* Opwd 6 fet % Kggrer. o harte % Sys

H B |C [} £ F 6 L] M B C ] E By K 1K
30| | 1 b b et e s e | BBOMH :ﬂ A :l:' - e ) 42?;&%5
rr TN SIRTAOL | B P Swterbanar: iz 1% (A 3
St otttk 60 =L 4 ST 21| £ MTOT R PERERARL s A ey
)| 1 WMOTOTL RS DEN: D SLELISLS 2[5 asasrox 5206351038
|| 1 oo SLEAIEN H|[Tetharg UraAGt et
#||reting teopdtansy A J 5
% %
kil
* E
@ Abeburs, Wi El Smjerurg 10/g1 221
2 ot ? DtutOen
8 TR0 Q CV.ASKA JAYA KONTRAKTOR
& a
[ “
9 4
4
] a
2 ] E]
5 D tibay 4 KRAIRUL AS3AR
& L Snar
s
£
@
) 2
it (B (D O SN RN T _nkap (2900 s ] 0102 03] 05 o (0T [ 0K 08 e (390

Bahwa berd&@kan alat bukti diketahui adanya kesamaan
format §§ ungan pada tabel BoQ pada dokumen
pen harga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan

Wr IV sebagai berikut (vide bukti C89):---------------oo--

\”’m LSRR A O

‘bl-l-r_r—

ot T ™
"R [,, )|:‘ = i I,_,. - ’r/ *1 ww ot (bt e ’r./“u
"y L21) 1 o i . ¥ Vot R T 1 PO AT b R L L B T 33 Tapra 141 y) D i
e i oo " o 1411 o 4 ey b ‘ L HIES w pondeging
Q « i~ - w o1 e . r= - ™ " - . -~ - . * ™ . - - » »
" m [ - G U i U
« & , s L%l A R 0 (A " OB
L N N W

¥
i ) )
- N UM 0 ¥ g NN AN B R R ) 5

3) Tabel Mobilisasi -----==-=-==mmm oo
Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan

format perhitungan pada tabel excel bagian Mobilisasi
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Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai
berikut (vide bukti C90): -------——-—— oo

A0 FLRMRAALY O SAA N (LATAMAONTRATOR

/o 3L 0 0
8 WENGI | B
0 R | &

@ Ema| uma

;,.
g
2
:
g
P ——

5§ oo
8y oiowim B w3 o o
aim N3 s Ky

WEREE®E -

REE I
» ;),(( a8 W SEER Smm
4 o aEmy sumg

|
]
LT
|

e
Ioutniniy el s

R o I 0 A i

M e RN DB . o

0 o I R e e R e RO L0 I A

Kesamaan-kesamaan tersebut diduga aki "t\?dak adanya
persaingan dalam proses penyusunan en penawaran
dari para Terlapor. Hal tersebut tikan berdasarkan
keterangan-keterangan sebagai b@g ut (vide bukti IB27): ---
a. Keterangan Terlapor II@ m pemeriksaan pada 25

Oktober 2023 yang lain menyatakan: ------------

7. Pertanyaan :¥YJelaskan  kronologis  saudara
mengikuti lelang Pembangunan
% Jembatan Sintong Pada Satuan

:Eé E ’ Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten

?‘r Rokan Hilir Tahun Anggaran

C} APBD 2023  Kode Tender:
% 9088484 °?

Jawaban : Saya mengetahui informasi tender

Q melalui Website LPSE. Selain itu

X saya juga menerima informasi

@ dari Sdr. Toni. Selanjutnya saya
menyerahkan seluruhnya kepada

@ saudara Toni untuk menyiapkan
Q dokumen Kualifikasi,
%r Administrasi, Harga dan Teknis.
15. Pertanyaan : Mengapa PT Fatma Nusa Mulia

tidak menyampaikan jaminan

penawaran?

Jawaban : Saya tidak tahu, saya sudah

serahkan kepada Sdra Toni. ..... -

32. Pertanyaan : Bahwa  berdasarkan  temuan

Satgas Penyelidikan KPPU

terdapat beberapa fakta yang

mengindikasikan persekongkolan

antara PT Fatma Nusa Mulia

dengan PT Arkindo. Apakah benar
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dalam mengikuti lelang tersebut,
PT Fatma Nusa Mulia sudah
dipersipakan menjadi perusahaan
pendamping?
Jawaban : Bahwa saya menerima informasi
terkait Pembangunan Jembatan
Sintong Pada Satuan Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran APBD 2023 Kode
Tender: 9088484 dari Sdr. Toni. --
Seluruh yang berkaitan dengan PT
Fatma Nusa Mulia saya sera%gn
n

kepada Sdr Toni termas g
mengurus dokumen ikasi
dan dokumen pen an PT
Fatma Nusa Mulia. ;-

Bahwa akun LP ik PT Fatma
Nusa Mulia telah saya

serahkan Sdr. Toni agar

dapat pload  dokumen
kualifi dokumen
pen terkait Pembangunan
Je n Sintong Pada Satuan

& Dinas Pekerjaan Umum Dan
ataan Ruang Kabupaten

&okan Hilir Tahun Anggaran

APBD 2023 Kode Tender:
9088484. .....

35. Pert@k&n% : Apakah keterangan lain yang

ingin Terlapor sampaikan? ---------

J?qg an : Tidak ada. Saya hanya ingin

C} menegaskan bahwa saya

% mengikuti lelang tersebut karena

@ saya dihubungi oleh Sdr. Toni

Q untuk membawa PT Fatma Nusa

\ Mulia sebagai peserta dalam

% tender Pembangunan Jembatan

x Sintong Pada Satuan Kerja Dinas
@ Pekerjaan Umum Dan Penataan
O Ruang Kabupaten Rokan Hilir
%, Tahun Anggaran APBD 2023 Kode
Tender: 9088484. ...

b. Keterangan Terlapor IV dalam pemeriksaan pada 8

November 2023 yang antara lain menyatakan (vide bukti

6. Pertanyaan : Apakah saudara benar menjadi
peserta tender Pembangunan
Jembatan Sintong Pada Satuan
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggaran
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Jawaban

7.  Pertanyaan

Jawaban

8.  Pertanyaan

Jawaban
9. Pertanyaan

23
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APBD 2023
9088484 °?
Tidak ada. Saya mengetahui CV
Aska Jaya Kontraktor mengikuti
tender Pembangunan Jembatan
Sintong Pada Satuan Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran APBD 2023 Kode
Tender: 9088484 setelah
menerima Surat Panggilan dari
KPPU.
Jelaskan kronologis CV Aska a
Kontraktor ~ mengikuti &r
tender Pembangunan atan
Sintong Pada Satuan Dinas
Pekerjaan Umum enataan
Ruang Kabupaten “~Rokan Hilir
Tahun Anggam?éPBD 2023 Kode

Tender: 90884847

Kode Tender:

Bahw %n awal saya tidak
men (&b bahwa CV Aska Jaya
mengikuti tender

Satuan Dinas

% angunan Jembatan Sintong

Kerja

@ekeryaan Umum Dan Penataan

Ruang Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran APBD 2023 Kode
Tender: 9088484. Bahwa
Perusahaan saya (CV Aska Jaya
Kontraktor) dipinjam oleh teman
sekolah saya yang bernama Toni
No. handphone: 0823 9054 4440.

Sdr. Toni menghubungi saya via
telefon dan mengajak bertemu di
warung kopi yang berlokasi di

Kab. Kampar untuk
menyampaikan untuk meminjam
perusahaan saya untuk

menyampaikan penawaran pada
tender yang berlokasi di
Kabupaten Rokan Hilir, tanpa
menyebutkan  secara  spesifik
nama tendernya. Selanjutnya
saya memberikan akun dan
password perusahaan kepada
saudara Toni.
Siapa saja yang mengetahui akun
dan password CV Aska Jaya
Kontraktor?
Hanya saya dan saudara Toni. ---
Siapa yang mengurus dokumen
penawaran CV  Aska Jaya




SALINAN

Kontraktor untuk tender
Pembangunan Jembatan Sintong
Pada  Satuan  Kerja  Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran APBD 2023 Kode
Tender: 90884847
Jawaban : Saya tidak tahu. Setelah akun
dan password perusahaan saya
berikan, seluruh dokumen
(administrasi, penawaran dan
harga) yang berkaitan untuk
tender Pembangunan dJem n
Sintong Pada Satuan Kerj,
Pekerjaan Umum Dan taan
Ruang Kabupaten %’ Hzlzr

Tahun (( :
ggaran APBD 2023 Kode : 9088484
dikerjakan olehétdara Toni. ....

Atas dasar alat bukti tersebut m samaan-kesamaan
dalam dokumen penawaran pa& eérlapor selaku peserta
tender diduga akibat dokurr%%nawaran seluruh peserta
tender dikerjakan da$a dikoordinasikan dan/atau
dikendalikan oleh pihak yaitu Sdr. Toni selaku
pengurus perusa s?erlapor IIT dan kepala cabang (kuasa
atau perwakil Vtrlapor I) yang khusus mengurus proyek
Pekerjaan struksi Pembangunan Jembatan Sintong

Kabupa@ okan Hilir Tahun Anggaran 2023, ----------—--——-

18.5.5. Kesam% rnet Protocol (IP) Address ------------==-=——=——ommmmev

1)

@

2)

a berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan

\{P Address 112.215.245.67 antara Terlapor I dan Terlapor

IV sebagaimana tabel berikut (vide bukti C108, C109): ------

Tanggal Waktu Akses Waktu Akses Pengguna
Akses log in log out

9 April 2023 12:41 13:11 Terlapor I
9 April 2023 12:42 13:12 Terlapor I
9 April 2023 13:31 14:18 Terlapor 1
9 April 2023 14:45 14:56 Terlapor 1
10 April 2023 01:08 01:39 Terlapor IV
10 April 2023 01:22 02:29 Terlapor IV

Bahwa berdasarkan alat bukti juga diketahui adanya

kesamaan IP Address 182.1.46.44 antara Terlapor II dan
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Terlapor III sebagaimana tabel berikut (vide bukti C108,

C 109 —mmm o
Tanggal Waktu Akses | Waktu Akses Peneouna
Akses log in log out ggu
9 April 2023 22:33 22:55 Terlapor 11
9 April 2023 23:05 23:14 Terlapor III

&

18.5.6.

&
N

3) Bahwa fakta kesamaan IP Address tersebut berkesuaian
dengan keterangan Saksi dan diperkuat oleh keterangan
Ahli yang pada pokoknya menyatakan: ----------------—--- -
a. Keterangan Saksi dalam pemeriksaan pada 6 @u

2024 bahwa Saksi mengupload dokum apor II
dan Terlapor III ke SPSE Kabupaten Rol&r sekitar

pada pukul 22.00 — 23.00 WIB di W g Sate Marina

(tempat pertemuan dengan Sdr. i) yang berlokasi di

Kec. Bangkinang, Kabupat ampar, Riau dengan
menggunakan jaringan ‘pot provider Telkomsel
melalui handphone %@Saksi dengan Merk Realme
C11 (vide bukti @ ———————————————————————————————————————

b. Keterangan Ahli dalam pemeriksaan tanggal 18 Maret
2024 bah %IP Address 112.215.245.67 yang
diguna glapor I dan Terlapor IV pada tanggal

ya ?s!ma dan pada waktu yang berurutan
rig(atan) dapat dipastikan bersumber dari titik

ses atau modem yang sama menggunakan provider

Q XL dan I[P Address 182.1.46.44 yang digunakan
Terlapor II dan Terlapor III yang digunakan pada
tanggal yang sama dan pada waktu yang berurutan
dapat dipastikan bersumber dari titik akses atau
gateway yang sama menggunakan provider Telkomsel
serta mengacu pada alamat IP Terlapor I (112.215.
245.67) pada tanggal 9 April 2023 dan alamat IP
Terlapor IV (112.215.245.67) pada tanggal 10 April
2023 menunjukkan berada di lokasi yang sama (vide

DUKtE TB40). - mmmmmmmmmmm e

Peralatan Pemenang Tidak Memenuhi Persyaratan Tender -------
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Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa salah satu
persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para peserta

adalah memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama

untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu (vide bukti C21): --------------
No Jenis Kapasitas Jumlah Ket
1 Ponton + Tug 40 Ton 1 Unt Peralatan
Boat 40 Ton Utama
2 Pile Driver + | 3.5-5.0 Ton 1 Unit Peralatan
Hammer Utama
3 Crane On 75-100 1 Umt Peralatan
Track 75- Ton Utama
100 Ton
4 Truck Mixer SM3 6 Unit Peralatan
Utama
5 Excavator 0,9 M3 1 Uit Peralatan
80-140 HP Utama
6 Aspalt 10 Ton 1 Unit Peralatan
Finisher Utama
T Concrete 500 Liter 3 Umit
Mixer 0.3-
0.6 M3
8 Dump Truck 8 M3 10 Unit
6-8 M3
9 Generator Set 135 KVA 1 Unit
10 Motor 10800 1 Unit
Grader >100
HP
11 Tandem 6,9 Ton 1 Unit
Roller 6-8 T

14 Water 4.000 Liter 1 Unit
Tanker

12 Vibratory 7,1 Ton 1 Umt
Roller 5-8T
13 Concrete 25 2 Unit
Vibrator v
3000-4500
L

15 Water Jet 100 Liter 1 Unit
Blasting
16 | Welding Set | 250 Amp 1 Unit
17 Crane On 35 Ton 1 Unit
Track 35 Ton
18 | Trailer 20 20 Ton TUni %

Ton

19 Trailer 30 Ton 1 Unat
Tronton 30
Ton ~
20 Concrete 500 Liter 1 Unit
Mixing Plant
21 Crane 10 - 15 Ton 1 Umt
15 Ton
22 Wheel 1,5 M3 1 Unit
Loader 1.0-
1.6 M3
23 Asphalt 4000 Liter 1 Unit
Distributor
24 Tire Roller 10 Ton 1 Unit
25 Ponton - 1 Unit

N
18.5.7. Peralatan T ir@?f ——————————————————————————————————————————————————————

1) Bah dasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor V telah

pkan persyaratan teknis antara lain berupa

kemampuan menyediakan peralatan utama 1 (satu) Unit

\q‘ire Roller dengan kapasitas 10 Ton.----------------=--mmmommuu

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa

O Terlapor I menyampaikan penawaran terkait peralatan
% utama sebagai berikut (vide bukti C25, C32): ------------------
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4)

SALINAN

DAFTAR PERALATAN PT, ARKINDO

KEGIATAN Penyelenggaraan Jalan
LOKASI Pembangunan Jembatan Sintong
- p— N A
1 2 3 [ 5 3 7 8 9
1 | PONTON + TUG BOAT 40 TON LUNIT A0 TON ANGSA I 2016 SEWA 95% PEKANBARU
2 |PLEDRVER+ HAMMER 1UNIT 35 TON DONGFANG 2016 SEWA 95% PEKANBARU
3 | CRANE ON TRACK 75-100 TON 1UNIT 75TON XOBELCO 2015 SEWA 95% PEKANBARY
[a | TRUCK MR suNT | sM1 UD TRUCK 2015 SEWA 95% DURI
5 | EXCAVATOR 1WNT | nowe HITACHI o SEWA W% | oum
"6 | ASPHALT FINISHER 1UNIT 10 10N SUMITOMOMABOW-S | 2020 SEWA 99% TANAH PUTIH
7 | CONCRETE MiXER JUNT | 03-06M3 TIGER | a0 MILIK SENDIRS 9% PEKANBARU
8 | DUMPTRUCK6-8 M3 10 UNIT M3 T o 2018 SEWA 9% TANAN PUTIH
9 | GENERATOR SET LuNIT 350KVA CUMMINS C350 OPEN 2016 SEWA 95% TANAH PUTIH
10 | MOTOR GRADER > 100 HP 1UNIT 135 HP XOMATSU 2017 SEWA 95K TANAH PUTIH
11 | TANDEM ROLLERS - 10T 1UNIT 8TON SAKAI SWES2H-1K 2020 SEWA 9% TANAH PUTIN
12 | VIBRATORY ROLLER 5 -8 T 1UNIT 8-107 SAKAISVS25 0 2019 SEWA 95% TANAH PUTIH
13 | CONCRETE VIBRATOR 20NT 55 HP HONDA 2020 MILIK SENDIRY 9% PEKANBARU
14| WATER TANKER 1UNIT 4000 LITER MITSUBISHI 2001 SEWA 90% TANAK PUTIH
15 | WATER JET BLASTING 1UNIT 100 UTER HAWK 2020 MILIK SENDIR 9% PEKANBARY
16 | WELDING SeT 1UNT | 2504 YANMAR 2020 MILIK SENDIRI 9% PEKANBAR
17 | CRANE ON TRACK 35 TON 1UNIT 40TON XOBELCO 2003 SEWA 0% PEKANBARU
18 | TRAILER 20 TON LUNIT 2030 TON MITSUBISH) 1999 SEWA 0% PEKANBARU
19 | TRAILER TRONTON 30 TON 1UNIT 2030 TON HIND 2000 SEWA 90% PEKANBARY
20 | CONCRETE MIXING PLANT/BATCHING PLANT 1UNT | 4060 M3/1AM WETMIX 2001 SEWA 9% DURS
21 | CRANE 10-15 TON 1uNT 15TON SUMITOMO 2013 SEWA 95% PEKANBARY
22 | WHEEL LOADER 1.0- 1.6 M3 1UNT | 16M3 LIEBHERR 1524 2020 SEWA 9% TANAH PUTIH
23 | ASPHALT DISTRIBUTOR 1NT | 0w wrsuesH | 2017 SEWA 95% TANAH PUTIH
24 | TREROLLERS - 10T 1UNIT 10TON SAKAI TS 206 w0 | sewa | e TANAH PUTIH
25 | PONTON 1UNIT DZAKIRA MARINE 001 204 SEWA 95% PEKANBARU

Pekanbaru, 10 April 2023

Bahwa berdasarkan %t\{)ukti dokumen diketahui bahwa
peralatan Tire % r yang ditawarkan oleh Terlapor I
merupakan tan sewa berdasarkan perjanjian sewa

peralat ra Terlapor I dengan PT Adhi Karya (Persero),
Tbk t i%gal 6 April 2023,

berdasarkan perjanjian sewa peralatan tersebut

on yang disewakan PT Adhi Karya (Persero), Thk kepada

\: tahui tidak terdapat peralatan Tire Roller kapasitas 10

\er 5)

Terlapor I (vide bukti C101).
Bahwa namun demikian dalam penawarannya, Terlapor I
melampirkan dokumen kepemilikan peralatan Tire Roller PT
Adhi
berikut (vide bukti C59, C101, C111):--------mmmmmmmmmmm oo

Karya (Persero), Tbk dengan keterangan sebagai
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Merk SAKAI Q%

Nama Alat : | TIRE ROLLER
Type : | TS206
Kapasitas :18,5TON

Tahun : 12020
Jumlah 1 UNIT
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk 6:
JI. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta s
Telp. 021 - 7975312
Fax. 021 -7975311 \

e-mail : bd_konstruksi@adhi.co.id

Y
N :
6) Atas dasar fakta terse %—naka terbukti Terlapor I

dikategorikan tidak @ paikan peralatan utama Tire

Roller sebagaimaé ng telah dipersyaratkan dalam

Dokumen Penga (Persyaratan Teknis), karena: ----------
a. peralat ?:Roller tidak terdapat dalam peralatan
ya %érjanjikan antara Terlapor I dengan PT Adhi
(Persero), Tbk tertanggal 6 April 2023. ------------
bQ@bralatan Tire Roller yang dimiliki oleh PT Adhi Karya

§ Teknis), dimana peralatan Tire Roller yang dimiliki oleh

‘1 PT Adhi Karya (Persero), Tbk berkapasitas 8,5 Ton,
sedangkan kapasitas yang harus dipenuhi dalam

(Persero), Thk tidak memenuhi persyaratan teknis yang

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Persyaratan

Dokumen Pengadaan (Persyaratan Teknis) adalah 10

Ton. ——--—--mmmmmmmm e

7) Bahwa fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan PT
Adhi Karya (Persero), Tbk dalam pemeriksaan tanggal 9
Agustus 2023 yang antara lain menyatakan (vide bukti IB2):

21. Pertanyaan : Apakah benar spesifikasi Tire Roller
yang disampaikan PT Adhi Karya
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18.6.
18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

SALINAN

kepada PT Arkindo berkapasitas 10
Ton?
Jawaban : Tidak. Berdasarkan dokumen sewa
peralatan yang kami berikan itu TIRE
ROLLER Merk SAKAI Type TS206
Kapasitas 8,5 TON Tahun 2020.--------

Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -------
Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-
XIV/2016 sebagai berikut Pelaku usaha dilarang bersekongkol

dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait an
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau exertukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatka %erjadinya
persaingan usaha yang tidak sehat. ------------gZ5---—--——-——-—=———-
Bahwa selanjutnya pemenuhan unsur-unsu langgaran Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diuraik. agai berikut: -------

Unsur Pelaku Usaha ——————c—ccccmmc

1) Berdasarkan Pasal 1 an UU No. 5 Tahun 1999

mengatur definisi pel usaha sebagai “setiap orang
perorangan atau ba @saha, baik yang berbentuk badan
hukum atau b @ badan hukum yang didirikan dan
berkeduduka '%

hukum ne Republik Indonesia, baik sendiri maupun

u melakukan kegiatan dalam wilayah

bersa zg}ma melalui  perjanjian, = menyelenggarakan
be. i kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” -------------
2) Q)wa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a quo

dalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk

18.1.1 Identitas Terlapor, sehingga secara mutatis mutandis

@ badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir

18.6.4.

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan
pemenuhan unsur ini. ---------=----mmmmmmmo
3) Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. -----
4) Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha
dalam perkara a quo terpenuhi. --------------—m oo
Unsur Bersekongkol ------=----mmmmmmmmmmm e
1) Bahwa dalam perkara a quo, para Terlapor diduga telah

melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
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bersekongkol karena telah melaksanakan dan/atau
mengikuti proses tender dengan cara-cara yang tidak
mengikuti norma - norma persaingan usaha. -------------—--—
2) Bahwa para peserta tender, dalam hal ini adalah Terlapor I,
Terlapor 1II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti
melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai persaingan semu atau tidak saling
bersaing untuk menjadi pemenang tender. ---------------—--——-
3) Bahwa tindakan dan/atau perbuatan tersebut ter ti
berdasarkan rangkaian fakta pinjam-meminjam pe an
untuk menjadi peserta tender dan pengatura awaran
yang disampaikan seluruh peserta dal mengikuti
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemb nan Jembatan
Sintong Kabupaten Rokan Hilir T, Anggaran 2023
sebagaimana fakta yang telah d&é ikan pada butir 18.5.1

sampai dengan butir 18.5.

mutandis menjadi bagiaq@ tidak terpisahkan dengan

penjelasan pemenuha @
og

4) Bahwa bukti pers% kolan tersebut semakin diperkuat

dengan pengakL?g

hingga secara mutatis

T ANl -- - m oo

erlapor dalam pemeriksaan tanggal 5

Oktober 20 ang antara lain menyatakan (vide bukti
IB23): --- ?Y --------------------------------------------------------

36 P@aan : Berdasarkan satgas penyelidikan telah
menemukan alat bukti terkait dugaan

Q persekongkolan pada tender

\ Pembangunan Jembatan Sintong Pada
% Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum
x Dan Penataan Ruang Kabupaten

§ Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD

2023 diantaranya Kesamaan Pengurus

%, Perusahaan, Kesamaan Meta Data,
Kesamaan Format Harga, dsb. Apakah

saudara mengakui bahwa telah terjadi

persekongkolan maupun arahan dari

pihak tertentu terkait tender

Pembangunan Jembatan Sintong Pada

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Kabupaten

Rokan Hilir Tahun Anggaran APBD

20232

Jawaban: Ya saya menngakui, bahwa
sesungguhnya telah ada pengaturan
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maupun persekongkongkolan dengan
menciptakan persaingan semu ....-------
S5) Bahwa rangkaian tindakan atau perbuatan para peserta
tender dalam hal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor
[II, dan Terlapor IV, tidak mendapatkan kendala akibat
tindakan Terlapor V yang melaksanakan proses tender yang
dapat dikategorikan sebagai lalai dalam menjalankan proses
tender secara profesional sesuai prinsip persaingan dalam
tender. ----------mmmmmm e
6) Bahwa Terlapor V seharusnya melakukan pemé%'a
dan/atau klarifikasi dokumen penawaran ser% peserta
tender secara teliti maka (vide bukti IB39): ---5c-}-------------

a. peserta yang ditemukan indikasi ya persaingan
usaha yang tidak sehat at fjadi pengaturan
bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi

persekongkolan seham% gugurkan dalam proses

pemilihan. -------------

b. peserta yang ber /kolusi/tindakan terlibat yang
pengaturan ringikasi persekongkolan seharusnya
digugurkan m proses pemilihan dan dikenakan
sanksi r Hitam.-------—-——= oo

c. pro %Valuasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan

a lainnya yang tidak terlibat namun apabila tidak

a peserta lain maka seharusnya tender dinyatakan

@Bahwa namun demikian, Terlapor V terbukti telah
@ mengabaikan fakta persekongkolan dalam tender yang
diselenggarakannya. Hal tersebut semakin didukung
dengan tindakan atau keputusannya yang menetapkan

jangka  waktu  persaingan calon peserta untuk
menyampaikan  penawaraan yang  terlalu  singkat
sebagaimana fakta yang disampaikan calon peserta pada

saat aanwijzing yang efektif hanya diberi waktu selama 3

(tiga) hari untuk mempersiapkan seluruh persyaratan

tender sehingga dapat dikategorikan sebagai menciptakan

hambatan persaingan dalam proses tender untuk
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18.6.5.

N

&

8)

9)

SALINAN

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi banyak
pelaku usaha untuk menjadi peserta tender. -------------—--—-
Bahwa rangkaian tindakan persaingan semu yang
dilakukan para Terlapor dalam hal ini adalah Terlapor I,
Terlapor 1II, Terlapor III, dan Terlapor IV, semakin
terfasilitasi dengan tindakan dan/atau keputusan Terlapor
V yang mengabaikan pemenuhan persyaratan penawaran
Terlapor I (Pemenang) dan/atau tetap meluluskan evaluasi
hingga menetapkan menjadi pemenang meskipun ter ti
tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaima ]?fh
diuraikan pada butir 18.5.6 Peralatan Pem Tidak
Memenuhi Persyaratan Tender, sehingga #®gchra mutatis
mutandis menjadi bagian yang tidak t hkan dengan
penjelasan pemenuhan unsur ini.----g§------------m-cmmoooo-
Bahwa atas dasar fakta dan C?sis tersebut maka
tindakan menyetujui da memfasilitasi  serta
pemberian kesempatan %’ if termasuk namun tidak
terbatas pada tir@ tidak menolak meskipun
mengetahui bahwa, pé¢buatan tersebut dilakukan untuk
pengaturan pe?g ngan tender, dapat diketagorikan

sebagai i kan bersekongkol dalam proses

pengad R?nder A QUO. —==== === mmm oo

10) Atas hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam

@a a quo terpenuhi.——----===---m o
Ungur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan

2)

u Usaha Lain -----------—mmmmmmmmm e
Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha
lain adalah sama dengan pengertian pelaku wusaha
sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.16.1 Unsur
Pelaku Usaha sehingga secara mutatis mutandis menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan
pemenuhan Unsur ini. ---------=- - oo oo
Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara a
quo adalah Terlapor II yang merupakan badan usaha
sebagaimana telah diuraikan pada butir 18.1.2 Identitas

Terlapor sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian
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yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan
UNSUr ini. —---------mmm oo

3) Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah dipinjam untuk
menjadi peserta tender pendamping dan telah dinyatakan
gugur pada tahap administrasi karena tidak menyampaikan
jaminan penawaran dalam proses Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, -----------—-———cmmcmmmmmme

4) Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak Wg
terkait dengan pelaku usaha lain adalah Terl II1,
Terlapor IV dan Terlapor V.------—----cmmmmmme o o

5) Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV mer@an peserta
peserta tender pendamping dan telah atakan gugur
pada tahap administrasi karena (ti menyampaikan
jaminan penawaran dalam pro engadaan Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Je an Sintong Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggar, %23. ——————————————————————————————

6) Bahwa Terlapor V akan pihak yang ditugaskan
menyelenggarakan ngadaan Pekerjaan  Konstruksi
Pembangunan atan Sintong Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Ang 2023 sebagaimana telah diuraikan pada
butir 18 %’sehingga secara mutatis mutandis menjadi
bagi ang tidak terpisahkan dengan penjelasan
@uhan UNSUr ini. —-------mmmmm oo

7) 4 At&s dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku
Usaha Lain dan/atau Pihak Terkait dengan pelaku usaha
@ lain dalam perkara a quo TERPENUHI. ----------—— - e
1%’@ Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ------
1) Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang dalam
proses pengadaan yang menjadi obyek perkara a quo
terbukti dari Tindakan persekongkolan yang telah diuraikan
pada butir 18.6.4 Unsur Bersekongkol sehingga secara
mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----------------—--—-

2) Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

telah menjadi peserta tender namun dalam praktiknya tidak
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18.7.

3)

4)

S)

1)

>
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saling bersaing secara sehat untuk menjadi pemenang
tender. ----------mmmm e
Bahwa penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV telah diatur sedemikian rupa sebagaimana telah
diuraikan pada butir 18.6.4 Unsur Bersekongkol sehingga
mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang tender. --------
Bahwa persekongkolan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
dan Terlapor IV tidak mengalami hambatan dengan

melakukan tindakan dan/atau keputusan yan pat

tindakan Terlapor V selaku penyelenggara tender yani h
diketegorikan sebagai tindakan menyetujui n/atau
memfasilitasi pengaturan pemenangan tendéx sgbagaimana

telah diuraikan pada butir 18.6.4 U Bersekongkol

Atas dasar hal tersebut, maE sur Mengatur dan/atau

Menentukan Pemenang @
terpenuhi. —----------mm &M T o

er dalam perkara a quo

Unsur Persaingan Usah; ’Igak Sehat ---------------mmome

Berdasarkan P angka 6 UU No. 5 Tahun 1999

disebutkan ingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antar p usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan emasaran barang dan atau jasa yang dilakukan

@h cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha. ----------=-==-——————cmmmmmm——

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para
Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha. ------------—--—-

3) Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur
Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
perkara a quo terpenuhi. Dengan demikian berdasarkan
fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa
seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
telah terpenuhi. ------—-----—m oo

Penutup -----------mmmmmmm



18.1.

SALINAN

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka Tim
Investigator menyimpulkan telah terdapat cukup bukti terjadi
pelanggaran atas ketentuan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam perkara a quo.----
Bahwa untuk mendukung dalilnya, Investigator telah
menyampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait
perkara a quo kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -------------
1) bukti IB.2: Berita Acara Penyelidikan Saksi Dir r

Utama PT Adhi Karya (Persero) T %I\L/?P

Kawasan Riau; -------------————————— 5§~ -————-

2) buktiIB.12: Berita Acara Penyelidikan @por Pokja

Pemilihan I Rokan Hilir tariat Daerah
Pemerintah Kabupate n Hilir; -----------
3) buktilB.17: Berita Acara Pe idikan Saksi Pejabat

Pembuat Komét (PPK) Dinas Pekerjaan

Umum d enataan Ruang Daerah

Kabupa an Hilir ;----------—--—--—-- o
4) bukti IB.23: ‘Beri% ra Penyelidikan Terlapor Direktur
C ana Chaini; ------------=--=-——-=mmmmmmm -

5) bukti IB.27J$r1ta Acara Penyidikan Terlapor Direktur
tama PT Fatma Nusa Mulia ; ---------------——-

0) bukti%gz Berita Acara Saksi Direktur Utama PT Surya
@ Andalas Lestari ;----------—--—-————-o e

7) \b ti IB.29: Berita Acara Penyelidikan Terlapor Direktur
CV Aska Jaya Kontraktor j------------------————-

O&) bukti IB.30: Berita Acara Penyelidikan Saksi Direktur CV

Irvotec Riau Consultant ;----------—----------———-

; 9) bukti IB.31: Berita Acara Penyelidikan Saksi Hendri

10) bukti IB.32: Berita Acara Penyelidikan Saksi Rezki

11) bukti IB.33: Berita Acara Penyelidikan Saksi Yuswita ; ----
12) bukti IB.35: Berita Acara Penyelidikan Saksi Kepala
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;-----------
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13) bukti IB.37: Berita Acara Penyelidikan Saksi Rori Mardian
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pembangunan Jembatan Sintong Pada
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kab. Rokan Hilir Tahun
Anggaran APBD 2023; ---------—--------—- -
14) bukti IB.39: Berita Acara Penyelidikan Ahli LKPP; ----------
15) bukti IB.40: Berita Acara Penyelidikan Ahli IT; --------------
16) bukti IB.41: Berita Acara Penyelidikan Saksi Wi

Oktofan;----------——cmmmmmmm
17) bukti IB.42: Berita Acara Penyelidikan Saksi %%c')velina
Samosit;----------—------— - A )
18) bukti IB.43: Berita Acara Penyelidikan %@por, Dirut PT
Arkindo; -------—--——-— P

19) bukti C.1: Surat Pengantar a Bagian Pengadaan

J%a Nomor 800.1.1/PBJ-
SETDA/43; Ci) ----------------------------------
20) bukti C.2: SK Pe n Penetapan Tender Nomor

01/SKPRF/Pokja.l/ UKPBJ/IV/2023; ---------
21) bukti C.3: K san Bupati Rokan Hilir tentang

Barang dan

etapan Tim Jabatan Fungsuonal Tertentu,
C} Pelaksana, Tenaga Ahli Pendukung dan
% Operator Komputer Pada Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Nomor 19/SETDA-
Q PBJ/2023; ------- oo

Q@ukti C.4: Summary Report; ---------=——=———mmmmmmeme

@!3) bukti C.5: Berita Acara Evaluasi Penawaran
%O Pembangunan Jembatan Sintong Nomor
01/BAEP/POKJA.1/ PUTR/2023; --------------

24) bukti C.10: Izin Usaha Berbasis Resiko CV Sarana Chaini
Nomor 0220005153114001; ~—------—------—————-

25) bukti C.11: Nomor Induk Berusaha CV Sarana Chaini
Nomor 0220005153114; --—————-————————mmm -

26) bukti C.12: Tanda Daftar Perusahaan CV Sarana Chaini
040134713024; ---------—==mmmmmmmmmm oo
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28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
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bukti C13: Akta Perubahan Anggaran Dasar Perubahan
Perusahaan CV Sarana Chaini Akta No. 60,
Tanggal 17 Januari 2020;-----------------——--——-
bukti C14: SK Pencatatan Pendaftaran CV Sarana Chaini
AHU-0004130-AH.01.15 Tahun 2020;---------
bukti C17: Company Profile PT Arkindo; ---------------—---
bukti C18: Pejabat Perusahaan PT Arkindo dan
Dokumen Pendukung Perusahaan; ------------
bukti C19: Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa %n
SK Kemenkumham Akta No.2, Ta a¥ 05
April 2023;----------mmmmmr e -
bukti C20: Struktur Organisasi PT Ar@io Cabang
Pekanbaru; ———————————————————% —————————————————
bukti C21: Model Dokumen @Rﬁan Pengadaan
Pekerjaan Konstrule§isa-------------------------—-

bukti C25: Rekapitulasi Pé an Harga Pekerjaan PT

bukti C33:

Arkindo; ———?

bukti C32: Daftar P an PT Arkindo; ------------------—-
Surat P&rjanjian Sewa Peralatan Antara PT
A

Jaya Selaras dan PT Arkindo

$ .spsp/AJS-PTARK/IV/2023; ----------------
bukti C@” Sertifikat Nasional Anti Teritip PT Agung Jaya

% Selaras Nomor AL.602/5/11/KSOP.

PKU /2022;----=-nnmmmmmmmmmmmm oo

38K, bukti C55: Surat Perjanjian Sewa Peralatan Antara PT

&

«bQ 40)

41)

42)

Surya Andalas Lestari dan PT Arkindo;--------
bukti C59: Dokumen Pemilikan Alat; -------------—--—-—————-
bukti C88: Bukti Kesaman Format Perhitugan Harga

Pada Tabel Rekap PT Arkindo dengan CV

aska Jaya Kontraktor; -------------—--—-ccccmeeo -
bukti C89: Bukti Kesaman Format Perhitugan Harga

Pada Tabel BOQ antara PT Arkindo dengan

PT Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini, CV

Aska Jaya Kontraktor; --------------=-—=--oo-———
bukti C90: Bukti Kesamaan Format Perhitungan Harga

pada tabel Mobilisasi antara PT Arkindo, PT
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Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini dan CV
Aska Jaya Kontraktor; --------------=-—co-ccceeo—
43) bukti C91: Bukti Kesamaan Metadata antara PT Arkindo
dengan PT Fatma Nusa Mulia, CV Aska Jaya
Kontraktor dan CV Sarana Chaini pada
dokumen Penawaran Harga;-----------------—---
44) bukti C92: Persyaratan Kualifikasi PT Arkindo;------------
45) bukti C93: Persyaratan Kualifikasi CV Sarana Chaini; --
46) bukti C94: Persyaratan Kualifikasi CV Aska wa

Kontraktor; --------------------mmm -~ -
47) bukti C95: Persyaratan Kualifikasi PT F@% Nusa
Mulia;--------=-==——m o - A
48) bukti C99: Fakta Komitmen Kesela@n Konstruksi
Nomor 018/AMPR- EX 023 —————————————
49) bukti C101: Surat Perjanjian eralatan antara PT
Adhi Karya (P Tbk AMP Kawasan Riau
dengan PT do Nomor 018/AMPR-EXT/

IV/202 @ ---------------------------------------

50) bukti C104: Akt ris Pendirian PT Arkindo Nomor 14;
51) bukti C105: %Pernyataan Keputusan Rapat PT
1ndo Nomor 08; -----------mmmmmmmmmme
52) bukti C@Y’Akta Pendirian Cabang PT Arkindo dengan

Kuasa Nomor 2;------—-==-==—-—mmmmmmmmmmm -
53) 108: Bukti Kesamaan I[P Address antara PT

Arkindo dengan CV Aska Jaya Kontraktor; ---
@uktl C109: Bukti Kesamaan IP Address antara PT Fatma

@ Nusa Mulia dengan CV Sarana Chaini ; -------
% 55) bukti C111: Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT
Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau
dengan PT Arkindo Nomor 018/AMPR-EXT/

IV/2023. -----—-mm e
19. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Sidang Majelis

Komisi tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:-----------------——---
19.1. Bahwa, dalam tanggapan ini Terlapor I tidak akan membantah

setiap kejadian dan/atau peristiwa yang ada dalam Laporan

38



19.1.1.

19.1.2.

0
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Dugaan Pelanggaran Perkara a quo, tapi Terlapor I akan
memberikan tanggapan mengenai statusnya sebagai Terlapor
dan peran sertanya dalam Dugaan Pelanggaran Perkara a quo,
adapun tanggapan tersebut adalah sebagai berikut: ---------------
Bahwa, Terlapor I adalah badan hukum Indonesia yang
berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta
Pendirian Nomor 14, tanggal 29 Mei 1980, yang dibuat serta
ditandatangani oleh Notaris Hartini Siswojo, S.H. di Bandung
dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keput@san
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor —%%7—
HT.01.01.TH.83., dan setelah mengalami beberapa ahan,
akta terakhir termuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang
Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pem g Saham Luar
Biasa PT Arkindo No. 89 Tanggal 25 F ri 2025 dibuat di
hadapan Notaris Arief Karisma, S .,?Kn. di Kabupaten
Bandung, dan perubahannya tel Xterdaftar di Kementrian
Hukum melalui Surat bernom -0044626.AH.01.11.TAHUN
2025 tanggal 26 Febmari@ , dan saat ini yang menjabat
sebagai Direktur Utama.ada&ah Ir. Eddy Sumarsono; --------------
Bahwa, benar pada % pril 2023 Terlapor I telah mendirikan
Cabangnya di Pr 1 Riau Kota Pekanbaru dengan alamat Jl.
Beringin Pe lea Utama Beringin T.II Blok F 22, RT 002/RW
003 Kel n  Sungaisibam, Kecamatan Binawidya dan
menu @sdr. TONI sebagai Pimpinan Cabang, hal ini termuat
da rgikta Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT Arkindo No. 02

gal 05 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Susyana

@lerlawati, S.H.,M.Kn. (untuk selanjutnya disebut sebagai Akta

Bahwa, Patut diketahui pendirian Cabang ini dibuat pada masa
Tubagus Abubakar Rasyid sebagai Direktur Utama,hal ini
berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
Arkindo No. 08 tanggal 25 Oktober 2022 dan perubahannya
telah diterima serta disimpan dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0070149; -
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19.1.5.
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Bahwa, benar apa yang ditulis oleh Investigator dalam Laporan
Dugaan Pelanggaran pada halaman 13, pada saat itu Terlapor I
menerima permintaan untuk membuka cabang dari Ibu Yuswita
sebagai perantara, dan yang diajukan sebagai pemimpin cabang
adalah sdr. Toni. Pendirian cabang ini diminta karena sdr. Toni
akan mengikuti Lelang Tender Pekerjaan Pembangunan Sintong,
sehingga dalam Akta Cabang dimuat klausul: "dan Pendirian
Cabang ini hanya berlaku khusus untuk Proyek Pekerjaan
‘PEMBANGUNAN JEMBATAN SINTONG. saja dan Wk
dipergunakan untuk proyek-proyek lain.” --------------------

Bahwa, setelah dididirikannya Terlapor I Cabang Prg¥irisi Riau-
Kota Pekanbaru, Terlapor I hanya memberikan et Softcopy
dokumen beserta kelengkapannya untuk gikuti Lelang
tender, dan untuk selanjutnya Terlap tidak mengetahui

bagaimana dan cara Sdr. Toni me@r\gkan Lelang Tender

Pekerjaan Pembangunan Smtong t, karena hal tersebut

telah menjadi kewenangan Sd% i selaku Pimpinan Cabang.

Hal tersebut diatur dala& Cabang halaman 9 angka 1

sampai dengan 3, yaitu;.---=
1. Menandatanganz@t—surat yang berkenaan dengan proses

pelelangan, anaan pekerjaan proyek tersebut, berikut
penandata an pakta integritas dengan pemberi kerja. ---
2. Mengun&ala sesuatu yang berhubungan dengan proses
adming pekerjaan dari pihak ketiga meliputi
pe ran, menghadiri rapat-rapat yang terkait dengan
D an dari pithak ketiga, termasuk penandatanganan
ita acara penyerahan pekerjaan. ------------==--=--=--—-———-—-

menandatangani kontrak kerja dengan pemberi kerja. -------

% epala cabang/perwakilan berwenang dan berhak untuk

19. §:Bahwa, benar pada saat acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi

&

19.1.7.

sdri. Risa Hernandia sebagai Komisaris ikut hadir dalam acara
tersebut, hal tersebut dilakukan karena Sdr. Risa harus
menyerahkan Dokumen Kualifikasi asli kepada Terlapor V untuk
diperiksa; -----------mmmmmm e
Bahwa, Terlapor I pada awalnya tidak mengetahui dalam proses
Lelang Tender Pekerjaan Pembangunan Sintong tersebut telah
terjadi persekongkolan, permasalahan persekongkolan ini baru
diketahui oleh Terlapor I setelah adanya surat panggilan dari

KPPU untuk memberikan keterangan pada saat penyelidikan; ---
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19.1.8. Bahwa, ketidaktahuan Terlapor I atas permasalahan tersebut,
karena selama proses lelang tender Sdr. Toni tidak pernah
memberi tahu cara dan/atau metode yang Sdr. Toni lakukan
untuk memenangkan Lelang Tender tersebut, dan hal itu pun
tidak diminta oleh Terlapor I karena Akta Cabang tidak
memberikan hak untuk Terlapor [ untuk menerima
laporan/informasi mengenai proses Lelang Tender tersebut; ----

19.1.9. Bahwa, selain itu selama proses lelang tender tersebut Terlapor I

tidak pernah melakukan pengawasan kepada Sdr. Toniﬁ?‘u

Pimpinan Cabang, hal ini dilakukan karena Sd oni
seharusnya sudah mengetahui apabila ada tin yang
melanggar Peraturan Perundang-undangan ma al tersebut
menjadi tanggung jawab dia sendiri, hal te t telah diatur
dalam Akta Cabang pada halaman 12 angka 17 yang
menyatakan ”Segala tindakan Peneri uasa yang melanggar
Peraturan  Perundang-undanga ng berlaku  menjadi
tanggungan dan resiko peneri sa sendirt.” -------------------
19.1.10. Sehingga atas dasar itu @p apor I merasa Sdr. Toni tidak
r

mungkin melakukan %j: atan yang melanggar peraturan

perundang—undangav?» rena jika hal itu terjadi maka akan

menjadi tanggung Yawab dia sendiri, selain itu Sdr. Toni pun
harusnya gaahui tanggung jawab kepala cabang/
perwakil eroan itu adalah tanggung jawab secara pribadi,

hal it ur dalam Akta Cabang pada halaman 11 angka 14
ya gnyatakan: “Tanggung Jawab Kepala cabang/perwakilan
eroan adalah tanggung jawab secara pribadi dan wajib

&iselesaikan oleh kepala cabang/perwakilan Perseroan sampai
O dinyatakan selesai oleh kantor pusat Perseroan.” ---------------—---
71.11. Bahwa, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-

5

XIV/2016, menyatakan "Pelaku usaha dilarang bersekongkol
dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat”; --------=-=--=—— oo
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19.1.12.

19.1.13.

19.1.14.

19.1.15.

«170

19.1.16.
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Bahwa jika dikaitkan pada Perkara a quo, Terlapor I memang
benar Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara
hukum dipandang sebagai Pemenang lelang dan pihak yang
mengerjakan Pembangunan Jembatan Sintong, dan begitu pula
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan Pelaku
Usaha yang berbentuk badan hukum dan secara hukum
dipandang sebagai peserta dalam lelang tender Jembatan
Sintong;----------m o
Bahwa, tetapi jika dikatakan telah bersekongkol uftuk
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengat&%a&jn
terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka dilihat
kembali siapakah pelaku usaha yang melakuka l_J?Aatan itu
sebenarnya; ----------------mmmmmmm S e EE LR
Bahwa, jika melihat Laporan Dugaan Pel@?an Perkara a quo
dalam halaman 14 yang menyata ....atas dasar fakta
tersebut terbukti bahwa penawara rlapor I dan Terlapor III
dikendalikan oleh pihak yang %yaitu Sdr. Toni....”, selain itu
jika bukti 1B23, 1B43, IB &7, IB29 dan bukti-bukti lain
yang merupakan persy aé Tender, terungkap fakta yang telah

mengendalikan dan g telah mengondisikan dokumen-
dokumen untu ngikuti proses lelang tender pekerjaan
Pembangun batan Sintong adalah Sdr. Toni; ---------------
Bahwa, b arkan fakta yang telah terungkap di atas, maka

cuku@}u jika Terlapor I yang menjadi terlapor dalam perkara
a %}, memang benar Sdr. Toni berdasarkan Akta Cabang

pakan bagian dari Terlapor I, tetapi dalam perkara a quo

@(ams dipisahkan siapakah yang menjadi Pelaku dalam

perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 tersebut; ------------— —— ——— -
Bahwa, berdasarkan Akta Cabang Sdr. Toni diberikan kuasa
untuk mewakili dan bertindak serta kedudukannya untuk
mewakili Terlapor I dalam proyek pekerjaan Pembangunan
Sintong, tetapi faktanya Sdr. Toni dalam menjalankan kuasanya
telah sengaja melakukan perbuatan yang melanggar aturan
perundang-undangan yaitu Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

tersebut; -------mmmm s
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19.1.18.

19.1.19.

19.1.20.

19.1.21.

19.2.

«170

SALINAN

Bahwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Akta
Cabang pada halaman 12 pada angka 17 yang
menyatakan”Segala tindakan Penerima Kuasa yang melanggar
Peraturan = Perundang-undangan yang  berlaku  menjadi
tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri.” --------------------
Selain itu dalam Akta Cabang pun diatur dalam halaman 11
angka 14 yang menyatakan: “Tanggung Jawab Kepala
cabang/perwakilan Perseroan adalah tanggung jawab secara
pribadi dan wajib diselesaikan oleh kepala cabang/perwakilgn
Perseroan sampai dinyatakan selesai oleh kanto sat
Perseroan.” -------------mmmmmm oS-

Dan ketentuan dalam akta cabang ini pun selara’@ngan Pasal

1801 KUHPerdata yang menyatakan: “Pen kuasa tidak
hanya bertanggung jawab atas perb -perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja melain juga atas kelalaian-

kelalaian yang dilakukan dalam né) nkan kuasanya.” --------

Maka sangat beralasan dan % Sdr. Toni lah yang harus

bertanggung jawab atas@
persekongkolan untuk menentukan pemenang tender sehingga

uatannya yaitu melakukan

dapat mengakibatka fadinya persaingan usaha tidak sehat. -
Atas Uraian tela rlapor I uraikan diatas, Terlapor I mohon
kepada Majeli %@’misi yang memeriksa dan mengadili Perkara
No. 17/ £ /2024 untuk memberikan Putusan yang seadil-
adiln %gl semua pihak (ex aquo et bono). -----------=----—-——————
Bal%? untuk mendukung dalilnya, Terlapor I telah

ampaikan alat bukti surat dan/atau dokumen terkait

&erkara a quo kepada Majelis Komisi sebagai berikut: -------------

1) bukti TIL.1: Surat Kuasa Dirut PT Arkindo Bapak Ir Eddy
Sumarsono kepada Advokat dan Penasehat
Hukum Sdr Dhanur Santiko, S.H.----------—---
2) bukti TL.2: Tanggapan Terlapor I PT Arkindo. --------------
3) bukti TI.3: Akta Pendirian Cabang dengan Kuasa PT
Arkindo No. 02 tanggal 5 April 2023 yang
dibuat di hadapan Notaris Susyana

Herlawati, S.H., M.Kn. ------------mmcmmo -
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4)  bukti T1.4: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT
Arkindo No. 08 tanggal 25 Oktober 2022
dibuat di hadapan Notaris Susyana
Herlawati, S.H., M.Kn. --—-—--—-————— -

20. Menimbang bahwa Terlapor II sampai dengan berakhirnya
jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan tidak pernah
menghadiri Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dan tidak
menyampaikan  Tanggapan  terhadap Laporan  Dugaan

Pelanggaran kepada Majelis Komisi. --------------—-cmmcmccmmeeo— -

21. Menimbang bahwa Terlapor III sampai dengan beraﬂ%}nya
jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan tidak me paikan
Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelan n kepada
Majelis Komisi. ------------mmmmmmm e

22. Menimbang bahwa Terlapor IV sampaj hgan berakhirnya
jangka waktu Pemeriksaan Pen uan tidak pernah

menghadiri persidangan dan tid% nyampaikan Tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pel

23. Menimbang bahwa Ter@ menyampaikan Tanggapan
terhadap Laporan Dus;an langgaran dalam Sidang Majelis

an kepada Majelis Komisi. --

Komisi tanggal 11 M 25 sebagai berikut:---------------como-—-

23.1. Kesalahan penuli yang tidak wajar ----------------mmmmmmommeeo
Bahwa terk umen RKK yang merupakan bagian dari
dokumen% S sebagaimana Dokumen Pemilihan, pada angka
29 12 uasi teknis huruf e) Evaluasi dokumen RKK

dil n dengan ketentuan:--------------——-—mmommmmmm
Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan

@ Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila
%’O menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
yang memenuhi ketentuan: -------------——--—omeme

a. Mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen
Keselatan Konstruksi, dan-----------=-————————cceceee o

b. Nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket
pekerjaan yang ditenderkan.---------------—— oo

2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan
Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1

Identifikasi bahaya, Penilaian resiko, Pengendalian dan
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Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus

& program khusus) yang memenuhi ketentuan;---------------

a. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi
sesuai yang disyaratkan dalam LDP;j--------------—--——-

Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak

wajib diisi (isian tidak dievaluasi).--------------=-----—--——-

3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen = dukungan
keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan

salah satu sub elemen dari elemen dukungan kese{@gn
a

konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menya n
tabel jadwal Program Komunikasi yang telahaijgl (isian
tidak dievaluasi). ------------------mmmmmm - A}

4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen O@si Keselamatan

Konstruksi apabila menyampaikan asan salah satu
sub elemen dari elemen Operast elamatan Konstruksi
(isian tidak dievaluasi) ata €l Analisa Keselamatan

Pekerjaan (Job Safety An@' yang telah diisi (isian tidak
dievaluasi); dan; ------—2&XPT-------------—--mmmmmmmmmm
S5) Peserta dinyatak% menuhi elemen Evaluasi Kinerja

Keselamatan Ko?,; ksi apabila menyampaikan penjelasan

salah satu Elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konstruksi  (fsian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal
Inspeksi@dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi). -

0) @komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan
ing

te gi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan. ---

Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan

§ tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud

huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan

Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK. ----
Berdasarkan uraian di atas, tentang tata cara evaluasi dokumen
RKK, evaluasi RKK pada saat itu dilakukan dengan
membandingkan kesesuaian (ada/tidak ada) antara dokumen
penawaran peserta dengan persyaratan yang tercantum pada
dokumen pemilihan. Adanya satu kesalahan penulisan nama
Perusahaan dari keseluruhan dokumen RKK masih dianggap

wajar dan tidak menggugurkan. -------------——--mmommmm
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23.2. Adanya kesamaan pengurus dan/atau pengendali Perusahaan --
Bahwa di dalam Perpres No 12/2021 jo Dokumen Pengadaan

Nomor: 01/Doks-Kons/Tender/Pokja.l/PUTR/IV/2023 poin 28
Evaluasi dokumen penawaran disebutkan Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: -----------------—--—

a. Evaluasi administrasi ------------------------mommm

b. Evaluasi kualifikasi -----------------------cm -

c. [Evaluasi teknis -------------------om

d. Evaluasi harga---------------———mmmmmo -

Berdasarkan ketentuan tata cara evaluasi bahwa peseﬁ%}ang

tidak lolos pada tahapan evaluasi administrasi diny gugur

dan tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi bésikptnya yaitu

evaluasi Kualifikasi, teknis, dan harga. -----—-&"%v oo

Bahwa Terlapor V tidak mengetahui kes pengurus antara

Terlapor I dan Terlapor III, dikarenak aC?por III sudah gugur

di tahap evaluasi administrasi x tidak menyampaikan
jaminan penawaran sehingg k pemeriksaan kualifikasi
yaitu nama pengurus perus q%:cidak lagi diperiksa. ------------
23.3. Adanya kesamaan Metadatay---------------=--mmmmmmmmmm
Bahwa terkait ada é@samaan atau kemiripan metadata
Terlapor I, II, da@rﬁrlapor V menegaskan bahwa kesamaan

atau kemiri ?ﬁfetadata tersebut tidak memiliki keterkaitan

dengan T V. s

Bahw. apor V tidak memeriksa dokumen penawaran teknis

g’ II, III, dan IV karena Terlapor II, III, IV sudah gugur

K tahapan evaluasi adminstrasi dan tidak menyampaikan
&minan PENAWAT AT, ~ === === == oo
%’O Bahwa peserta yang tidak lolos pada tahapan evaluasi
administrasi dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan pada

tahapan evaluasi berikutnya yaitu evaluasi kualifikasi, teknis,

dan harga sebagaimana ketentuan tata cara evaluasi, dan
Terlapor V tidak mengetahui kesamaan metadata antara
Terlapor I, II, III, dan IV, ~————————mmmmmmmmmm oo

23.4. Adanya kesamaan Format Perhitungan harga pada tabel rekap

Terlapor 1 dan Terlapor II, Tabel Bill of Quantity Terlapor I,
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Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dan Tabel Mobilisasi
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ------------—---
Bahwa terkait adanya kesamaan atau kemiripan format
penawaran Terlapor I, II, III, dan IV, Terlapor V menegaskan
bahwa fakta tersebut jelas tidak memiliki keterkaitan dengan
Terlapor V. —----mmm oo
Bahwa Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran harga
Terlapor II, IlII, dan IV karena tidak lulus pada tahap evaluasi
adminstrasi dan Terlapor II, III, IV tidak menyampaikan jamf?%n
PENAWATAT. —== = mmm oo oo S
Bahwa peserta yang tidak lolos pada tahap %aluasi
administrasi dinyatakan gugur dan tidak dil@t an pada
tahapan evaluasi berikutnya yaitu evaluasi ifikasi, teknis,
dan harga sebagaimana ketentuan ta ra evaluasi, dan
Terlapor V tidak mengetahui kes@ format penawaran
antara Terlapor I, II, III, dan IV. --—-- ?v, ——————————————————————————————
Adanya kesamaan IP Address--y-«e#---------=--=-mmmmmmmmmmmmmm o
Terlapor V melihat bah %e'samaan IP Address dalam

banyaknya hotspot

mengupload penawaran, enjadi hal yang lumrah karena
tk yang ada di tempat umum seperti

cafe, kantor-kan ng dapat digunakan secara bersama-sama.
Terkait salakt&Persyaratan Teknis yang harus dipenuhi oleh

peserta. ey o
1) Tg%ﬁ Peralatan Tire Roller --------------mmmmmmmmoo
Bahwa Terlapor V menjelaskan bahwa di dalam dokumen

Tire Roller bukan merupakan peralatan utama dan tidak

@ dikompetisikan, --------==-mmm e

*BO

2) Terkait Peralatan Water Tanker---------------=---=-—commommmeeo
Bahwa Terlapor V menjelaskan bahwa di dalam dokumen
water tanker bukan merupakan peralatan utama dan tidak
dikompetisikan. -----------mmm oo

3) Terkait Peralatan Ponton------------------------mmomc -
Terlapor V  mengevaluasi peralatan utama yang
disampaikan Terlapor I hanya melihat ada/tidak ada,
kapasitas dan jumlah peralatan harus memenuhi syarat,

serta melihat status kepemilikan peralatan sewa/milik

47



23.7.

4)

C.

@

SALINAN

sendiri, untuk sertifikat layak operasi ada pada teknis
pelaksana pekerjaan di lapangan. ----------------—-cmmcmmmm -
Terkait Peralatan Excavator -----------=---=--=--—mmmmmmmmmmo -
Bahwa Terlapor V tidak melakukan Kklarifikasi dalam
mengevaluasi dokumen keabsahan peralatan excavator
karena menganggap Terlapor [ telah membuat surat
pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen
yang disampaikan. Oleh karena itu, sesuai dengan poin 5

dalam surat pernyataan Terlapor I, tanggung j b
sepenuhnya berada pada Terlapor‘é\ I.
Berdasarkan wuraian tersebut, seluruh tin yang
dilakukan oleh Terlapor V dalam proses terfden atas objek
perkara ini telah sesuai dengan ke an peraturan
perundang-undangan yang berlaku. #2%---------------mmomo—-
Terlapor V dalam Sanggahan @ palkan bahwa: --------
a

Dalam melakukan evaluasi p n ini, Terlapor V sudah

berusaha dan berupaya %' kan proses evaluasi sebaik

mungkin sesuai deng &
Perusahaan  dipili sebagai pemenang merupakan
penawaran sat a.j‘;}&‘anya yang menyampaikan jaminan
penawaran Y?anjutkan pada tahap evaluasi teknis dan
harga s %ﬁemenuhi syarat pada setiap tahapan evaluasi
dan ditunjuk sebagai pemenang.----------------------—---
@Aarkan fakta dan analisis, Terlapor V tidak pernah
fasilitasi penyedia serta pemberian kesempatan
ekslu51f dan ikut mengatur dan bersekongkol dalam
memutuskan Terlapor I sebagai pemenang tender dan tidak
pernah mengetahui sedikitpun adanya persekongkolan yang
dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor

IV pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023. ----

Terlapor memohon kepada Majelis Komisi untuk dapat

memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. ---------------—--—-

Menimbang bahwa Terlapor V tidak mengajukan alat bukti surat

dan/atau dokumen, dan daftar nama saksi dan/atau ahli

kepada Majelis Komisi. ----=--=-==-mmmmmmmmm e
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24. Menimbang bahwa Majelis Komisi menyusun Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dengan
mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan
para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran, dan surat dan
dokumen dalam perkara ini dengan simpulan sebagai berikut
(vide bukti A.62): ——--—m oo

24.1. Menimbang bahwa sesuai Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b
jo. Pasal 66 ayat (3) huruf b Perkom No. 2 Tahun 2023 yang
menentukan dalam hal Terlapor membantah laporan dugsan
pelanggaran dan tidak seluruh Terlapor mengakui dan mégeyrima
laporan dugaan pelanggaran, Majelis Komisi riksaan
Pendahuluan Perkara No. 17/KPPU-L/2024 @yimpulkan
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara a quo dil&fijjmtkan ke tahap

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanju

24.2. Menimbang untuk menindaklanjuti si an pada butir 24.1 di

atas, Majelis Komisi perlu menerbit enetapan sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan %n jangka waktu paling lama
60 (enam puluh) hari %ﬁl’n apabila diperlukan dapat
diperpanjang selama .30 %(tiga puluh) hari kerja dengan
memperhatikan hari %r nasional dan cuti bersama yang
ditetapkan oleh t dari instansi yang berwenang.--------------

25. Menimbang a Majelis Komisi menerbitkan Penetapan
Perkara h%@/ KPPU-L/2024 tanggal 20 Maret 2025 yang
mela@n Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan

Pel‘Q{g ran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan

rjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong
&abupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan Terlapor I,
%’O PT Arkindo, Terlapor II, PT Fatma Nusa Mulia, Terlapor III, CV
Sarana Chaini, Terlapor IV, CV Aska Jaya Kontraktor, dan
Terlapor V, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan

Hilir, ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan. ----

Jangka waktu Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan

Perkara No. 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan

Hilir Tahun Anggaran 2023 paling lama sejak 21 Maret 2025
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sampai dengan 7 Juli 2025 dan dapat diperpanjang paling lama
8 Juli 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025 (vide bukti A.63). --
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan
Pemberitahuan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Jadwal
Sidang Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 dan Salinan Penetapan
Perkara No. 17/KPPU-L/2024 melalui surat dan media
elektronik email kepada Investigator dan para Terlapor (vide
bukti A.64, A.68, A.69, A.70, A.71, A.72, A73). ——---———-mmmmemme -
Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi
dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komi ﬁ
melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Ahlj ik yang
diajukan oleh Investigator maupun oleh Te r sebagai
berikut: ------------mmm S e e e
Saksi Sdr. Rori Mardiyan selaku Pejabat Y% Kegiatan (PPTK)
Pembangunan Jembatan Sintong P @

Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Rokan Hilir
(vide bukti B8). ---------------—-— é ——————————————————————————————————

atuan Kerja Dinas

Saksi Sdr. Irvan selaku P@ embuat Komitmen (PPK) Dinas
Pekerjaan Umum dan Renayjaan Ruang Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau (vide buktid89). ----------mmmmmmmmmmr oo
Saksi Sdr. Rudi fan selaku surveyor pada CV Irvotech Riau
Consultant, ultan pengawas (vide bukti B10). ------------——-—
Saksi Sdr. ﬁér

di A\\@bu PT Adhi Karya (Persero) Tbk AMP Kawasan Riau
(vide bOkti B11).--mmmmmm oo

to selaku staf Pemasaran penjualan aspal retail

1 Sdr. Benny Sakti Hasudungan selaku Direktur Utama PT

&urya Andalas Lestari (vide bukti B12). -----—-=-—---—-cmccmmeme

Saksi Sdr. Rezki Mustafa selaku pegawai feelance yang
membantu Terlapor I (vide bukti B13). -------=----mmmmmmmmmme -
Saksi Sdri. Novelina Samosir selaku wiraswasta, personil K3
yang namanya dicatut dalam dokumen penawaran Terlapor I
(vide bukti B14);------mmmmmm oo
Saksi Sdr. Andri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (vide
bukti B15). —-mmmmmm oo
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27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.
27.1.12.
27.1.13.
27.1.14.

27.1.15.

27.1.16.

27.1.17.

27.1.18.
&ipanggil oleh Majelis Komisi sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti

2$O

29.
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Saksi Sdri. Yuswita selaku orang yang menjembatani pertemuan
antara Terlapor III dengan Terlapor I (vide bukti B16); -------------
Saksi Sdr. M. Irsyaddunnas selaku Direktur CV Irvotech Riau
Consultant, konsultan pengawas (vide bukti B17); ------------—--—-
Saksi Sdri. Risa Hernandia selaku komisaris Terlapor I yang ikut
hadir saat pembuktian kualifikasi Terlapor I (vide bukti B19).----
Saksi Sdr. Hendri Along selaku wiraswasta yang ikut
memberikan modal dan membantu pelaksanaan pekerjaan
Terlapor I (vide bukti B20); ------=--=-==-=——mmmm o -
Ahli Sdr. Hamid, S.T., M.Eng., selaku Ahli IT dari Pusétzyudi
Digital Forensik (PUSFID) Universitas Islamc‘j onesia
Yogyakarta (vide bukti B21). ----------mmmmmomme - Ao
Ahli Sdr. Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, %&, M.H., selaku
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dayi mbaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) (v'e%hu ti B22). ------mmoe---
Ahli Sdri. Dr. Anita Afriana, S.H., @selaku Ahli Hukum dari
Fakultas Hukum Universitas @jaran Bandung (vide bukti

Chaini (vide bukti B26y; s?--------—--ommmmmo e
Terlapor V, diwa leh Sdr. Zulfikar selaku Anggota Kelompok
Kerja (Pokja) @fﬂ'han I Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti B28);
Terla@)diwakﬂi oleh Sdr. Eddy Sumarsono selaku Direktur
Utama Yvide bukti B33);-----------———m—m oo

por II dan Terlapor IV tidak menghadiri persidangan setelah

B25, B27, B30, B31, B34, dan B35). -------------mmmmm -
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan
alat bukti baik yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor
(vide bukti B32 dan B36). ----------------mmmmm
Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda
penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Investigator
menyampaikan simpulan hasil persidangan sebagai berikut:

(Vide DUKH 1.5) ==mmmmmm e
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29.1.2.

29.1.3.

29.1.4.
29.1.5.

29.1.6.

29.1.7.

«170

29.2.
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Investigator berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dalam
persidangan tetap berpegang pada Laporan Dugaan Pelanggaran
yang berhasil mengungkapkan: --------------—-cmmommmmmm
Terbukti ada kesamaan pengendali dan/atau pemilik Terlapor I
dan Terlapor III dalam tender, berdasarkan keterangan
keterangan Para Saksi, Ahli Hukum, pengakuan Terlapor III, dan
alat bukti dokumen. ------------—-—- -
Terbukti ada kesalahan penulisan dalam penulisan nama
perusahaan pada Dokumen RKK yang disampaikan Terla I
yang dalam dokumen tersebut tercantum nama per an
pesaingnya yakni Terlapor II yang merupakan kes n yang
tidak wajar dan merupakan indikasi kuat persek an. -------
Terbukti ada kesamaan metadata pada do n penawaran
Terlapor II, Terlapor II, Terlapor III, erlapor IV yang
membuktikan dokumen penawaran @ggah oleh orang yang

SAMA. —=============mmmm oo é ?,, ______________________________

Terbukti ada kesamaan IP Adc@' ntara Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, dan Terlap@ yang membuktikan dokumen
p

penawaran diunggah ol uter dan jaringan yang sama. ---

Terbukti Terlapor I ti emenuhi persyaratan tire roller, water
tanker, ponton, excavator namun tetap diloloskan oleh
Terlapor V. - -?—Y ————————————————————————————————————————————————————————
Terbukti or V melakukan pengabaian terhadap indikasi

perse?} olan tender. ----—---—--mmmmmmm
Tet&%) I tidak dapat melepaskan tanggung jawab ke kantor

@ng. Berdasarkan prinsip corporate liability, suatu badan
@(ukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan

yang dilakukan oleh pengurus perusahaan selama bertindak
untuk dan atas nama perusahaan. Dalam perkara ini telah
terbukti bahwa pengurus perusahaan Terlapor [ yang dimaksud
melakukan tindakan persekongkolan tender ketika menjabat
secara sah dan bertindak untuk dan atas nama, serta
kepentingan perusahaan. ------------—-mmmmmmmm
Investigator berkeyakinan telah terjadi persekongkolan antara
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sedemikian

rupa sehingga Terlapor I menang, dan Terlapor V melakukan
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fasilitasi penentuan pemenang tender. Investigator berkeyakinan
unsur-unsur terpenuhi dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 85/PUU-XIV/2016 sehingga harus dibaca sebagai
berikut: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku
usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha
lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
yang tidak sehat. --------=—-mm oo -
Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan‘%ﬂda
penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terla, tidak
memenuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 ( %ali untuk
memberikan simpulan hasil persidangan? ajelis Komisi
beranggapan Terlapor I tidak menggu n haknya untuk
menyampaikan Simpulan hasil per%ngan kepada Majelis
Komisi (vide bukti B37, B38). -------- x— —————————————————————————————
Menimbang bahwa pada Pem n Lanjutan dengan agenda

penyampaian Simpulan @ ersidangan, Terlapor II tidak
Ko

memenuhi Panggilan M misi sebanyak 2 (dua) kali untuk

memberikan simpu has1l persidangan. Majelis Komisi

beranggapan Te r II tidak menggunakan haknya untuk

menyampaik %mpulan hasil persidangan kepada Majelis

Komisi (vi ti B37, B38). -

Meni@@ bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda
ampa

pe ian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor III tidak

enuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 (dua) kali untuk

@ﬁemberikan simpulan hasil persidangan. Majelis Komisi

beranggapan Terlapor III tidak menggunakan haknya untuk
menyampaikan Simpulan hasil persidangan kepada Majelis
Komisi (vide bukti B37, B38). ------——————ommmmmom e
Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda
penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor IV tidak
memenuhi Panggilan Majelis Komisi sebanyak 2 (dua) kali untuk
memberikan simpulan hasil persidangan. Majelis Komisi

beranggapan Terlapor IV tidak menggunakan haknya untuk
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menyampaikan Simpulan hasil persidangan kepada Majelis
Komisi (vide bukti B37, B38). -------———- oo
Menimbang bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda
penyampaian Simpulan Hasil Persidangan, Terlapor V
menyampaikan simpulan hasil persidangan pada pokoknya
sebagai berikut (vide bukti TV.3): -------—cmmmmmmmo e
Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terlapor V tidak ada

keterlibatan persekongkolan pada paket Kegiatan Pembangunan

Jembatan Sintong. Dari hasil pemeriksaan terhadap Terla I
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak pernah un
ada melibatkan Terlapor V dalam persekongkolan mereka

lakukan. Secara keseluruhan segala proses evalu@si fender pada
paket Pembangunan Jembatan Sintong tahu@nggaran 2023,
sudah dilakukan sesuai ketentuan dan p ur dan wewenang
Terlapor V sebagai Kelompok Kerja Pe@an. ——————————————————————
Bersama ini Terlapor V sampai a% arifikasi terkait Perkara
Nomor 17/KPPU-L/2024:------ é ——————————————————————————————————
Dasar Pokja Pemilihan ti elakukan Klarifikasi Peralatan

yaitu berdasarkan 3;; en Pemilihan Nomor 01/Dok-
Kon/Tender/Pokja.I/?.L JII/2023 yang mengatur Tata Cara

pembukaan dan asi penawaran dan kualifikasi yang diatur
pada BAB.IIk %ETRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Poin E.
PEMBU AN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

yaitu:<§) _________________________________________________________________

PO 29.11.d. Pokja Pemilihan dapat melakukan

larifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang

1)%
@ kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah

«170

31.2.2.

substansi; ———-—-=——m—mmmmm
2) poin 29.12.5. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan
kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada
pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-
bukti yang disampaikan peserta. ----------------cmmcmmmemm-
Berikutnya, pada Bab VIII. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
(halaman 103) huruf B. Tata cara penilaian untuk setiap

persyaratan kualifikasi: ----------—-=——-mmmmmmm
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angka 8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam,
keikutsertaannya  tidak menimbulkan = pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,
dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil
Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar
tanggungan Negara, dengan ketentuan:-----------------——-

Huruf b. Apabila suatu saat ditemukan buktl\%bh

peserta mengingkari pernyataan ini/me paikan
informasi yang tidak benar terhadap yataan ini,
maka dapat menjadi dasar untuk enaan sanksi

daftar hitam. ---------------cem A

Berdasarkan hal tersebut di atas da
hal-hal berikut:----------=-=——= o - g oo

1) Tidak ada kewajiban %' PokJa untuk melakukan
1 manajerial dan Peralatan

klarifikasi terhadap &
Utama. ---------==== g

2) Pejabat Pembu mitmen (PPK) berkewenangan untuk

erlapor V sampaikan

mengganti nel Manajerial dan Peralatan Utama jika
terjadi %MI sebagaimana tersebut pada syarat-syarat
Um trak di atas. ------------—----—- o

T erla@b menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia
isYKom

you!

imbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu

isi agar memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya.

@emeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan

Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 17/KPPU-L/2024
tanggal 19 Juni 2025 yang menetapkan Melanjutkan Perkara
No. 17/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2023 dengan Terlapor I, PT Arkindo, Terlapor II, PT
Fatma Nusa Mulia, Terlapor III, CV Sarana Chaini, Terlapor IV,
CV Aska Jaya Kontraktor, dan Terlapor V, Kelompok Kerja
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(Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan Hilir, ke tahap
Musyawarah Majelis Komisi. -----------mmmmmmmmmmm oo
Jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara No. 17/KPPU
L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 19 Juni
2025 (vide bukti A141). ——-mmmmm oo

33. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majglis
Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki buky Ydan

penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ———6;—)— —————————
TENTANG HUKUM %

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaag anggaran, tanggapan

para Terlapor terhadap Laporan Dugaan e%g
Saksi, keterangan para Ahli, surat-sur Fﬂq

garan, keterangan para
/atau dokumen, simpulan
hasil persidangan oleh Investigator @ lapor V, Majelis Komisi menilai,
menganalisis, menyimpulkan, .da memutuskan perkara a quo
berdasarkan alat bukti yang ¢ tentang telah terjadi atau tidak terjadi
pelanggaran terhadap UU NS Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh
para Terlapor dalam @a No. 17/KPPU-L/2024 dalam bagian-bagian
sebagai berikut: --%— ——————————————————————————————————————————————————————————————
1. Kera@?n Identitas Pelapor; ---------=-——-mmmmmmmmmm
2. Dug%’;t Pelanggaran; ----------=----—mmmmmmm e
3. itas Para Terlapor; -------=--=-——mmmmm o
4

@asar Bersangkutan; -------------mmmmmm o

%’O Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong; ----------
6. Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; --———-——-————nnnnn =
7. Analisis Sanksi; ~—-—-——-=mmmmmmmm
8. Rekomendasi;-------=—====—=mmmmmmmm -
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-------
1. Kerahasiaan Identitas Pelapor; --------------—-———omommmmmm e
1.1. Bahwa Pasal 36 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 menentukan

Komisi berwenang untuk “menerima laporan dari masyarakat

dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek

56



1.2.

2.1.1.

«170

SALINAN

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” dan Pasal 38
ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur “setiap orang yang
mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi
pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan
secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas
tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan
identitas pelapor.” Selanjutnya Pasal 38 ayat (3) UU No. 5 Tahun
1999 mengatur “Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.” ---------=--=---=———-—- -
Bahwa Komisi menerima laporan tentang Dugaan Pelaﬁ%aran
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengada kerjaan
Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Ka en Rokan

Hilir Tahun Anggaran 2023 dari pelapor yan% enuhi kriteria

sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (Y~jo$ ayat (3) UU No. 5
Tahun 1999, maka Komisi berkewajib erahasiakan identitas
pelapor dalam perkara ini. ----------- ?}— —————————————————————————————
Dugaan Pelanggaran.----------— % ----------------------------------

Bahwa Komisi menerima 1 dugaan persekongkolan untuk

mengatur dan/atau ntukan pemenang tender yang

dilakukan oleh Terla , Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
dan Terlapor alam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangun batan Sintong Kabupaten Rokan Hilir pada
Tahun A N 2023 -

Bahwﬁ;}sekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang

asarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendapatkan

&emaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

85/PUU-XIV/2016 perihal permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk
selanjutnya dibaca “Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016”) yang
berkekuatan mengikat sejak tanggal 20 September 2017,
sehingga ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 harus dibaca
sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan

pelaku usaha lain dan/atau pithak yang terkait dengan pelaku
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usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat.” —-----=--=-—m -
Bahwa dengan demikian, laporan dugaan persekongkolan untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender yang
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
dan Terlapor V dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir pada
Tahun Anggaran 2023 (untuk selanjutnya disebut “tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong”) harus d ani
dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 199 g telah
dimaknai oleh Putusan MK No. 85/PUU-XIV /2046 )tersebut di
atas. -—------------mm S
Identitas Para Terlapor; ------------------————* 21 ————————————————————
Terlapor I, berdomisili hukum di Ja@uragabaya Nomor B9,
Kota Bandung, Jawa Barat. Terlapo erupakan badan usaha
berbentuk badan hukum vy éidirikan berdasarkan Akta
Nomor 14 tanggal 29 Mei 1 ng dibuat oleh Hartini Siswojo,
S.H., Notaris di Bandung “Ydengan kegiatan usaha antara lain
berusaha sebagai l%raktor, mengusahakan perusahaan
perencanaan pelaksanaan/pemborongan  bangunan-
bangunan d Rﬁ”kerjaan lain dalam bidang pembangunan dan
teknik 7 Terlapor I telah mengalami beberapa kali
pem@) anggaran dasar dan perubahan berdasarkan Akta
No;%r 8 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh Susyana

wati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung dan telah

@ﬁendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0070149
tanggal 27 Oktober 2022 dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
01.786.402.6-431.000. Pada saat mengikuti tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong, Pemegang saham Terlapor I
adalah Sdr. Ir. Tubagus Abubakar Rasyid dengan 6.750 (enam
ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, Sdri. Tuti Setiawati
dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham,
Sdr. Cipta Purwhana, Ak., dengan 500 (lima ratus) lembar

saham, Sdr. Eddy Sumarsono dengan 250 (dua ratus lima

58



«170

SALINAN

puluh) lembar saham, Sdr. Asa Sarifudin dengan 250 (dua ratus
lima puluh) lembar saham, Sdr. Herlan Kurniawan dengan 250
(dua ratus lima puluh) lembar saham, dan Sdri. Risa Hernandia
dengan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham (vide bukti
TI.2). Susunan pengurus Terlapor I adalah Sdr. Ir. Tubagus
Abubakar Rasyid sebagai Direktur Utama, Sdr. Ir. Eddy
Sumarsono sebagai Direktur, Sdr. Asa Sarifuddin sebagai
Direktur, Sdr. Cipta Purwhana Ak., sebagai Direktur, Sdri. Tuti
Setiawati sebagai Komisaris Utama, Sdr. Herlan Kurni n
sebagai Komisaris, dan Sdri. Risa Hernandia sebagai K ris.

Terlapor I mendirikan cabang perseroan di Provinsi% , Jalan

Beringin Perum Jala Utama Beringin T.II Blok F 002 RW
003, Kelurahan Sungaisibam, Kecamatan awidya, Kota
Pekanbaru. Terlapor [ menunjuk .~ Toni, selaku

Pimpinan/Kepala/Perwakilan Caban@g selanjutnya disebut
“Kepala Cabang”) khusus untuk ten ekerjaan Pembangunan
Jembatan Sintong berdasarka%%

2023 yang dibuat oleh Su

Nomor 02, tanggal 05 April
erlawati, S.H., M.Kn., Notaris
di Kabupaten Bandun% lapor I mengalami perubahan dan

saat ini berdasarkaxYQ a Keputusan Para Pemegang Saham

sebagai Penggan pat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Arkindo ?1”89 Tanggal 25 Februari 2025 yang dibuat oleh
Arief Kh , S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung,

susu@nggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagat berikut: Sdr. Eddy Sumarsono sebagai Direktur Utama

an 5.500 (lima ribu lima ratus) lembar saham, Sdr. Galih

@Knanda Kusuma sebagai Direktur dengan 1.000 (seribu) lembar

saham, dan Sdri. Ratna Windyaningrum sebagai Komisaris
dengan 3.000 (tiga ribu) lembar saham. Terlapor I dalam
menghadapi persidangan perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 4 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama
Terlapor I memberikan kuasa kepada Dhanur Santiko, S.H.,
Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Graha
Puragabaya Jalan Puragabaya B9, Kota Bandung. (vide bukti
TL.1, B3) oo
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Terlapor II, berdomisili hukum di Jalan Nusa Indah Nomor 148,
Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau. Terlapor II merupakan
badan wusaha berbentuk badan hukum yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 29 Maret 2008 yang dibuat
oleh M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan
(pemborongan). Pemegang saham Terlapor II adalah Sdr. Ir.
Eriyanto Musa dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)
lembar saham, Sdr. Mardalizen dengan 75 (tujuh puluh kwa)
lembar saham, Sdr. Rahmad Zulfikar dengan 75 (tuju ?:h
lima) lembar saham, dan Sdr. Roby Nantongga, S.E., an 100
(seratus) lembar saham. Susunan pengurus Te r II adalah
Sdr. Ir. Eriyvanto Musa sebagai Direktur Uta dr. Mardalizen
sebagai Komisaris, Sdr. Rahmad Zulﬁkar ga1 Direktur, dan
Sdr. Roby Nantongga, S.E. sebagal r (vzde bukti C95). ---
Terlapor III, berdomisili hukum n Beringin Perum Jala
Utama Beringin Tahap 2, F22 RT002, RWO003, Kel.
Sungaisibam, Kec. Binaw@ ota Pekanbaru, Provinsi Riau,
merupakan badan usaha yang didirikan dengan Akta Perseroan
Komanditer Nomor O %

Feri Mondro, S. Eg
usaha antar, %ﬁ di bidang konstruksi. Terlapor III telah

ggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh

n., Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan

mengalami erapa kali perubahan anggaran dasar dan
pemb@ terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Komanditer Nomor 60 tanggal 17 Januari 2020

dibuat oleh H. Riyanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota

@ekanbam dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0004130-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020.
Susunan pengurus Terlapor III adalah Sdr. Toni sebagai pesero
pengurus yang bertanggung jawab penuh dan Sdr. Aulia Fajri
sebagai pesero komanditer (vide bukti C93). -----------=——=—---———
Terlapor IV, berdomisili hukum di Dusun II Metro Lestari, Kel.
Simpang Kubu, Kec. Kampar, Provinsi Riau merupakan badan
usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 31
Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Nuzul, S.H.,
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dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi.
Susunan pengurus Terlapor IV adalah Sdr. Khairul Asbar dan
Sdr. Muhammad Gipari Akbar, masing-masing sebagai pemilik
(vide bukti CO4). —-mmmm oo oo
Terlapor V, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan I Kabupaten Rokan
Hilir, berdomisili hukum di Kantor Bupati Kabupaten Rokan
Hilir, Kawasan Perkantoran Batu 6, Bagansiapi-api, Bagan
Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir -
Provinsi Riau. Terlapor V terdiri dari 7 (tujuh) orang

merupakan Tim Jabatan Fungsional Tertentu, Pe na,
Tenaga Ahli Pendukung dan Operator Komputer agian
Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hilir Tahun
Anggaran 2023 yang dibentuk berdasa urat Keputusan
Bupati Kabupaten Rokan Hilir No 9/SETDA-PBJ /2023
tanggal 2 Januari 2023, dengan _s an keanggotaan: Devi

Ferdiansyah, S.Si.T., M.Si., A alim, S.T., M.Si., Zulfikar,

akhrurozi Afriansyah, S.AP.
P. (vide bukti IB12, C3). Terlapor V

S.Kom., Gusrianto, S.AP
Hasrianto, S.E., Efriyanto,
menghadiri persidan erkara ini berdasarkan Surat Tugas
Kepala Bagian adaan Barang/Jasa Nomor 32/ST/2025
tanggal 18 F r¥m 2025, — -
Pasar Ber, Utan; —-— -
Bahw. iap perkara persaingan usaha memiliki ciri khas
ter@ penentuan pasar bersangkutan yang berdasarkan Pasal

4& gka 10 UU No. 5 Tahun 1999. Definisi pasar bersangkutan

@aitu “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa
yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa
tertentu”, -—-—--——- -
Bahwa Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 diuraikan lebih
lanjut dalam Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar
Bersangkutan (selanjutnya disingkat “Perket No. 4 Tahun 20227)
yang menjelaskan penentuan pasar bersangkutan dilakukan

untuk mendefinisikan ukuran pasar dari sebuah produk barang
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atau jasa. Pendefinisian pasar bersangkutan berguna untuk
mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai
batasan dalam mengukur luasan dampak dari tindakan anti
persaingan yang terjadi. Penentuan pasar bersangkutan
merupakan hasil analisis pasar produk dan pasar geografis,
serta dapat mencakup analisis dimensi temporal yaitu periode
yang berkaitan dengan waktu. Khusus untuk penentuan pasar
bersangkutan dalam perkara dugaan persekongkolan tender,

Komisi dapat menganalisis maksud dan tujuan tender, ;?i
a

terkait tender, cakupan wilayah, dan waktu tender dil n.
Dalam perkara dugaan persekongkolan ten% pasar
bersangkutan adalah proyek tender itu sendiri. ---3-}-------------
Bahwa tender Pekerjaan Pembangunan Je n Sintong ini
merupakan bagian dari Kegiatan Bidan bangunan Jalan
dan Jembatan Dinas Pekerjaan Unx( gén Penataan Ruang

Kabupaten Rokan Hilir. Pendan% et pekerjaan bersumber

dari Anggaran Pendapatan Bf-?'
23 yang dilaksanakan melalui

Rokan Hilir Tahun Anggaré}
pengadaan dengan me pada Peraturan Presiden Nomor 12

ac
Tahun 2021 tentang%ébahan atas Peraturan Presiden Nomor

Daerah (APBD) Kabupaten

16 Tahun 2018
(Perpres No. %&?ﬁun 2021) (vide bukti C21).--------=--mmmcmmeeee

Bahwa m dan tujuan pengadaan adalah untuk melakukan

Peke@ embangunan Jembatan Sintong yang menunjang

aktlyita®s masyarakat, mempersingkat waktu tempuh, dan

ang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

gchubungkan transportasi antar daerah yang dibatasi oleh

&ungai Rokan (vide bukti B10).---------ommmmmmmmeo

Bahwa lokasi pekerjaan berada di Desa Sintong, Kecamatan

Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (vide bukti

Bahwa periode dilaksanakan tahapan tender adalah sejak
tanggal tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong
diumumkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
pada 4 April 2023 hingga pengumuman pemenang tender 17

April 2023 dengan masa pekerjaan selama 210 (dua ratus
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sepuluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) (vide bukti C21). -------mmmmmmmmmmmmomme -
Bahwa nilai pagu anggaran pengadaan ini sebesar
Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dengan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.53.999.955.000,00
(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (vide bukti

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menentukan ar
bersangkutan dalam perkara a quo adalah Pengadaan P yaan
Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan@ Tahun
Anggaran 2023. ---——---—-—--mmmrm - A
Tender Pengadaan Pekerjaan Jembatan Sintor@ —————————————————
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wardiyan selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P %lam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan t 21 April 2025, pada
pokoknya menyatakan Peren éﬂ pekerjaan pembangunan
Jembatan Sintong telah dj 1 sejak tahun 2009 kemudian
direvisi pada tahun é) terhadap harga satuan untuk

penyesuaian dengan daan saat itu sementara spesifikasi

teknis tidak m mi perubahan. Setelah dilakukan revisi
kemudian dj %ﬁkkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ( tahun 2023 (vide bukti B8). ---------ccmmmmmmmee -

Bahwql dasarkan keterangan Saksi Irvan selaku Kuasa

Per{%u

g Kabupaten Rokan Hilir dalam Sidang Majelis Komisi

a Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

@emeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada pokoknya

menyatakan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sintong dimulai sejak tahun 2009, namun belum dilaksanakan.
Proyek ini masuk RKPD dan ditenderkan pada 2023 dengan
penyesuaian harga satuan tanpa mengubah spesifikasi teknis
(vide bukti B9). —=-----mmmm e
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri selaku Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Rokan
Hilir Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya
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menyatakan proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten
Rokan Hilir dimulai dari usulan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (Kepala
Bagian PBJ) untuk dilakukan tender. Selanjutnya, tugas
didelegasikan ke Kelompok kerja (Pokja) yang memproses hingga
usulan pemenang tender. Hasil tender kemudian disampaikan
kembali ke Kepala Bagian PBJ untuk dibuat surat penetapan
pemenang dan diajukan kepada PPK untuk dilakukan kontrak
dengan pemenang tender (vide bukti B15). ---------------oceo— -
Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan tender, Sakééndri
selaku Kepala Bagian PBJ menugaskan Terla yang
merupakan tim fungsional yang bertugas untuk‘&aksanakan
proses tender pemilihan Penyedia Barang/ untuk tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Si dengan susunan
keanggotaan: Devi Ferdiansyah, S.Si. %\ 1., Abdul Halim, S.T.,
M.Si., Zulfikar, S.Kom., Gusrianto ., Fakhrurozi Afriansyah,

S.AP. Hasrianto, S.E., Efriyant@ (vide bukti B2). -------------

Bahwa berdasarkan alat \@ dokumen diketahui Terlapor V

mengumumkan Pelelan;n mum Pascakualifikasi pada tanggal

4 April 2023 sebagai wKut (vide bukti C4)i-----------cmmmmmmemm -
1) Kode Tender 9088484 ,------—— oo
2) NamaT ?1" Pembangunan Jembatan Sintong,------
3) K/L/ : Kabupaten Rokan Hilir -------------—--—
4) S Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang, -----------—----— -

Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi ---------------—--—

O®) Metode Pengadaan: Tender - Pascakualifikasi Satu File -

Harga Terendah, Sistem Gugur -------
7) Tahun Anggaran: APBD 2023 ---cmmmmmmmmmmmeee
8) Nilai Pagu Paket: Rp.54.000.000.000,00, -----------——-—-
9) Nilai HPS Paket: Rp.53.999.955.000,00, -----------mmmm--
10) Jenis Kontrak: Harga Satuan, --------------------m-m-mmm-
11) Lokasi Pekerjaan: Kecamatan Tanah Putih - Kabupaten

Rokan Hilir ——---—-———mmmmmmmmemm
12) Kualifikasi Usaha: Besar.-——-----——-———————--mmmmmeoe
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Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada
pokoknya  menyatakan pengumuman tender pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong disampaikan melalui laman
SPSE dan mempersyaratkan peserta tender memiliki

pengalaman dan memenuhi kualifikasi usaha besar (vide bukti

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V memberikan
kesempatan kepada calon peserta yang ingin mend r
dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mev@gfh
dokumen kualifikasi mulai tanggal 4 April 2023 2?23:30
WIB sampai dengan tanggal 10 April 2023 puk@l :59 WIB.
Terdapat 40 (empat puluh) perusahaan mengunduh
dokumen kualifikasi (vide bukti C4). ------#2 e oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokum@pengadaan, Terlapor V
mensyaratkan peralatan (persyara teknis) dalam Lembar

Data Pemilihan dokumen pen yang harus dipenuhi oleh

para peserta (vide bukti C%} ———————————————————————————————————————
a) Peralatan utama:-_s--y------------------
1) Ponton+ Tu?@at 40ton, kapasitas 40ton sejumlah 1

(satu) LR e

2) Pile@?r + hammer, kapasitas 3,5-5,0ton, sejumlah 1

%@mne on track 75-100ton, kapasitas 75-100ton,
sejumlah 1 (satu) unit; -----------——————m—mmm

Truck mixer kapasitas Sm?, sejumlah 6 (enam) unit; ----

’\, 4)
§ 5)  Excavator 80-140HP kapasitas 0,9m?, sejumlah 1 (satu)

0) Aspalt Finisher kapasitas 10ton, sejumlah 1 (satu) unit.

b) Peralatan lain: --------------—-—mrmm
1)  Concrete mixer 0,3-0,6m? kapasitas 500 liter, sejumlah

3 (tiga) Unit; —=----=mmmm e

2) Dumptruck 6-8m?® kapasitas 8m?3, sejumlah 10
(sepuluh) unit; —=--===-mm e

3) Generator set kapasitas 135KVA, sejumlah 1 (satu)
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4)  Motor grader >100HP kapasitas 10800, sejumlah 1
(satu) unit;------—--——m
5) Tendem roller 6-8ton kapasitas 6,9ton, sejumlah 1
(satu) unit;------—--——m
6) Vibratory roller 5-8ton kapasitas 7,1ton, sejumlah 1
(satu) unit;------—--——m
7)  Concrete vibrator kapasitas 25, sejumlah 2 (dua) unit; -
8) Water tanker 3.000-4.500liter kapasitas 4.000liter,
sejumlah 1 (satu) unit; -----------------------—--mm - -

9) Water jet blasting kapasitas 100liter, sejumlahﬁa%tu)

unit; ----——--mm ey -
10) Welding set kapasitas 250amp, sejumlah\bsatu) unit;
11) Crane on track 35ton kapasitas , sejumlah 1

(satu) unit;-——--------r N
12) Trailer 20ton kapasitas 20topssejumlah 1 (satu) unit; -
13) Trailer tronton 30ton ka}% 30ton, sejumlah 1 (satu)

unit; ----------------——- %
14) Concrete mixing @ apasitas 500liter, sejumlah 1

(satu) unit;---—s-—-Hr--mmmmm
15) Crane 10-1%@ kapasitas 15ton, sejumlah 1 (satu)

UNIL; - QN oo

16) Wh Vabder 1.0-1,6m?® kapasitas 1,5m?, sejumlah 1
gilnit, ——————————————————————————————————————————————————————
@sphalt distributor kapasitas 4000liter, sejumlah 1
(satu) unit;--------------—— -

»\% 18) Tire roller kapasitas 10ton, sejumlah 1 (satu) unit;------

@ 19) Ponton sejumlah 1 (satu) unit. -----------------mmmmemm -
%O c) Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial
untuk pelaksanaan pekerjaan;

d) Memiliki uraian Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan; --

e) Memiliki Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). ------------
f) Jaminan Penawaran dengan nilai nominal sebesar
Rp1.619.998.650,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam
ratus lima puluh rupiah) dengan masa berlaku jaminan

penawaran sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.------
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Bahwa Dberdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V
menyelenggarakan rapat penjelasan (aanwijzing) pada 6 April
2023 (vide bukti C4). —--mmmmmm oo
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, sampai dengan batas
waktu unggah dokumen penawaran, Terlapor V menerima 4
(empat) penawaran tender yaitu dari Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor IlI, dan Terlapor IV. Selanjutnya Terlapor V melakukan
Pembukaan Dokumen Penawaran terhadap dokumen penawaran

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (vide l?kti

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, diketahu%ﬁpor \Y

melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran pada®NO) April 2023

sampai dengan 16 April 2023 terhadap do en penawaran
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan T @ r IV dengan hasil
sebagai berikut: (vide bukti C4)--------- % ———————————————————————————

Pada tahap Evaluasi Administrasj apor I dinyatakan lulus

sedangkan Terlapor II, Terlap dan Terlapor IV tidak lulus

dengan alasan yang sama tidak menyampaikan jaminan
penawaran sehingga terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV tidak dila '%an pada tahap Evaluasi Teknis.--------
Pada tahap Eval Nleknis, Terlapor I dinyatakan lulus. ---------
Pada tahap %Zsi Harga, Terlapor I dinyatakan lulus dengan
harga Pe an terkoreksi Rp.51.563.303.956,17 (lima puluh
satu @ ima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu
sen%l ratus lima puluh enam koma tujuh belas rupiah). ------

a berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V melakukan

@embuktian Kualifikasi pada 17 April 2023 terhadap Terlapor I

yang merupakan peserta satu-satunya yang lulus evaluasi.
Selanjutnya Terlapor V menetapkan Terlapor I memenuhi
persyaratan kualifikasi dan ditetapkan sebagai calon pemenang
(vide bukti C2). —=-—-mmmm o
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Irsyaddunnas selaku
Direktur CV Irvotech Consultant Riau dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal S5 Mei 2025, pada
pokoknya menyatakan dalam melaksanakan tender Pekerjaan

Pembangunan Jembatan Sintong, CV Irvotech Consultant Riau
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ditunjuk sebagai konsultan pengawas yang bertugas mengawasi
mutu pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi, mengawasi biaya
agar sesuai dengan RAB, dan mengawasi waktu agar sesuai
dengan yang tercantum dalam kontrak. Pengawasan yang
dilakukan Saksi didasarkan pada spesifikasi dan gambar yang
diterbitkan oleh PPK (vide bukti B17).---------—---—ccmmommem -
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri selaku Kepala

Bagian PBJ dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan

hanya memeriksa dokumen untuk satu perusahaa ng

memenuhi syarat, yaitu Terlapor I, yang kemudianfdifyyatakan

tanggal 5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Terlag V

layak dan diumumkan sebagai pemenang. Sak8i menyatakan
pada saat pembuktian kualifikasi, ada 2 (du ng yang hadir
dari Terlapor I yaitu Sdr. Toni selak ala Cabang dan
didampingi oleh seorang lagi yang %\ tidak mengenalnya.
Dalam pemeriksaan Saksi Risa H&:% ia dalam Sidang Majelis

Komisi Pemeriksaan Lanjutan/yanggal 6 Mei 2025 mengakui

dirinyalah yang ikut ha alam Pembuktian Kualifikasi.
Menurut hasil evaluasi. Teglapor V, Terlapor I layak menjadi
pemenang karena ti ditemukan kesalahan fatal dalam
dokumen, yang m artian Saksi, seluruh dokumen yang
dipersyaratk Vﬁjib ada. Saksi menyatakan tidak ada arahan
dari piha untuk memenangkan Terlapor I, namun jika ada
perm@ bantuan sepanjang perusahaan memenuhi syarat,

biaganya akan diakomodir. Terlapor V tidak dapat membantu

syarat tidak terpenuhi (vide bukti B15). -------------——coemee

S5.15. @ahwa berdasarkan keterangan Saksi Rori Mardiyan selaku

«170

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 April 2025, pada
pokoknya menyatakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sintong telah selesai dikerjakan dan digunakan oleh
masyarakat. Namun hingga persidangan perkara a quo dimulai,
Jembatan Sintong belum diresmikan (vide bukti B8). --------------
Analisis Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; --——-—-——-————-eeee o
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

yang berlaku saat ini adalah yang telah dimaknai melalui
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Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 yang berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 20 September 2017 dengan bunyi “Pelaku
usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau
pthak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan
atau  menentukan  pemenang tender  sehingga  dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -------------
Bahwa dengan adanya frasa “dan/atau” dalam bunyi ketentuan
Pasal 22 a quo maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan bentuk
persekongkolan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999: ------ -
1) bentuk pertama yaitu pelaku usaha bersekongkol“detrgan
pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau ntukan
pemenang tender sehingga mengakibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat; -------------< e e L e
2) bentuk kedua yaitu pelaku usah Ys»ekongkol dengan
pihak yang terkait dengan p® usaha lain untuk
mengatur dan/atau menentu a?sv menang tender sehingga
dapat mengakibatkan tey a persaingan usaha tidak

sehat;-----------------——— Q} ———————————————————————————————————————

3) bentuk ketiga yai gelaku usaha bersekongkol dengan
pelaku usaha lai an pihak yang terkait dengan pelaku
usaha lai ?:k mengatur dan/atau menentukan

pemena ?ﬁnder sehingga mengakibatkan terjadinya

persai i?usaha tidak sehat. ------------—-- o

Bahwq ket No. 3 Tahun 2023 menyebut bentuk pertama
seb%a persekongkolan horisontal, bentuk kedua sebagai

ekongkolan  vertikal, dan bentuk ketiga sebagai

&ersekongkolan horizontal dan vertikal. Perket No. 3 Tahun 2023

«170

juga mengenalkan bentuk keempat yaitu persekongkolan dalam

bentuk lain yang merupakan pengembangan dari
persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan
horizontal dan vertikal dalam Perket No. 3 Tahun 2023 terbatas
pada persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang
atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi
pekerjaan dengan Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa
sedangkan persekongkolan dalam bentuk lain melibatkan satu

atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti
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proses tender yang berfungsi sebagai pengatur
skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. -------
Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan Investigator
menyakini telah terjadi persekongkolan yaitu Terlapor I
bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait
dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.------------------—————- -
Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaﬁ%gzri
Terlapor I menyatakan tidak membantah seti %adian
dan/atau peristiwa yang diuraikan dalam Lafporan Dugaan
Pelanggaran Perkara a quo, namun Terlapor @negaskan Sdr.
Toni sebagai kepala cabang Terlapor I di nbaru merupakan

pihak yang bertanggung jawab @nuhnya sebagaimana
a

tertuang dalam Akta Pendirian K% bang dan penunjukan

Sdr. Toni sebagai Kepala Cabapgy-«s#---------------==-—-mmcmmmcmmmev
Bahwa Terlapor II tidak pe %dir dalam setiap persidangan
walaupun telah dipanggil s€eara sah dan patut dan tidak pernah
merespon setiap be ontak dan komunikasi dari Panitera
perkara a quo s ga tidak terdapat tanggapan, keterangan,
dan kesimp ?’dari Terlapor II terhadap laporan dugaan
pelanggar @rhadap ketidakhadiran Terlapor II, Investigator
mem@gar alat bukti [.B27 berupa Berita Acara Penyelidikan
ya emuat keterangan Terlapor II yang telah diserahkan

da Majelis Komisi dan telah dilakukan pemeriksaan oleh

&ara Terlapor, agar dapat diterima dalam persidangan ini dan

menjadi alat bukti keterangan Terlapor II. Terlapor I, Terlapor III,
dan Terlapor V tidak menyatakan keberatan dan Majelis Komisi
menerima permintaan @ quUO. --------=-=-=--mmmm oo
Bahwa Terlapor III tidak memberikan tanggapan terhadap
laporan dugaan pelanggaran. ----------=-==-———-mmmmmmmmmm
Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir dalam setiap persidangan
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah
merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera

perkara a quo sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor IV
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terhadap laporan dugaan pelanggaran. Terhadap ketidakhadiran
Terlapor IV, Investigator meminta agar alat bukti [.B29 berupa
Berita Acara Penyelidikan yang memuat keterangan Terlapor IV
yang telah diserahkan kepada Majelis Komisi dan telah
dilakukan pemeriksaan oleh para Terlapor, agar dapat diterima
dalam persidangan ini dan menjadi alat bukti keterangan
Terlapor IV. Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor V tidak
menyatakan keberatan dan Majelis Komisi menerima
permintaan a quO. --------=-mmmmm oo -
Bahwa Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelang a&n
simpulan dari Terlapor V menyatakan Terlap %’ telah
melakukan evaluasi sesuai ketentuan dan emilih calon
pemenang yang memenuhi seluruh syarat e si. Terlapor V
menyatakan tidak memfasilitasi, m rikan perlakuan
eksklusif, maupun terlibat at engetahui  adanya
persekongkolan antara Terlapor [Vhifigga Terlapor IV dalam
tender Pekerjaan Pembanguna atan Sintong Tahun 2023.
Menimbang bahwa untuk QO tikan terjadi atau tidak terjadi

pelanggaran, maka Ma{%sn

22 UU No. 5 Tahun’\l

1)  Unsur Pelaku‘Usaha; ———————————————————————————————————————————————

misi menguraikan ketentuan Pasal

enjadic ------------mmmmmmm o

2)  Unsur Bersekongkol; —---------mmmmmmmmmo
3) Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait
dengan pelaku usaha lain; ------------———-——cmmmmm

4) Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -

«5) Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.--------

6.11. wenimbang selanjutnya Majelis Komisi menilai dan menganalisis

«170

6.12.
6.12.1.

unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 apakah terpenuhi
atau tidak terpenuhi dalam perkara a quo.-------------==—=————-—————
Unsur Pelaku Usaha; - e e e e e e e o
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun

1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “setiap orang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. ------
Bahwa pelaku usaha dalam perkara a quo menurut Investigator
adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah
hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan
kegiatan usaha sebagai kontraktor, mengusahakan perusahaan
perencanaan dan  pelaksanaan/pemborongan  bangunan-
bangunan dan pekerjaan lain dalam bidang pembangunantdan
teknik umum. Terlapor I merupakan pemenang tender P yaan
Pembangunan Jembatan Sintong. ------------------———- 5§ - -
Bahwa Investigator menolak dalih Terlapor I y@ tidak mau
bertanggung jawab karena tindakan peminj n perusahaan
dilakukan oleh pengurus perusahaan ya mengundurkan
diri. Investigator juga menolak ﬁ% Terlapor I wuntuk
membatasi pertanggungjawaban m hanya pada kantor
%ﬁidak sesuai dengan prinsip
tanggung jawab hukum tidak

cabang karena tidak berdasar

piercing the corporate velil,
dapat dipisahkan dari_badan hukum induk apabila tindakan
cabang dilakukan d%ﬁ’ rangkaian aktivitas korporasi secara
menyeluruh. -4 -
Bahwa Terla Y’ialam tanggapan pada pokoknya menyatakan
memang Terlapor I merupakan Pelaku Usaha yang
berbe adan hukum dan secara hukum sebagai pemenang
tenler ¥ dan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan

atan Sintong. Namun demikian, Terlapor I menolak status

@ebagai Terlapor [ karena yang mengendalikan dan

mengondisikan dokumen untuk mengikuti proses tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong yaitu Sdr. Toni dan
merupakan tanggung jawab penuh Sdr. Toni selaku Kepala
Cabang Terlapor I sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian
Cabang Terlapor I di Pekanbaru. Terlapor I mengaku tidak
mengetahui proses tender dan permasalahan dalam tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong, sehingga harus
dipisahkan siapa yang menjadi pelaku usaha dalam perbuatan

sebagaimana disebut dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
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Bahwa Terlapor II tidak pernah hadir dalam setiap persidangan
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah
merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera
perkara a quo sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor II
terhadap unsur pelaku usaha. -----------—-—mmcmmommm
Bahwa Terlapor III tidak memberikan tanggapan terhadap unsur
pelaku usaha.-----------mrmmr
Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir dalam setiap persidangan
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak petnah
merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari era
perkara a quo sehingga tidak terdapat tanggapan por IV
terhadap unsur pelaku usaha. -----------—-——————o - A} —m o
Bahwa Terlapor V dalam tanggapan @ simpulannya
menyatakan tidak memberikan bantahan@ dap unsur pelaku
usaha. ------mm oo AN - - oo m oo
Bahwa untuk menilai unsur pel \ usaha, Majelis Komisi

mempertimbangkan status ke an kantor cabang Terlapor I

di Pekanbaru dan pertan awaban perusahaan Terlapor I
dalam perkara a quo sehagayberikut: -------------cmmommcmm -
1) Bahwa berdasa eterangan Sdr. Toni sebagai Terlapor
III dalam g Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan
tanggal ?Uuni 2025, pada pokoknya menyatakan
men i pengumuman tender Pekerjaan Pembangunan
g@) an Sintong dari laman SPSE. Dalam pengumuman

tepsebut, mensyaratkan peserta memiliki subbidang

jembatan, pengalaman yang sesuai dengan nilai tender, dan

§ memenuhi klasifikasi usaha besar. Terlapor III yang

berklasifikasi usaha kecil menyadari tidak memenuhi
persyaratan untuk mengikuti tender kemudian
menghubungi Saksi Yuswita dan menanyakan apakah
memiliki informasi perusahaan berklasifikasi usaha besar
yang dapat digunakan untuk mengikuti tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong (vide bukti B26). -----------
2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuswita dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 5 Mei

2025, pada pokoknya menyatakan Saksi pernah bekerja
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sama mengikuti tender dengan Terlapor I di tempat berbeda
pada waktu lampau. Saksi menghubungi kembali Sdr.
Tubagus Abubakar Rasyid, Direktur Utama Terlapor I dan
kemudian memfasilitasi pertemuan antara Sdr. Toni dengan
Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid di Bandung. (vide bukti
B16, Cl19). mmmmm oo
Berdasarkan keterangan Saksi Risa Hernandia dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Mei
2025, pada pokoknya menyatakan pendirian Kantor Ca

Terlapor I di Provinsi Riau disetujui oleh rus
perusahaan Terlapor I kemudian membe %’kantor
Cabang Terlapor I di Provinsi Riau ber@r an Akta
Notaris Nomor 02 tanggal 5 April QOQS%tang Pendirian
Cabang dengan Kuasa yang dibuat o %syana Herlawati,
S.H., M.Kn., Notaris di Kabup@ andung (vide bukti

Bahwa berdasarkan ket %n Ahli Hukum Dr. Anita
Afriana, S.H., M.H %m Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanj a&nggal 19 Mei 2025, pada pokoknya
menyatakan ka abang tidak sama dengan perusahaan
kelompok ing company). Perusahaan kelompok
memilik&%nggungjawaban hukum yang terpisah antara

indu

@5 dengan kantor cabang yang tidak memiliki persona
s

tandi in judicio yang segala sesuatunya dilakukan atas

sahaan dengan anak perusahaan. Berbeda

nama kantor pusat. Pendirian kantor cabang dilakukan
antara lain karena keterbatasan wilayah suatu perusahaan
yang berada di luar yurisdiksi yang bersangkutan, sehingga
pendirian kantor cabang juga termasuk memberikan kuasa
kepada pimpinan kantor cabang untuk melakukan
perbuatan-perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan
oleh kantor pusat namun dilimpahkan kepada kantor
cabang. Aktivitas kantor cabang tetap merupakan tindakan
atas nama kantor pusat, bukan atas nama kantor cabang
itu sendiri. Oleh karena itu, kantor pusat tidak bisa

melepaskan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang

74



S)

SALINAN

dilakukan oleh kantor cabangnya. Selanjutnya pergantian
direksi sebuah perseroan tidak serta merta menghapus
tanggung jawab hukum perseroan karena perseroan
merupakan subjek hukum. Direksi sangat mungkin
berganti dalam suatu perseroan dan segala sesuatu yang
dilakukan oleh direksi merupakan tindakan untuk dan atas
nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

direksi berganti, maka sebenarnya yang memiliki p tan

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingg.e;iéh ila
hukum adalah perseroan dan bukan direksi Se@;j pribadi
(vide bukti B23). --------- oo Y
Bahwa berdasarkan alat bukti dokur@ Akta No. 02
tanggal 05 April 2023 tentang Pendizi Cabang dengan
Kuasa Terlapor I yang dibuat di pan Notaris Susyana
Herlawati, S.H., M.Kn., me%% lausul antara lain (vide

bukti C19): -----mmmmmmmmmmee

a. ... Pendirian cab

Proyek  Pekerja

i hanya berlaku khusus untuk
"PEMBANGUNAN  JEMBATAN
SINTONG.” %‘ dan tidak dipergunakan untuk proyek —
proyek dQRm-----------— oo

b. Ta % Jawab Kepala cabang/perwakilan Perseroan
% tanggung jawab secara pribadi dan wajib

Q iselesaikan oleh kepala cabang/perwakilan Perseroan

sampai dinyatakan selesai oleh kantor pusat Perseroan.

@c. Segala tindakan Penerima Kuasa yang melanggar

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi

tanggungan dan resiko penerima kuasa sendiri. ---------
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juni 2025,
pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui
keikutsertaan Terlapor [ dalam tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong dan Terlapor I tidak tahu
detail terkait keterlibatan personel, waktu, dan bagaimana
pekerjaan dilaksanakan karena semuanya ditangani oleh

Sdr. Toni selaku Kepala Cabang Terlapor I (vide bukti B33).
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7) Berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang Majelis
Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada
pokoknya menyatakan Sdr. Toni adalah Kepala Cabang
Terlapor I di Provinsi Riau (vide bukti B26). ---------------———--

8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi
sependapat dengan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. yang
pada pokoknya menyatakan status kantor cabang tidak
memiliki persona standi in judicio karena tindakan kantor
cabang harus dimaknai sebagai tindakan kantor pusat%@'n

bukan atas nama kantor cabang secara mandiri. ---3¢-%---

9) Bahwa pergantian direksi sebuah perseroan jugd i serta
merta menghapus tanggung jawab huk&é perseroan
karena perseroan merupakan subjek hu e e EEE e

10) Bahwa Majelis Komisi menilai kan usat bertanggung

jawab terhadap tindakan dari k&n% cabang dan tindakan
yang dilakukan oleh penézwg perusahaan sepanjang

a perusahaan merupakan

bertindak untuk dan atg%
tanggung jawab p@ an walaupun telah terjadi

pergantian pen sy perusahaan. Dengan demikian
kedudukan ka cabang Terlapor I di Provinsi Riau
merupakan ian yang tidak terpisahkan dari Terlapor I

dan Te@? I bertanggung jawab terhadap tindakan-
tind antor cabang Terlapor I di Provinsi Riau. ----------
Bahw. @sarkan alat bukti diketahui Terlapor I merupakan
pel&{g usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai

raktor, mengusahakan perusahaan perencanaan, dan

&elaksanaan /pemborongan bangunan-bangunan, dan pekerjaan

lain dalam bidang pembangunan dan teknik umum yang
kemudian mengikuti dan menjadi pemenang tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong melalui kantor cabang di
Provinsi Riau dalam perkara a quo. -----------=--=-—=————ooomee e~
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. ---------
Unsur Bersekongkol; ------=--=-—mmmmmmmmmmmm e
Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, memberikan
definisi persekongkolan yang disamakan dengan konspirasi

usaha sebagai “bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku
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usaha dengan pelaku wusaha lain dengan maksud untuk
menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha
yang bersekongkol.”
Bahwa Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 a quo telah

mendapatkan penafsiran oleh MK melalui Putusan No. 85/PUU-

«

XIV/2016 yang menyatakan agar makna persekongkolan
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No.
5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas
modus persekongkolan yang ada, maka MK memperluas tidak
sagja hanya antar pelaku usaha dalam pengertia ang
konvensional akan tetapi juga ‘pihak yang terkait de pelaku
USARA’”, === A
Bahwa terhadap frasa “pihak yang terkait %\u usaha lain”,
MK melalui Putusan MK No. 85/PUU— 16 memberikan
batasan “KPPU harus memiliki yang cukup untuk
membuktikan adanya keterlibgt pihak ketiga dalam
menentukan keterkaitannya %%

an KPPU dalam menentukan

n pelaku usaha. Dengan
demikian diperlukan keh
keterkaitan pihak ketlg éebut dengan pelaku usaha. Dengan

tentang keterkai ak ketiga dengan pelaku usaha lainnya,

demikian sepanjans U tidak memiliki bukti yang cukup
hal itu tidak %dlartlkan sebagai bentuk persekongkolan. -----
Bahwa b arkan metode penyusunan putusan mengenal
doktr@r o decidendi, yaitu pertimbangan hukum yang menjadi
dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang

uskan dalam amar merupakan bagian yang tidak dapat

@ipisahkan dari putusan dan mempunyai kekuatan mengikat

O

secara hukum.-----------mmcmmmim o
Bahwa pertimbangan Putusan MK sebagaimana dalam butir
6.13.2. dan butir 6.13.3. merupakan pertimbangan hukum yang
menjadi landasan bagi MK dalam menjatuhkan amar putusan
yang menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23,
dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang
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terkait dengan pelaku usaha lain” maka pertimbangan tersebut
mengikat menjadi satu kesatuan dalam memahami larangan
bersekongkol dalam UU No. 5 Tahun 1999. --—----—-—— oo -
Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Simpulannya berkeyakinan telah terjadi persekongkolan antara
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam
melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai persaingan
semu dan tidak saling bersaing untuk menjadi pemenang tender
yang didasarkan pada fakta pinjam-meminjam perusalaan
untuk menjadi peserta tender dan pengaturan d en
penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan por IV.
Persekongkolan tersebut terfasilitasi oleh Terlap yang lalai
dan/atau mengabaikan tugasnya secara sional sesuai
prinsip persaingan dalam tender karena oskan Terlapor 1
yang tidak memenuhi persyaratan @a an dalam dokumen
penawaran Terlapor I (vide bukti I %«g S)mmm
Bahwa Terlapor I dalam tang ada pokoknya menyatakan
Terlapor I menolak stat g%g

ai Terlapor I karena yang

proses tender Peker embangunan Jembatan Sintong yaitu

mengendalikan dan m ?g 131kan dokumen untuk mengikuti
Sdr. Toni dan pakan tanggung jawab penuh Sdr. Toni
selaku Kepalqgﬁang Terlapor I sebagaimana tercantum dalam
Akta Pendi Cabang Terlapor I di Pekanbaru. Terlapor I tidak
meng@ﬁ proses tender dan permasalahan dalam tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sehingga Terlapor I

olak tuduhan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 UU No. 5

@Yahun 1099 (vide bukti TI.2). ~eeeeemmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeee
65360

Bahwa Terlapor II tidak pernah hadir dalam setiap persidangan
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah
merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera
perkara a quo sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor II
terhadap unsur bersekongkol. -------=--—--mmmmo o
Bahwa Terlapor III pernah hadir namun tidak memberikan
tanggapan terhadap unsur bersekongkol. --------------comcmmeme—-
Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir dalam setiap persidangan

walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah
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merespon setiap bentuk kontak dan komunikasi dari Panitera
perkara a quo sehingga tidak terdapat tanggapan Terlapor IV
terhadap unsur bersekongkol (vide bukti B27, B31, dan B35). ---
Bahwa Terlapor V dalam tanggapan pada pokoknya menyatakan
tidak pernah memfasilitasi penyedia, memberikan kesempatan
eksklusif, maupun turut mengatur dan bersekongkol dalam
penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender, serta sama
sekali tidak mengetahui adanya persekongkolan yang dilakukan

oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV a

tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong Ka ten
Rokan Hilir Tahun 2023 (vide bukti TV.2). --------———- 5§ ---——---
Bahwa persekongkolan sebagaimana diuraikan %tir 6.13.
oleh Investigator, Majelis Komisi menilai term dalam bentuk
ketiga persekongkolan yaitu persekon horizontal dan
vertikal sebagaimana dimaksud dala et No. 3 Tahun 2023
yaitu perbuatan pelaku usaha b ongkol dengan pelaku

enentukan pemenang tender

usaha lain dan pihak yan%@ dengan pelaku usaha lain

untuk mengatur dan/at
sehingga mengakibatk Qerjadinya persaingan usaha tidak
sehat dengan cara injaman perusahaan, penyesuaian
dokumen penaw. dan fasilitasi persekongkolan. ---------------
Menimbang untuk menentukan terpenuhi atau tidak
unsur b ngkol dalam perkara a quo, Majelis Komisi
mela@ analisis peminjaman perusahaan, penyesuaian
dokum P

enawaran, dan fasilitasi persekongkolan sebagai
eminjaman perusahaan.------------=-—-mmmmmmmm
1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
simpulan Investigator pada pokoknya menyatakan
berdasarkan alat bukti dokumen persyaratan kualifikasi
para Terlapor diketahui terdapat kesamaan pengurus
perusahaan Terlapor I dan Terlapor III yaitu Sdr. Toni.
Investigator meyakini kesamaan pengendali dan/atau
pemilik perusahaan antara Terlapor I dengan Terlapor III
yang didukung dengan keterangan para Saksi, Ahli Hukum,

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, dan pengakuan Terlapor

79



2)

3)

¢9®

SALINAN

yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor III berada
pada kendali yang sama pada saat mengikuti tender
perkara a quo (vide bukti 12 dan 15). -----------—-cmmcmmmm
Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran Terlapor I pada pokoknya menyatakan
Penunjukan Sdr. Toni sebagai Kepala Cabang Terlapor I di
Provinsi Riau didasari atas permintaan Sdr. Toni kepada
Saksi Yuswita untuk memperantarai Sdr. Toni dengan Sdr.
Tubagus Abu Bakar Rasyid yang pada saat itu menjakat
sebagai Direktur Utama Terlapor I. Selanjutnya S&i
diberikan kewenangan untuk (vide bukti TL.2): Zac---------
a. menandatangani surat-surat yang ber an dengan

proses pelelangan, pelaksanaan rjaan proyek

tersebut, berikut penandatangc@ pakta integritas

dengan pemberi Kerja.---------- &= -------=--==-—=-m—cmmomo-
b. mengurus segala sesuatéab g berhubungan dengan

proses administrasi pekegrigan dari pihak ketiga meliputi

pendaftaran, meng rapat-rapat yang terkait dengan

pekerjaan dari pihdk ketiga, termasuk penandatanganan
berita acara erahan pekerjaan. -----------------------—-

c. kepala c g/ perwakilan berwenang dan berhak untuk

men@?bngani kontrak kerja dengan pemberi kerja. ---
Bahw@ dasarkan keterangan Sdr. Toni sebagai Direktur
’I&r [II dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan
Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada pokoknya menyatakan
mendapatkan informasi terkait pengumuman tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong dari laman
SPSE. Dalam pengumuman tersebut, mensyaratkan peserta
memiliki subbidang jembatan, memiliki pengalaman yang
sesuai dengan nilai lelang, dan memenuhi kualifikasi lelang
sebagai usaha besar. Terlapor III yang memiliki klasifikasi
usaha kecil menyadari tidak memenuhi persyaratan untuk
mengikuti tender sehingga meminta bantuan Saksi Yuswita
untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi

usaha besar dan meminta bantuan Saksi Rezki Mustafa

untuk menyusun dokumen penawaran (vide bukti B26). ----
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Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuswita alias Wita
dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal
5 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni pernah
menemui Saksi dan meminta tolong dicarikan perusahaan
dengan klasifikasi besar untuk mengikuti tender. Saksi
menceritakan pengalamannya pernah bekerja sama dengan
Terlapor I saat mengikuti tender di daerah Bengkalis.
Selanjutnya Saksi mengenalkan Sdr. Toni dengan Sdr.
Tubagus Abubakar Rasyid, direktur utama Terlapor I a
waktu itu. Setelah tercapai kesepakatan maka e?ik
Kantor Cabang Terlapor I dengan akta notaris % an Sdr.
Toni selaku Kepala Cabang (vide bukti B16).—g —————————————
Bahwa selanjutnya Saksi Yuswita m ngkan dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan an tanggal 5 Mei
2025, pada pokoknya m akan  Saksi telah

ksi K& Hernandia alias Icha,

berkomunikasi dengan Sa

yang berdasarkan pen Cj@an Saksi pada saat itu
menjabat sebagai K(%i% Terlapor I untuk memproses
pengurusan administrasi pembuatan akta Kantor Cabang
Terlapor I denga %ala Cabang Sdr. Toni (vide bukti B16).
Bahwa berd an keterangan Saksi Risa Hernandia alias
Icha da idang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan
tang @Mel 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi

al Sdr. Toni melalui Saksi Yuswita. Saksi baru
Qﬂgenal Saksi Yuswita pada saat tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong di Rokan Hilir. Saksi
menerangkan bahwa Saksi Yuswita membantu
mengenalkan dan mempertemukan Sdr. Toni dengan
Direktur Utama Terlapor I di Bandung yang saat itu dijabat
oleh Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid. Saksi tidak
mengetahui secara pasti isi pertemuan dan kesepakatan
antara Sdr. Toni dengan Sdr. Tubagus Abubakar Rasyid
selaku Direktur Utama Terlapor I (vide bukti B19). -----------
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22

April 2025, pada pokoknya menyatakan Sdr. Toni meminta
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bantuan kepada Saksi untuk membuat dokumen
pendamping pada tender Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Sintong (vide bukti B13).-------------cmmcmme -
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri Along dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei
2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mengenal direksi
Terlapor I yang berdomisili di Bandung karena dikenalkan
oleh Saksi Yuswita. Selanjutnya Saksi mengunjungi direksi
Terlapor I di Bandung membahas rencana pelaksafaan
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. ﬁjh
Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang tend r. Toni
menghubungi Saksi untuk bekerja sama d pekerjaan
pembangunan jembatan Sintong dala 1 permodalan,
peralatan, dan pelaksanaan pekerJ aksi mengetahui
Terlapor I sebagai pemenang t dar1 Sdr. Toni (vide
bukti B20). -----------=——o e K— —————————————————————————————
Bahwa berdasarkan kete C:an Terlapor I dalam Sidang
Majelis Komisi tangg@)% Juni 2025 pada pokoknya
menyatakan tidak mengetahui terkait siapa personil, kapan,

dan tender apa?%g diikuti oleh Terlapor I pada kurun
waktu tend kara a quo berlangsung (vide bukti B33). -

Berdasaéﬁ eterangan Terlapor II yang tercatat dalam

Beri ra Penyelidikan Terlapor II tanggal 25 Oktober

%}pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II
mengetahui informasi tender dari laman SPSE dan Sdr.
Toni. Terlapor II dihubungi Sdr. Toni untuk menyertakan
Terlapor II sebagai peserta dalam tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong dengan meminjam akun
dan password Terlapor II. Selanjutnya Terlapor II
menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. Toni untuk

menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup

kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (vide bukti

Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025 mengakui

bahwa pemilik Terlapor III atas nama Sdr. Toni adalah
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12)

13)

14)
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orang yang sama dengan kepala cabang Terlapor I yang
bernama Sdr. Toni (vide bukti B26). ------------—--——ccccmeee
Berdasarkan keterangan Terlapor IV yang tercatat dalam
Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV tanggal 8 November
2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor IV
tidak menjadi peserta tender perkara a quo. Terlapor IV
mengetahui mengikuti tender perkara a quo setelah
menerima Surat Panggilan dari Komisi dan menyatakan
bahwa akun dan password perusahaan TerlaporsJV

Ner
dari Direktur Terlapor IV (vide bukti IB29).------Z5c%---------

dipinjam oleh Sdr. Toni yang merupakan teman

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V am Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan ta 1 2 Juni 2025
pada pokoknya menyatakan Terlap tidak menemukan
adanya hubungan kepemilikan alamat kantor yang
sama antar peserta pesert Yy\pier karena dari empat
peserta tender, hanya sat %Jsahaan yang lulus evaluasi
administrasi, yaitu % I, sedangkan tiga peserta

lainnya gugur (vide.bukti B28). Terlapor V tidak mengetahui

kesamaan pen antara Terlapor I dan Terlapor III,

dikarenaka lapor III sudah gugur di tahap evaluasi

adminis &?aitu tidak menyampaikan jaminan penawaran

sehi untuk pemeriksaan kualifikasi yaitu nama

@kus perusahaan tidak lagi diperiksa. Terlapor V tidak
1

mendeteksi adanya perusahaan yang “meminjam

B
)
@ endera” karena Terlapor V hanya memeriksa dokumen

N

milik Terlapor I yang lulus dari tahap administrasi. Terlapor
V hanya memeriksa persyaratan administrasi apakah cacat
atau tidak, apakah memenuhi persyaratan yang ada di
dokumen atau tidak, dan Terlapor V tidak mencurigai dan
tidak ragu terhadap kebenaran dokumen peserta tender,
karena Terlapor V mengedepankan prasangka baik (vide
bukti B28). —--mmmm oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuswita, Saksi Rezki
Mustafa, Saksi Hendri Along, para Terlapor yang terungkap

dalam persidangan, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi
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6.22.1.

6.22.2.

&
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menilai terdapat peminjaman perusahaan Terlapor I oleh
Sdr. Toni yang kemudian menjadi Kepala Cabang Terlapor I.
Setelah Sdr. Toni menjadi Kepala Cabang Terlapor I
kemudian meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, serta
menggunakan Terlapor III untuk ikut serta dalam tender
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Tindakan
Terlapor I meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, serta
menggunakan Terlapor III menunjukkan pengendalian

uti

Terlapor I terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan Terla \Y
yang seharusnya bersaing secara independen mék

tender a quo. Tindakan meminjam peru% an ini
e

bertujuan supaya Terlapor II, Terlapor III, rlapor IV
menjadi peserta pendamping bagi por I guna
memenuhi persyaratan jumlah mi m peserta tender

Pekerjaan Pembangunan J embat@'mtong. ———————————————————
Analisis Penyesuaian Dokumen Pe % AN ---------mmmm-mmmmoomo -

Bahwa Majelis Komisi menﬂq%' isis penyesuaian dokumen

penawaran yang terdiri

salahan penulisan yang tidak

dafi
wajar, kesamaan met ai, kesamaan format penghitungan

harga, kesamaan IP S, m

Kesalahan Penul'&%yang Tidak Wajar. ---------------mmmmmmm -

1)

>

2)

Bahwa sarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
simp Investigator pada pokoknya menyatakan
@arkan alat bukti diketahui terdapat kesalahan yang
tidak wajar dalam penulisan nama perusahaan pada
Dokumen RKK yang disampaikan Terlapor I dalam proses
tender yaitu terdapatnya nama perusahaan Terlapor II pada
gambar diagram Dukungan Keselamatan Konstruksi milik
Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk
Perkara di atas (vide bukti C99, 12, dan 13). --------------—————-
Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya
menyatakan tidak membantah fakta adanya kesalahan

penulisan nama perusahaan pada dokumen RKK yang

disampaikan oleh Terlapor I (vide bukti T1.2). -------------—--—-
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4)

S)
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Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan
sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II
mengenai kesalahan penulisan yang tidak wajar tetapi
dalam keterangan Terlapor II dalam penyelidikan yang
tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor II
menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Toni untuk
menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup
kualifikasi, administrasi, harga, dan teknis (vide bukti IB27,
B25, B30, dan B34). ------- e ~
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalarrr\%ﬂ'ang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 1 2025,
pada pokoknya menyatakan mengakui kesal&an penulisan
dalam dokumen penawaran Terlapor I g didalamnya
terdapat nama Terlapor II. Dokume waran Terlapor II
tersebut disusun oleh Saksi Rezkj rczfa (vide bukti B26).
Berdasarkan keterangan Saksi i Mustafa dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksa %jutan tanggal 22 April 2025,
pada pokoknya meny g%’ aksi diminta oleh Sdr. Toni
untuk menyusun men penawaran Terlapor III dan
Terlapor IV. S% oni meminta bantuan kepada Saksi
untuk me t dokumen pendamping. Saksi dalam
membu R&umen pendamping menggunakan template
dok yang telah  tersedia  sebelumnya dan

uaikan dengan tender Pekerjaan Pembangunan
Qﬂbatan Sintong (vide bukti B13).------------——-——cmme e
Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri persidangan
sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV
mengenai kesalahan penulisan yang tidak wajar tetapi
dalam keterangan Terlapor IV dalam penyelidikan yang
tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terlapor IV
menyerahkan pengerjaan seluruh dokumen penawaran
yang mencakup kelengkapan administrasi, penawaran, dan

harga kepada Sdr. Toni (vide bukti IB29, B27, B31, dan

Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelanggaran dan simpulan Terlapor V pada pokoknya
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8)

9)

10)

@

11)

SALINAN

menyatakan evaluasi RKK pada saat itu dilakukan dengan
membandingkan kesesuaian antara dokumen penawaran
peserta dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen
pemilihan dengan metode daftar periksa (check list) ada
atau tidak ada dokumen. Adanya satu kesalahan penulisan
nama Perusahaan dari keseluruhan dokumen RKK masih
dianggap wajar dan tidak menggugurkan. -----------------——-—
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam Sidang

Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2%75,

pada pokoknya menyatakan Terlapor V tidak me ui
kesalahan penulisan pada dokumen penawar rlapor I
karena hanya memeriksa apakah dokume tersedia
atau tidak tersedia dalam dokumen pen an (vide bukti
B28). - A

Bahwa berdasarkan keterangan & engadaan Barang dan

Jasa Pemerintah dari LKPP Ronald Hasudungan

Sianturi, S.H., S1dang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan 1@%& 19 Mei 2025, pada pokoknya
menyatakan adan salahan penulisan pada dokumen
penawaran pese?g-t)ender merupakan salah satu indikasi
persekongko@ender (vide bukti B22). ---------mmcmmmmmme -

Bahwa @?sarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Anita
H., M.H. dalam Sidang Majelis Komisi

Afria% :
1@ saan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya
atakan adanya indikasi persekongkolan vertikal dalam
tender dapat dilihat dari adanya kesalahan penulisan yang
tidak wajar pada dokumen penawaran antar para peserta
tender yang merupakan kompetitor untuk mengikuti tender
yang sama (vide bukti B23). ----------—-———mmmmmm
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Rezki Mustafa,
para Ahli, Terlapor III, dan alat bukti dokumen
sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.2 angka 1) sampai
dengan angka 10) di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan
kesalahan penulisan yang tidak wajar dalam dokumen

Terlapor I menunjukkan adanya koordinasi penyusunan
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dokumen antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam
mengikuti tender a quo. -------------——— oo
6.22.3. Kesamaan Metadata -------------------mmmmmmmmm
1) Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
simpulan Investigator pada pokoknya adanya kesamaan
metadata pada dokumen penawaran harga Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yaitu Content
Created: 03/01/2012 2.50, dan kesamaan metadata Last
Saved By: rezki mustafa pada detail properties dok
penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III (vi kti
C91, 12, dan I5). ~--------—mmmmmm e E S -
2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap L@an Dugaan

Pelanggaran dan simpulan Terlapor da pokoknya
menyatakan tidak membantah set eJadlan dan/atau
peristiwa yang ada dalam Lap ugaan Pelanggaran
Perkara a quo namun akan tanggung jawab
sepenuhnya Sdr. Toni se 1mp1nan cabang Terlapor I
di Provinsi Riau @ mana tertuang dalam Akta
Pendirian Kantor .CabBang dan penunjukkan Sdr. Toni
sebagai Kepala g (vide bukti T1.2). ------—--——cmmmmmm -
3) Bahwa ber an tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelangg@”dan simpulan Terlapor V pada pokoknya

men n dalam tata cara evaluasi, bagi peserta yang

@olos pada tahapan evaluasi administrasi dinyatakan
gugur sehingga tidak dilanjutkan pada tahapan evaluasi
%erikutnya yaitu evaluasi kualifikasi, teknis, dan harga.
@ Terlapor V tidak memeriksa dokumen penawaran teknis
%’O Terlapor II, Terlapor IIl, dan Terlapor IV karena tidak lolos
pada tahapan evaluasi adminstrasi dan dinyatakan gugur

sehingga tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya.

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak lolos karena

tidak menyerahkan dokumen jaminan penawaran (vide

bukti TV.2). - oo

4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam

Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22

April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mendapat
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5)

6)

7)

8)

5

9)
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arahan dari Sdr. Toni untuk menyusun dokumen
penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sintong (vide bukti B13).-------—---—cmmmmm
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025,
pada pokoknya menyatakan memberikan arahan pada
Saksi Rezki Mustafa untuk menyusun dokumen penawaran
milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk
mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan J tan
Sintong (vide bukti B26).----------=--—cmmmm e f o
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I@am Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan ta 10 Juni 2025,
pada pokoknya menyatakan tida ngetahui perihal
kesamaan metadata (vide bukti B38ya----------------------=——-
Bahwa berdasarkan keterang i IT Hamid, S.T., M.Eng.
dalam Sidang Majelis Komi meriksaan Lanjutan tanggal
19 Mei 2025, pad &knya menyatakan metadata
mengacu pada pe rgatnya dan bukan pada orangnya.
Metadata bisa %jukkan perangkat yang sama, namun
belum tent nunjukkan perangkat tersebut digunakan
oleh ora g sama (vide bukti B21). ----------———-——cmem -
Bah @iasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan
qﬁ) emerintah dari LKPP Dr. Ronald Hasudungan

turi, M.H., dalam Sidang Majelis Komisi
Pemerlksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya
menyatakan apabila metadata suatu dokumen elektronik
(softfile) sama dan berasal dari sumber yang sama maka
kemungkinan besar dikerjakan melalui perangkat yang

sama dan merupakan indikasi persekongkolan (vide bukti

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Anita
Afriana, S.H, M.H. dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya
menyatakan apabila ada kesamaan metadata antar para

peserta tender yang merupakan kompetitor untuk
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mengikuti tender yang sama maka merupakan indikasi

persekongkolan dalam tender (vide bukti B23).----------------

10) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan

sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II
mengenai kesamaan metadata tetapi dalam keterangan
Terlapor II dalam penyelidikan yang tercatat dalam berita
acara pemeriksaan, Terlapor II menyerahkan sepenuhnya
kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen penawaran
yang mencakup kualifikasi, administrasi, harga, dan t?qyis
(vide bukti IB27, B25, B30, dan B34). ------------—----~ N

11) Bahwa Terlapor IV tidak pernah menghadiri zzangan

sehingga tidak terdapat keterangan da erlapor IV
mengenai kesalahan penulisan yang wajar tetapi
dalam keterangan Terlapor IV dal %enyelidikan yang
tercatat dalam berita acara @sﬂ saan, Terlapor IV

menyerahkan pengerjaan sel

yang mencakup kualiﬁka'%%}dnistrasi, teknis, dan harga
B29, B27, B31, dan B35). -----

dokumen penawaran

kepada Sdr. Toni (vid@
12) Bahwa berdasarkan kéterangan Terlapor V pada pokoknya
r

@Q

a

I
menyatakan T or V tidak memeriksa dokumen
penawaran is Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
karena %{» lolos pada tahapan evaluasi administrasi.
Keti san Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
@A tidak menyerahkan dokumen jaminan penawaran
(vtde bukti B28). -----———m oo
Bahwa Dberdasarkan pembuktian dan fakta dalam
persidangan, baik keterangan para Saksi, para Ahli,
pengakuan Terlapor III, dan alat bukti dokumen
sebagaimana diuraikan pada butir 6.22.3 angka 1) sampai
dengan angka 12) di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan
metadata dokumen penawaran Terlapor [, Terlapor II,

Terlapor III, dan Terlapor IV disalin dari satu sumber

dokumen kemudian diedit dalam perangkat yang sama.-----

6.22.4. Kesamaan Format Penghitungan harga. ----------------—--——cceeev

1)

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan

simpulan Investigator pada pokoknya terdapat kesamaan
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format penghitungan harga pada tabel rekap Terlapor I dan
Terlapor 1V, tabel Bill of Quantity Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV, dan tabel mobilisasi Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana
diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara (vide bukti
C90, 12, dan I5). ——--mmmmm oo
Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya
menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau
peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pela ran
Perkara a quo namun merupakan tan jawab
sepenuhnya Sdr. Toni sebagai pimpinan cab\; Terlapor 1
di Provinsi Riau sebagaimana tertu dalam Akta
Pendirian Kantor Cabang dan p jukkan Sdr. Toni

sebagai Kepala Cabang (vide buk'x I

Bahwa berdasarkan tanggap \?te hadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan simpu %erlapor V pada pokoknya
menyatakan kesamaa @ kemiripan Terlapor I, Terlapor
II, Terlapor IIII, da Qlapor IV tidak memiliki keterkaitan
dengan Terlapon?g%'erlapor V tidak memeriksa dokumen
penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV

karena &R lulus pada tahap evaluasi administrasi.
Terl , Terlapor III, dan Terlapor IV tidak lolos karena

@nenyampaikan jaminan penawaran (vide bukti TV.2
dan TV.3). ——-m-mmmmmmm

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22
April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi pernah
diminta oleh Sdr. Toni untuk membuat dan mengedit
dokumen penawaran dalam bentuk Rencana Anggaran
Biaya (RAB) Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
Selanjutnya Sdr. Toni meminta Saksi mengedit harga bahan
untuk memudahkan dan mempercepat penghitungan
penyesuaian penawaran harga satuan dan persentase harga

dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (vide bukti



&

5)

6)

7)

8)

N

10)

SALINAN

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada pokoknya
menyatakan mengakui tidak paham dan/atau tidak
mengetahui perihal tender Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Sintong (vide bukti B33).--------------cmmcmmeme -
Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan
sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II
mengenai Kesamaan Format Penghitungan harga tetapi
dalam keterangan Terlapor II dalam penyelidikan yang
tercatat dalam berita acara pemeriksaan, Terla II
menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Toni \é\?:k

menyiapkan dokumen penawaran yang ? ncakup
u

kualifikasi, administrasi, harga, dan tekms( } kti B25,
B30, dan B34).--------mmmmm oA
Bahwa Terlapor III dalam Si Majehs Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 025, pada pokoknya
menyatakan  tidak mem kesamaan = format

perhitungan harga. --------<ef-------------mmm oo

Bahwa Terlapor IV ti ernah menghadiri persidangan

sehingga tidak terddpat keterangan dari Terlapor IV
mengenai Kesamvgc? Format Penghitungan harga tetapi
dalam kete@an Terlapor IV dalam penyelidikan yang
tercatat @%&ﬁﬂ berita acara pemeriksaan, Terlapor IV

men an pengerjaan seluruh dokumen penawaran

@mnoakup administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga
kepada Sdr. Toni (vide bukti IB29, B27, B31, dan B35). -----
Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V pada pokoknya
menyatakan seluruh proses evaluasi tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong sudah dilakukan sesuai
ketentuan, prosedur, dan wewenang Terlapor V sebagai
Pokja (vide bukti B28). ------———---ommmm e
Bahwa Dberdasarkan pembuktian dan fakta dalam
persidangan, baik keterangan para Saksi, keterangan para
Terlapor, dan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan
pada butir 6.22.4. angka 1) sampai dengan angka 9) di atas,

membuktikan adanya kesamaan format perhitungan harga

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang
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menunjukkan terdapat komunikasi dalam penyusunan
dokumen yang dilakukan secara bersama dan saling
berbagi template format penghitungan harga dalam

mengikuti tender a quo. -------------— oo

6.22.5. Kesamaan IP AddreSs —------=—==-m oo oo

1)

2)

3)

A

>

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
simpulan Investigator pada pokoknya adanya kesamaan IP
Address 112.215.245.67 antara Terlapor I dan Terlapor IV

dan Terlapor III yang menunjukkan para por

dan kesamaan IP Address 182.1.46.44 antara Te:ljgh I1
mengakses internet pada Lokasi yang samaais bukti
C109, 12, dan I5).------------mmmmm e ) -
Bahwa berdasarkan tanggapan terhada@poran Dugaan
Pelanggaran dan simpulan Terla pada pokoknya
menyatakan tidak membantah p kejadian dan/atau

peristiwa yang ada dalam a%xpn Dugaan Pelanggaran
Perkara a quo namu% rupakan tanggung jawab
a

sepenuhnya Sdr. Tor@

di Provinsi Ria%s agaimana tertuang dalam Akta

i pimpinan cabang Terlapor I
Pendirian Kant abang dan penunjukkan Sdr. Toni
sebagai Kepa@abang (vide bukti TI1.2). -------=-=——-m—ommme -
Bahwa aSarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan

Pelao% n dan simpulan Terlapor V pada pokoknya

R

awaran, menjadi hal yang lumrah karena banyaknya

akan kesamaan IP Address dalam mengunggah

titik akses publik yang ada di tempat umum seperti cafe
dan kantor yang dapat digunakan bersama (vide bukti TV.2
dan TV.3). —---mmmmm o
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rezki Mustafa, dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 22
April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi mendapatkan
arahan dari Sdr. Toni untuk mengunggah dokumen
penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
untuk mengikut tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Sintong (vide bukti B13).--------——-—m oo
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S5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Juni 2025,
pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui perihal
keikutsertaan  Terlapor [ pada tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong (vide bukti B33). -----------

6) Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan
sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II
mengenai Kesamaan IP Address tetapi dalam keterangan
Terlapor II dalam penyelidikan yang tercatat dalam ita
acara pemeriksaan, akun dan password Terlagor II

dipinjamkan kepada Sdr. Toni (vide bukti IBQ?@%& B30,

dan B34). - A
7) Bahwa Sdr. Toni mengakui dan menya@n memberikan
arahan pada Saksi. Rezki Mustafa uk membuat dan
mengunggah dokumen penaw, milik Terlapor I,
Terlapor III, dan Terlapor IV u mengikuti tender a quo
(vide bukti B26). ------------ % ——————————————————————————————————

8) Bahwa Terlapor IV ti ernah menghadiri persidangan

sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor IV

mengenai Kesa IP Address tetapi dalam keterangan
Terlapor IV penyelidikan yang tercatat dalam berita
acara @?ﬂ(saan, akun dan password Terlapor IV
dipinj n kepada Sdr. Toni (vide bukti IB29, B27, B31,

) e m s

9) 4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam

persidangan pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui

@ ada kesamaan I[P Address antara Terlapor I, Terlapor II,
%’O Terlapor III, dan Terlapor IV pada proses tender a quo (vide
bukti B28).

10) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Hamid, S.T.,

M.Eng., dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan
tanggal 19 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan IP
Address merupakan deret angka unik yang diberikan
kepada suatu perangkat agar dapat terkoneksi ke suatu
jaringan. Apabila ditemukan 2 (dua) peserta tender yang

menggunakan I[P Address yang sama dalam pengunggahan
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dokumen, maka dapat diartikan IP Address tersebut berasal
dari perangkat dan lokasi yang sama (vide bukti B21).-------
11) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah dari LKPP Dr. Ronald Hasudungan
Sianturi, S.H., M.H., dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Mei 2025 pada pokoknya
menyatakan apabila terdapat IP Address yang sama, maka
menunjukkan diunggah melalui komputer dan/atau
jaringan yang sama, hal tersebut merupakan salah satu

indikasi persekongkolan (vide bukti B22). -------------~ N

12) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Huku . Anita
Afriana, S.H, M.H., pada pokoknya meny@an adanya
kesamaan IP Address antar para pe tender yang
merupakan kompetitor untuk meng tender yang sama
merupakan indikasi persekong@ dalam tender (vide
bukti B23). --------mmmmm e N

13) Bahwa berdasarkan tlan dan fakta dalam

persidangan, baik %} an para Saksi, para Ahli,

pengakuan Terla I, dan alat bukti dokumen

sebagaimana dl‘? n pada butir 6.22.5. angka 1) sampai
)

dengan an

kesama %’Address Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

di atas, telah membuktikan adanya

dan or IV yang menunjukkan Terlapor I, Terlapor II,

’I&r III, dan Terlapor IV mengunggah dokumen

periawaran tender a quo dari lokasi yang sama dan

perangkat yang menggunakan jaringan yang sama. ----------

6.22.6° ahwa berdasarkan pembuktian dan fakta dalam persidangan
% perihal kesalahan penulisan yang tidak wajar, kesamaan
metadata, kesamaan format penghitungan harga, dan kesamaan

IP Address sebagaimana diuraikan pada butir 6.18.2., butir

6.18.3., butir 6.18.4., dan butir 6.18.5., membuktikan adanya
Penyesuaian dokumen penawaran yang dilakukan sebelum
penawaran oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor

IV. Majelis Komisi menilai Penyesuaian dokumen penawaran

merupakan Persaingan Semu. --------------mmmmmmmmmm
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Bahwa persaingan semu dilakukan oleh Terlapor I dengan cara
merekayasa dan mengatur kelengkapan persyaratan
administrasi dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV yang diatur sedemikian rupa sehingga seolah-olah
Terlapor II, Terlapor IIl, dan Terlapor IV saling bersaing sebagai
peserta tender padahal mereka menyadari akan gugur pada
tahap administrasi karena tidak melampirkan jaminan
PO AW AT AT) . — === === oo o
Analisis Fasilitasi Persekongkolan Tender. ------------------——-- -
Bahwa Majelis Komisi menilai analisis fasilitasi persekoh%X:n
tender oleh Terlapor V yang lalai dan/atau aikan
tugasnya secara profesional sesuai prinsip perSaingan dalam
tender karena meloloskan Terlapor I yan ak memenuhi
persyaratan peralatan dalam dokumen waran Terlapor I
sebagai berikut: ---------mm oo

1) Bahwa berdasarkan Lapor&:;@gaan Pelanggaran dan

simpulan Investigator padaypekKoknya menyatakan Terlapor

V tidak melakukan ev

peralatan Terlapo%

IV  yang seca?»

terhadap dokumen dukungan
rlapor II, Terlapor III, dan Terlapor
eknis tidak memiliki kemampuan
menyediaka eralatan utama untuk pelaksanaan
pekerja ?a?ena kapasitas alat yang lebih rendah dari
yan ratkan yaitu peralatan tire roller kapasitas 8,5ton
@;& arusnya 10ton, water tanker tidak disertai bukti
kepemilikan alat, ponton habis masa berlaku sertifikat, dan
excavator tidak disertai bukti kepemilikan alat. Tidak

peralatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IIl, dan Terlapor

§ dilakukannya evaluasi terhadap dokumen dukungan

IV  merupakan bentuk fasilitasi Terlapor V dalam
persekongkolan tender (vide bukti 12 dan 13). -------------——-—-
2) Bahwa berdasarkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan simpulan Terlapor I pada pokoknya
menyatakan tidak membantah setiap kejadian dan/atau
peristiwa yang ada dalam Laporan Dugaan Pelanggaran
Perkara a quo namun merupakan tanggung jawab

sepenuhnya Sdr. Toni sebagai kepala cabang Terlapor I di
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Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian
Kantor Cabang dan penunjukkan Sdr. Toni sebagai Kepala
Cabang (vide bukti TI.2.) -=-----——mc oo
Bahwa Terlapor II tidak pernah menghadiri persidangan
sehingga tidak terdapat keterangan dari Terlapor II
mengenai Peralatan Pemenang  Tidak Memenuhi
Persyaratan Tender (vide bukti B25, B30, dan B34). ---------
Bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi
Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025, pada poko
menyatakan penilaian pemenuhan persyaratan nis
peralatan yang harus dipenuhi oleh peserta pakan
kewenangan dari Terlapor V (vide bukti B26)--}-------------
Bahwa Terlapor IV tidak pernah men iri persidangan
sehingga tidak terdapat keteran ar1 Terlapor IV
mengenai Peralatan Pemen Tldak Memenuhi
Persyaratan Tender (vide bu ; B31, dan B35). ---------
Bahwa berdasarkan tan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Si@g Terlapor V pada pokoknya
menyatakan TerlaporyV mengevaluasi hanya terhadap
peralatan utam?» rupa ponton dan evaluasi tersebut
hanya me ksa pada tersedia atau tidak tersedia
kapasit n jumlah peralatan. Terlapor V tidak
mel t? evaluasi kepada peralatan yang bukan
akan peralatan utama karena tidak dikompetisikan
@am hal ini tire roller dan water tanker (vide bukti TV.2
dan TV.3). mmmmmmm
Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 mengatur mengenai Etika Pengadaan yaitu
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.-
Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
pada butir 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran,
ketidaksesuaian penyimpangan yang bersifat penting/
pokok atau penawaran bersyarat adalah Adanya
keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu

kendali dan Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
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penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan. ----------=--=----——cmmommmm———-
Bahwa berdasarkan Perket No. 2 Tahun 2023 mengatur
indikasi  persekongkolan pada  saat  prakualifikasi
perusahaan atau pra lelang, antara lain adanya Pelaku
Usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun
tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan. ---------mm o
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Oktofan d%{;n
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tarfggay 21
April 2025, pada pokoknya menyatakan . Toni
menitipkan dokumen jaminan penawaran“kepada Saksi
yang kemudian Saksi serahkan kepada i Andri selaku
Kepala Bagian ULPBJ yang kemudj meneruskan ke
Pokja. Saksi mengetahui Sdr. T %ﬁ agai Kepala Cabang

Terlapor I pada saat Saksi 2% i pengawas surveyor di

Pekerjaan Pembangunan% atan Sintong (vide bukti

Karya AMP Ria m Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan

@
Bahwa berdasa‘l;;%f{gerangan Saksi Suharto dari PT Adhi
Lanjutan al 22 April 2025, pada pokoknya
menyat Sdr. Toni mengajukan permintaan surat
duku%a@peralatan kepada PT Adhi Karya AMP Riau
@ak 12 (dua belas) peralatan untuk Terlapor I dalam
mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sintong. Saksi menyatakan  jika ~dalam = proyek
dipersyaratkan peralatan tyre roller berkapasitas 10ton
namun  peserta menawarkan = kapasitas  peralatan
dibawahnya, misalnya 8,5ton, maka dapat berdampak pada
hasil pekerjaan yang berbeda. Untuk menyamakan
hasilnya, maka diperlukan penyesuaian seperti
penambahan jumlah lapisan dan frekuensi penggilasan
(vide bukti B11).-==-=——=——m oo
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Sakti
Hasudungan selaku Direktur Utama PT Surya Andalas

dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal
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22 April 2025, pada pokoknya menyatakan tidak pernah
memberikan dukungan peralatan kepada Terlapor I untuk
mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sintong karena peralatan telah dijual (vide bukti B12). ------
13) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rori Mardiyan dalam
Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21
April 2025, pada pokoknya menyatakan Saksi bertugas
untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan
terlaksana dengan baik bukan untuk meme%a
kesesuaian peralatan yang dipergunakan (vide bukti -
14) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan u KPA
dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ldgjutan tanggal
21 April 2025, pada pokoknya men @an PPK dapat
membatalkan tender jika terdap %salahan krusial,
terutama karena kegiatan berisi ggi. Kesalahan krusial
yang dimaksud mencaku lxldaksesuaian terhadap
kriteria, syarat teknis, da %ampuan dasar peserta yang
sudah diatur dalam k. an pengadaan barang dan jasa
(vide bukti B9). S%s menyatakan telah melihat seluruh

dokumen pen n Terlapor [ sebagai pemenang,

termasuk d gan peralatan dari PT Adhi Karya dan
pengala ang dinilai cukup baik, serta hasil pekerjaan
yan takan selesai (vide bukti B9). -------——-———-oceee e~

15) @) berdasarkan  keterangan Ahli Dr. Ronald
Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. Ahli Pengadaan Barang

x dan Jasa Pemerintah pada pokoknya menyatakan Pokja
@ harus memeriksa kesesuaian peralatan utama dan
%’O ketersediaan peralatan pendamping karena berkaitan
dengan metode pelaksanaan (vide bukti B22). ------------——-—

16) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dalam Sidang
Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Juni 2025,

pada pokoknya menyatakan pada saat pembukaan
penawaran, seluruh penawaran dibuka melalui SPSE agar

terlihat harga penawaran. Evaluasi terhadap dokumen
penawaran hanya dilakukan kepada Terlapor I karena

Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dinyatakan telah
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gugur. Khusus untuk dokumen jaminan penawaran
diserahkan secara fisik dokumen kepada Pokja, bukan
melalui SPSE. Terlapor V tidak memeriksa detail peserta
yang tidak memenuhi syarat untuk efisiensi waktu, karena
Terlapor V berfokus pada dokumen penawaran yang
memenuhi persyaratan dan pada 6 (enam) peralatan utama

yang dikompetisikan (vide bukti B28). -------------cmccmceee-

17) Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terlepas dari apakah

peralatan termasuk dalam objek yang dikompetisikan u
tidak, selama peralatan tersebut tersedia di lapan aka
tetap dipersyaratkan dan dikompetisikan %Zl ini
didasarkan pada prinsip bahwa setiap pese ender pada
dasarnya akan berupaya untuk m nuhi seluruh
ketentuan dan persyaratan yang di an, sebagaimana

maksud dan tujuan dari proses t 1tu sendiri. -----------

18) Bahwa Majelis Komisi be pat dengan gugurnya

&

$
o§’9

Terlapor II, Terlapor III Terlapor IV karena tidak
melampirkan dokuméj} inan penawaran seharusnya

menimbulkan kecuri Terlapor V terhadap indikasi
persekongkolan. runan drastis jumlah pendaftar yang
semula berj 40 (empat puluh) perusahaan menjadi
hanya at) perusahaan yang memasukkan dokumen

§§ dan dari 4 (empat) perusahaan tersebut hanya
&) perusahaan yang melengkapi dokumen jaminan
periawaran, seharusnya menjadi perhatian serius bagi

Terlapor V. —-——--mmmmmm e

) Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketidakseriusan

Terlapor V terhadap indikasi persekongkolan peserta tender
yaitu Penurunan drastis jumlah pendaftar, keikutsertaan
beberapa peserta yang berada dalam satu kendali,
kesamaan dokumen penawaran dalam bentuk
kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format
penulisan, pada saat melakukan evaluasi dokumen
penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor
IV mengakibatkan Terlapor I lolos dan menjadi pemenang

dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong.--
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20) Bahwa dalam persidangan Majelis Komisi juga menemukan
fakta ada ketidaksesuaian prosedur dalam tender yaitu
Terlapor I menyerahkan dokumen jaminan penawaran
kepada Pokja dengan cara menitipkan kepada Saksi Rudi
Oktofan yang menyerahkan kepada Saksi Andri selaku
Kepala Bagian PBJ yang meneruskan kepada Pokja. --------

21) Majelis Komisi menilai tindakan Pokja yang meloloskan
Terlapor 1 padahal persyaratan peralatan utama tidak
memenuhi persyaratan dalam dokumen tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong merupakan indik uat
fasilitasi Terlapor V terhadap Terlapor I. ---------Z555----—----

22) Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor V $iang menerima
dokumen jaminan penawaran tidak i Terlapor 1
merupakan indikasi kuat fasilitasi@ apor V terhadap
Terlapor I. ----—--—-=-——mmmmmmme % ———————————————————————————

23) Majelis Komisi menilai di m persidangan, tidak

terungkap fakta-fakta menunjukkan keterkaitan

Terlapor V dengan Te I, Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV, ———--—-—5-—- oo
6.23.2. Bahwa berdasarkan an analisis dalam butir 6.21., butir

6.22., dan butir . di atas Majelis Komisi menilai sebagai
berikut: ------ —?—Y ————————————————————————————————————————————————————————

1) Bah‘@akan Terlapor I yang meminjam Terlapor II dan
’l@)@r IV serta kepala cabang Terlapor 1 yang
menggunakan perusahaan miliknya yaitu Terlapor III
@terbukti menunjukkan terdapat pengendalian oleh Terlapor
@ I terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ------—----
%’O 2) Bahwa penyesuaian dokumen yang terlihat dalam bentuk
kesalahan penulisan, metadata dokumen, format harga,

dan IP Address antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,

dan Terlapor IV yang dikendalikan oleh Terlapor I terbukti
menunjukkan adanya persaingan semu antara Terlapor I

dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ---------—--—-

3) Bahwa terdapat ketidakseriusan Terlapor V dalam

mencermati penurunan jumlah pendaftar, penyerahan

dokumen jaminan penawaran melalui pihak lain, dan
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6.23.5.

6.24.

6.24.1.

6.24.2.

6.24.4.
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evaluasi terhadap peralatan utama yang tidak sesuai

dengan persyaratan. ------------ommm oo
Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan peminjaman perusahaan
sebagaimana diuraikan pada butir 6.23.2. angka 1) dan
penyesuaian dokumen sebagaimana diuraikan pada butir
6.23.2. angka 2) merupakan tindakan persekongkolan yang
dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yaitu
antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor
IV Y;
Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakseriusan Terﬁér \Y
sebagaimana diuraikan pada butir 6.23.2. angka 3) upakan
indikasi kuat fasilitasi Terlapor V terhadap ryekongkolan
antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlap , dan Terlapor
e G &
Bahwa dengan demikian, unsur Berse & ol telah terpenuhi. --
Unsur Pelaku Usaha Lain dan P1 Terkait dengan Pelaku
Usaha Lain; ---------=-—=——mm e oo oo

Bahwa dalam perkara a @ estigator meyakini telah terjadi
p

persekongkolan antara or I dengan pelaku usaha lain
yaitu Terlapor II, T or III, dan Terlapor IV dan dengan
Terlapor V sebag ak yang terkait dengan pelaku usaha lain.
Bahwa seb %ﬁna dengan disimpulkan di atas bentuk
persekon quo bentuk ketiga yaitu bentuk
pers olan horizontal dan persekongkolan verikal. Dengan

Qn Unsur Pelaku Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait

an Pelaku Usaha Lain bersifat komulatif yaitu berupa

&abungan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan

O

pelaku usaha lain. ------------mmmm
Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
dan simpulan Terlapor I dan Terlapor V tidak memberikan
bantahan terkait pemenuhan unsur ini karena menolak dugaan
persekongkolan secara keseluruhan. --------------——cmmommme -
Bahwa berdasarkan uraian unsur bersekongkol pada butir 6.13.
di atas, Majelis Komisi menilai unsur yang perlu dibuktikan

dalam analisis pemenuhan unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau
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6.25.2.

6.25.3.

6.25.4.
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Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain yaitu Pelaku
Usaha Lain dan Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -
Unsur Pelaku Usaha Lain ------------------—--mmmmm
Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha berbentuk badan
hukum yang berdomisili hukum di provinsi Riau yang mengikuti
tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong sebagaimana
telah diuraikan pada butir 3.2. Identitas Para Terlapor. -----------
Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha berbentuk badan
hukum yang berdomisili hukum di provinsi Riau yang men ti
tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong seba na
telah diuraikan pada butir 3.3. Identitas Para Terlapqf,<$---------
Bahwa Terlapor IV merupakan pelaku usaha bethentuk badan
hukum yang berdomisili hukum di provinsi Ri ang mengikuti
tender Pekerjaan Pembangunan Jembatap*Rinhtong sebagaimana
telah diuraikan pada butir 3.4. Identi‘@ara Terlapor. -----------

Bahwa berdasarkan uraian fakta_s aimana diuraikan pada
angka 6.21.1. Terlapor I ter meminjam Terlapor II dan
Terlapor IV, dan mengikut an Terlapor III milik Sdr. Toni

yang merupakan kep% bang Terlapor I di Provinsi Riau

untuk mengikuti t%
Sintong. Sdr. selaku Kepala cabang Terlapor I di

Pekanbaru, %ermtahkan Saksi Rezki Mustafa untuk

Pekerjaan Pembangunan Jembatan

menyusu1$ umen penawaran termasuk penyesuaian harga
pena@) rlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
ggunggah dokumen tersebut dengan perangkat yang

dan terhubung dengan internet di lokasi yang sama

@ ebagaimana diuraikan pada butir 6.22.2. sampai dengan butir

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Terlapor
II dalam Penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara
Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor II
memperoleh informasi tender melalui laman SPSE dan Sdr. Toni.
Terlapor II dihubungi Sdr. Toni untuk menyertakan Terlapor II
sebagai peserta dalam tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Sintong dengan meminjam akun dan password Terlapor II.

Selanjutnya Terlapor II menyerahkan kepada Sdr. Toni untuk
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menyiapkan dokumen penawaran yang mencakup kualifikasi,
administrasi, harga, dan teknis (vide bukti IB.27). -------------——-—
6.25.6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keterangan Terlapor
IV dalam Penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara
Penyelidikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor
IV tidak menjadi peserta tender a quo. Terlapor IV mengetahui
mengikuti tender a quo setelah menerima Surat Panggilan dari
Komisi. Terlapor IV dihubungi Sdr. Toni untuk menyertakan
Terlapor IV  sebagai peserta dalam tender Pekernjaan
Pembangunan Jembatan Sintong dengan meminjam a an
password Terlapor IV. Selanjutnya Terlapor IV n@ahkan
kepada Sdr. Toni untuk menyiapkan dokumen aran yang
mencakup kualifikasi, administrasi, harga,% teknis (vide
bukti IB29). -------mmmmmm A e
6.25.7. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan
usaha sebagai pelaku usaha lain %}dipinjam dan digunakan
oleh Terlapor I dalam tender P@' an Pembangunan Jembatan

por IV adalah pelaku

6.25.8. Bahwa dengan demikia 1&1‘ Pelaku Usaha Lain terpenuhi. ---
6.26. Unsur Pihak yang te %engan Pelaku Usaha Lain --------------
6.26.1. Bahwa berdasar aporan Dugaan Pelanggaran dan simpulan
Investigator okoknya menyatakan Terlapor V merupakan

pihak t@@ pelaku usaha lain karena merupakan
peny:&ra tender Jembatan Sintong yang diikuti oleh

Terdapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai

rta tender.----—----- oo

6.26.2° ahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
%’ dan simpulan Terlapor V pada pokoknya menyatakan tidak
terdapat keterlibatan Terlapor V dalam persekongkolan yang
dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor

6.26.3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(selanjutnya disingkat “Perpres No. 12 Tahun 2021”) mengatur

mengenai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif,
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transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan
akuntabel. -----------cerr oo oo
6.26.4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 12 Tahun 2021
mengatur etika pengadaan, yaitu menghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa. --
6.26.5. Bahwa berdasarkan 51 ayat (2) huruf f Perpres No. 12 Tahun
2021 mengatur Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalamtshal
antara lain seluruh peserta terlibat persaingan usaha tid at.
6.26.6. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun , untuk
menyatakan Tender/Seleksi dinyatakan gagal h memenuhi
minimal 2 (dua) indikasi persekongkolan an eserta sebagai
berikut: --------mmmm A e

an teknis, harga satuan,

1) Terdapat kesamaan dokumen t%, antara lain: metode
kerja, bahan, alat, analisa pen%l

dan/atau spesifikasi %’ang yang ditawarkan

(merk/tipe/jenis) dan/ ukungan teknis.

2)  Seluruh penawaran.dahy peserta mendekati HPS. -----------------
3) Adanya keikuts?%%

satu kendalh%

4) Adanya %ﬁmaan/ kesalahan isi dokumen penawaran,

beberapa peserta yang berada dalam

anta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan

@ penulisan.
S) xf inan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama

dengan nomor seri yang berurutan.

6.26.7° ahwa Terlapor V yang hanya memeriksa kelengkapan jaminan
%’ penawaran dan penawaran harga terendah, mengabaikan
kesamaan metadata, mengabaikan kemiripan dokumen
penawaran para Terlapor, meluluskan Terlapor [ dalam
prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk kurang
kehati-hatian dalam proses tender padahal seharusnya
berdasarkan Peraturan LKPP Terlapor V berkewajiban untuk
cermat dan berhati-hati, terlebih Pekerjaan Pembangunan

Jembatan Sintong merupakan tender dengan nilai terbesar
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untuk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 yang memiliki

manfaat besar untuk aksesibilitas Masyarakat Kabupaten Rokan

Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat bukti yang cukup
untuk membuktikan adanya keterkaitan Terlapor V dengan
pelaku usaha lain in casu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor
IV  sehingga tidak dapat menyatakan telah terjadi
persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak yang terkait
dengan pelaku usaha lain. -------------———cmmommo -
Bahwa dengan yang terbukti adalah unsur pelaku usé%&atn
sedangkan unsur pihak lain yang terkait dengan usaha
lain tidak cukup bukti maka dengan demikia‘éang terjadi
adalah bentuk pertama persekongkolan yai ersekongkolan
horizontal. --------=——= A

Bahwa dengan demikian, Unsur P@ yang terkait dengan
Pelaku Usaha Lain tidak terpenuhé. ?w, ——————————————————————————————

Unsur mengatur dan/atau me

Berdasarkan Penjelasan P UU No. 5 Tahun 1999, tender

an pemenang tender. -----——-

pekerjaan, untuk

adalah tawaran menggjuk harga untuk memborong suatu
@adakan barang-barang atau untuk

menyediakan ja al ini diperkuat oleh Putusan MK Nomor
85/PUU-XIV YB yang menyebutkan pengertian tender

tersebut akup tawaran mengajukan harga untuk: a.
membqé%g atau melaksanakan suatu pekerjaan; b.
meq%a kan barang dan/atau jasa; c. membeli suatu barang

atau jasa; atau d. menjual suatu barang dan/atau jasa. ----

6.29. @ahwa Putusan MK No. 85/PUU-XIV /2016, menjelaskan makna

«170

mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah
merancang, mempersiapkan, merencanakan, memfasilitasi,
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses Tender
secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku
usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan
peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan
atau penentuan pemenang Tender tersebut antara lain: penetapan
kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi,

proses tender, dan sebagainyaQ. ----------==-========---mmmmmmmmm -
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6.30. Bahwa tindakan merancang, mempersiapkan, dan
merencanakan persekongkolan peserta tender yang bertujuan
untuk memenangkan peserta tender tertentu dibuktikan dengan
tindakan Sdr. Toni meminta bantuan kepada Saksi Yuswita agar
memfasilitasi pertemuan dengan Direktur Utama Terlapor I
supaya Terlapor I dapat dipinjam oleh Sdr. Toni guna mengikuti
tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong. Setelah Sdr.
Toni menjadi Kepala Cabang Terlapor I di Provinsi Riau, Terlapor
I meminjam Terlapor Il dan Terlapor IV dan mengendalikan n
dan password Terlapor II dan Terlapor IV untuk m uti
tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sinton apor I
juga menggunakan perusahaan miliknya yaitu Teﬁﬁ I untuk

diikutsertakan dalam tender Pekerjaan Pemb nan Jembatan

Sintong. Terlapor I dibantu Saksi Rez ustafa menyusun

dokumen penawaran Terlapor III dan@por IV yang kemudian

oleh Saksi Rezki Mustafa diun e laman SPSE dengan
menggunakan jaringan intern %

sama. Terlapor I juga rr@ bantuan kepada Saksi Rudi
Oktofan untuk menya aikan dokumen penawaran Terlapor I

perangkat komputer yang

kepada Pokja melah?» pala Bagian PBJ, namun Terlapor I

tidak menyertak okumen jaminan penawaran Terlapor II,
Terlapor III, h’érlapor IV. Pengaturan penyesuaian dokumen

dan tid engkapi dokumen jaminan penawaran yang

meru persyaratan penting dalam tender dilakukan agar

Terap I memenangkan tender dengan cara tidak saling

aing sehat. —----------mmmmmp oo

6.31. @ahwa berdasarkan uraian tersebut, tindakan meminjam dan
%’ mengendalikan perusahaan, dan mengatur peran masing-
masing, yaitu Terlapor I sebagai pemenang tender, sedangkan
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai peserta
pendamping tender guna memenuhi persyaratan jumlah
minimum peserta tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan
SINtON . == m oo

6.32. Bahwa tindakan merancang, mempersiapkan, dan
merencanakan persekongkolan peserta tender yang bertujuan

untuk memenangkan peserta tender tertentu dalam tender
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Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong telah mencapai
tujuannya yaitu Terlapor I sebagai pemenang dalam tender.------
6.32.1. Bahwa dengan demikian, wunsur mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender terpenuhi. ------------—--mcmem -
6.33. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -------------
6.33.1. Bahwa Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, mendefinisikan
persaingan usaha tidak sehat sebagai “persaingan antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan a

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat pefsdimgan

usaha,” sehingga untuk membuktikan unsur persai usaha
tidak sehat maka harus terbukti sekurangnya satu dari
unsur tidak jujur, melawan hukum, menghambat

persaingan usaha. Pemenuhan unsur )@Zersifat alternatif
tersebut merupakan konsekuensi 1@ erhadap keberadaan

frasa “atau” di antara unsur tida ¥, melawan hukum, atau
menghambat persaingan usa é\ingga terpenuhi salah satu
dari tiga unsur sudah cu &uk menyatakan telah terjadi
persaingan usaha tidak eét

6.33.2. Bahwa pembentuk a

antor cabang suatu perusahaan
merupakan pra bisnis yang biasa terjadi termasuk bila

pembentuka %&but hanya untuk mencapai tujuan tertentu,

namun korporasi tersebut rawan penyalahgunaan.
Pembq@})an kantor cabang atas dasar peminjaman
perysabraan untuk tujuan mengatur dan/atau menentukan

nang tender, merupakan bentuk penyalahgunaan
&embentukan kantor cabang karena bertentangan dengan
O prinsip persaingan usaha yang sehat. --------------- -
6.%.’3. Pembentukan kantor cabang Terlapor [ yang kemudian
melimpahkan seluruh tanggung jawab tindakan cabang Terlapor

I kepada kepala cabang Terlapor I dengan menggunakan akta

notaris merupakan bentuk perbuatan tidak jujur yang
memanfaatkan celah hukum sebagai upaya membebaskan
pertanggungjawaban korporasi. Berdasarkan keterangan Saksi

Yuswita tindakan Terlapor I meminjamkan perusahaan yang

terbukti dalam perkara ini bukanlah yang pertama kali karena
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saksi sebelumnya juga pernah menggunakan Terlapor I untuk
kegiatan lain. ---------mmmmmm
Peminjaman perusahaan dengan cara membentuk kantor
cabang berdasarkan akta notaris tidak dapat menjadi landasan
hukum pembenar peminjaman perusahaan untuk mengikuti
tender. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan
kebenaran formal akta, termasuk identitas para pihak dan juga
kecukupan dokumen, namun bukan berarti menjamin
kebenaran isi akta tersebut. Oleh karena itu, walaupun takta
notaris merupakan akta otentik dan memiliki %n
pembukti sempurna di hadapan persidangan na bukan
berarti isi akta tersebut selalu benar secara hukufh, -}-------------
Bahwa berdasarkan keterangan ahli hul% perusahaan,
pelimpahan tanggung jawab penuh kepa ntor cabang tidak

dapat dibenarkan karena kantor cab ak memiliki persona

standi in judicio dan segala sesuatu g dilakukan oleh kantor
cabang merupakan atas nam %for pusat. Pendirian kantor
cabang biasanya dilakuka &;‘ keterbatasan wilayah dalam
suatu perusahaan yanébéada di luar lingkup yurisdiksi yang

bersangkutan, sehi Direksi memberikan kuasa kepada

kepala kantor c g untuk melakukan perbuatan-perbuatan

hukum yang snya dilakukan oleh Direksi. ----------------—--

Bahwa p man perusahaan dengan berlandaskan pada asas
erkontrak tidak membebaskan para pihak untuk

kebel@)
d%jc erbuat sesuka hati karena asas tersebut juga terikat

syarat sahnya kontrak itu sendiri yang salah satunya

@ﬁensyaratkan kausa yang halal. Sudah sepatutnya direksi

sebagai organ perusahaan oleh hukum diberi kewenangan
bertindak atas nama perusahaan baik di dalam maupun di luar
persidangan mengetahui bahwa praktik pinjam meminjam
perusahaan untuk mengikuti tender merupakan indikasi kuat
tidak jujur dalam bersaing yang mengarah pada persekongkolan
tender. Oleh karena itu praktik meminjam perusahaan in casu
dalam bentuk pembuatan kantor cabang untuk mengikuti

tender harus dihentikan karena rawan penyalahgunaan. ---------
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6.33.7. Bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Toni sebagai kepala
cabang Terlapor I meminjam Terlapor II dan Terlapor IV, serta
menggunakan Terlapor III yang kemudian dikendalikan oleh
Terlapor I untuk mengatur persekongkolan untuk memenangkan
Terlapor I dalam tender a quo; dan memerintahkan Saksi Rezki
Mustafa menyusun dokumen penawaran, penghitungan nilai
penawaran, dan menggunggah dokumen penawaran Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan bentuk
tindakan penyesuaian penawaran sebelum memasukkan
penawaran ke laman SPSE sehingga menciptakan persgitrgan
semu, merupakan bentuk tidak jujur untuk mq%ﬁ angkan
Terlapor I. ———----————m A

6.33.8. Bahwa dengan terpenuhinya unsur tidak @% dalam unsur
mengakibatkan persaingan usaha mak %j»elis Komisi tidak

perlu untuk melakukan analisis % ap unsur melawan
hukum atau menghambat persainga x

6.33.9. Bahwa dengan demikian u
usaha tidak sehat telah ter

mengakibatkan persaingan

Analisis Sanksi Pelanggaramy-------------------mmmcmmmmmmmm
7.1. Bahwa berdasarkan %36 huruf 1 jo. Pasal 47 ayat (1) UU No.
5 Tahun 1999 @gaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Ta %23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti l§§ng—Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja jadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat ”UU No. 6

Ta nQ‘ZOQB”), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa

&& kan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan
&elanggaran berupa:-----------m
%’O 1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal

2) Perintah kepada pelaku wusaha untuk menghentikan
integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. --
3) Perintah kepada pelaku wusaha untuk menghentikan
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli,

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau
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merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal

23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.---————--—-———————oen e~

4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25.--------------cmmmmmm e

S5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan

badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28.------------------ommom - Y;

6) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau --------- S

7) Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000. (satu

miliar rupiah) dengan memperhatikan kete mengenai

besaran denda sebagaimana diatur m Peraturan

Pemerintah ini. ------------mmcmmmre A

7.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemeti C? Nomor 44 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Lar n%g Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Seha 0. 44 Tahun 2021), sanksi

berupa tindakan admin@ yang dapat dijatuhkan oleh

Majelis Komisi terhadap. pedanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun

1999 berupa pert %12 kepada Pelaku Usaha untuk
menghentikan an yang terbukti menimbulkan praktek
monopoli d ersaingan usaha tidak sehat, dan/atau
merugika syarakat, penetapan pembayaran ganti rugi,

dan/ @engenaan denda. ---------mm o

7.3. BalkwaYPasal 5 PP No. 44 Tahun 2021 mensyaratkan sanksi
& inistratif yang dijatuhkan oleh Komisi sesuai dengan
@lngkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang
%’O terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha,tidak
menyebabkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk
mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran

lainnya yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, dan disertai

dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci,
konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur. -----------

7.3.1. Bahwa Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021 menentukan tindakan
administratif berupa denda merupakan denda dasar dengan

besaran maksimal 50% (lima puluh persen) dari keuntungan
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bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan
atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada
Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya
pelanggaran terhadap Undang-Undang. --------------—--——---cmcuuu
Bahwa dalam perkara tender yang merupakan pasar
besangkutan adalah tender itu sendiri dan dengan demikian
nilai pasar bersangkutan dapat diketahui dari nilai pagu
anggaran, nilai HPS, atau nilai kontrak. Majelis Komisi dalam
perkara ini menggunakan nilai penawaran terkoreksi Terla I
sebagai nilai pasar bersangkutan yaitu sar
Rp.51.563.303.956,17 (lima puluh satu miliar lima S enam

puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu sembilan rafys)lima puluh

enam koma tujuh belas rupiah) sebagalma iuraikan pada
butir 5.11.3.----—-—rmmmr A
Bahwa Perket No. 4 Tahun 2022 tukan durasi waktu
dapat menjadi penghitungan, de anya frasa “dapat” maka

harus dilakukan. Majelis

penentuan durasi waktu dal gaan persekongkolan tidak
&1 dalam perkara ini tidak

menentukan durasi wa tlgebagai bagian dalam penghitungan

namun untuk teran eristiwa, maka persekongkolan tender

Pekerjaan Pemb an Jembatan Sintong terjadi pada tahun
2023 yang d@ pada saat Sdr. Toni merencanakan untuk
memena d

dan &1 perusahaan yang dapat dipinjam untuk mengikuti
e

tender perkara a quUO. ——-—-=-—=-—mmmmmm

er Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sintong

a Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 14

@P No. 44 Tahun 2021 yang mensyaratkan penentuan besaran

denda didasarkan atas: -------------mmmmmmmmmm
a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; ------
b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ------------------------—-
c. faktor yang meringankan; --------------—-—mmmmmmmmmmm
d. faktor yang memberatkan; dan/atau --------------------mcmm---
e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. -----------------
Bahwa Pasal 1 angka 3 jo Pasal 4 Perket No. 2 Tahun 2023
memberikan definisi dampak negatif adalah dampak yang

ditimbulkan akibat perilaku pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999
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yang berupa berkurangnya atau hilangnya persaingan secara
substansial, yaitu kondisi terjadinya penurunan atau hilangnya
jumlah pesaing yang dianggap sebagai kendala bagi perusahaan
lainnya dalam menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya
sehingga mempengaruhi kesejahteraan konsumen. ---------------—-
7.3.6. Bahwa Pasal 6 dan Pasal 7 jo. Pasal 1 angka 7 Perket No. 2
Tahun 2023 menentukan indikator utama dalam menilai
dampak negatif adalah harga tidak wajar yaitu anomali harga
yang diduga terjadi akibat praktik monopoli dan persal?@n
usaha tidak sehat. Selain itu juga terdapat indikator lain
a. struktur pasar yang semakin terkonsentrasi; ---xs%---------
b. terdapat hambatan Pelaku Usaha pesain au Pelaku
Usaha potensial masuk dalam pasar; ----< = oo
c. berkurangnya Pelaku Usaha penyedi@ ng dan/atau jasa
yang ada di pasar; --------------- -y - oo
d. perilaku kolusif antar Pelak j mmm o
e. pilihan atau variasi baran %’ atau jasa berkurang; -------

f.  produksi menjadi tida %\
g. pasar yang tidak e ———————————————————————————————————————————

dan/atau---------------mmmmmm-

namun terbukti indikator lain berupa

7.3.7. Bahwa tidak terda ?» kup bukti terjadi harga tidak wajar
berupa anomah&

perilaku kolucxé ar pelaku usaha. ---------------—mmmm -
7.3.8. Bahwa P PP No. 44 Tahun 2021 menentukan 6 (enam)

bentuq or yang meringankan, yaitu: --------------—-———cmmom——-
ku wusaha melakukan aktivitas yang menunjukkan

x adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan

@ usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan,
%’O penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;-------------------—--—
b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku

anti kompetitif sejak timbulnya perkara;------------------———-—

c. pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang

sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam

UU No. 5 Tahun 1999; -—----——mmmmmmmm oo

d. pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar

kesengajaan; —----------mmmmmm oo



7.3.9.
7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.
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e. pelaku usaha bukan sebagai inisiator dari pelanggaran;
dan/atau ---------mmmmm
f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.
Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IlI, dan Terlapor IV tidak
tercatat dalam daftar putusan Komisi sebagai pelaku usaha yang
pernah melakukan pelanggaran  persekongkolan tender
sebagaimana dilarang oleh Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ------
Bahwa Pembangunan Jembatan Sintong yang menjadi objek
perkara a quo telah selesai terbangun dan telah digunakanteleh
masyarakat dan menjadi infrastruktur yang bermanfad ij
meningkatkan aksesibilitas dan mempersingkat wak puh.-

Bahwa Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2021 mene an 2 (dua)

bentuk faktor yang memberatkan, yaitu: ------< = o

a. pelaku usaha pernah melakukan p garan yang sama
atau sejenis sebagaimana diatu am UU No. 5 Tahun
1999 dalam waktu kura ri (delapan) tahun
berdasarkan putusan yan berkekuatan hukum tetap;

dan/atau --------mmmmm e o QNPT e
<§f

b. pelaku usaha berp ebagai inisiator dalam pelanggaran.
Bahwa sebagaimana ?g? diuraikan dalam butir 3.1., butir 3.2.,

butir 3.3., dan b 4. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV @tercatat dalam daftar putusan Komisi yang
telah be tan hukum tetap dalam 8 (delapan) tahun

terakbi ebagai pelaku wusaha yang pernah melakukan
pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, —---——-———ommommmmmmmm

a sebagaimana telah diuraikan dalam dalam butir 6.10.

&mtang pembuktian Unsur Bersekongkol, Majelis Komisi menilai

Terlapor I berperan sebagai inisiator persekongkolan melalui
peminjaman perusahaan dan melakukan pengaturan dokumen
penawaran sehingga akhirnya memenangkan tender Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sintong tahun 2023. ----------------——--—
Bahwa Majelis Komisi mencatat Terlapor II dan Terlapor IV yang
tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa keterangan
meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut,
sebagai sikap dan perbuatan ketidakpatuhan terhadap hukum

dan mencederai proses penegakan hukum persaingan usaha. ---

113



SALINAN

7.3.15. Bahwa Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan
usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan
pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa
denda administratif. Saat ini menurut pengakuan Terlapor I
telah berganti pengurus dan sedang melakukan pembenahan
perusahaan serta memperoleh pembelajaran berharga melalui
perkara ini. Terlapor I sebagai perusahaan kontraktor sejak

berganti pengurus baru belum mengikuti dan memenangkan

tender. ---------mmmmm s -
7.3.16. Berdasarkan Perket No. 3 Tahun 2023, Komisi dalam san
terkait tender dapat menyampaikan informasi ten adanya
persekongkolan kepada atasan pegawai atau jabat yang
bersangkutan. ----------mmmmmmme A

7.3.17. Berdasarkan Perket No. 3 Tahun 20 zzmuat ketentuan
mengenai sanksi daftar hitam seb@wana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Ta 02
atas Peraturan Presiden N%ré

1 tentang Perubahan

16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa @ tah salah satu sanksi Daftar
Hitam kepada Pelaku Usaha pada peserta pemilihan/penyedia

berupa larangan me%&:/c?lti pengadaan barang dan/atau jasa
diseluruh Kem ian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam

jangka wakt R?htu, yaitu: —---mmm oo

1) San ‘t§aftar Hitam 1 Tahun: a. peserta yang
ndurkan diri dengan alasan yang tidak dapat

diterima; b. peserta yang mengundurkan diri atau tidak

x menandatangani kontrak katalog; C. pemenang

@ mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
%’O diterima sebelum penandatanganan kontrak; d. penyedia
yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan

pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara

sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan

Penyedia; dan e. penyedia tidak melaksanakan kewajiban

dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya. -----------

2) Sanksi Daftar Hitam 2 Tahun: a. peserta menyampaikan
dokumen atau keterangan palsu/tidak benar; b. peserta

terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain;
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7.3.19.

7.3.20.

%’
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dan c. peserta terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan

NEPOtISINE. = oo
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021 jo.
Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021, Terlapor
wajib menyerahkan jaminan bank paling banyak 20% (dua
puluh persen) dari besaran denda yang dijatuhkan kepada
Terlapor, jika Terlapor mengajukan keberatan terhadap Putusan
Komisi. --=------=-mmmmmmmr e
Bahwa Pasal 13 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur
“tindakan administratif berupa denda yang tercantu %a»m
putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan m tetap
dan mengikat, merupakan piutang negara dan di@kan ke kas

negara sebagai penerimaan negara bukan paj an ditegaskan

kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf turan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jemi

Penerimaan Negara Bukan Pajaé

an Tarif atas Jenis
g Berlaku pada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, yangwienyatakan jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (selanj disingkat “PNBP”) yang berlaku
pada KPPU mencakup dend® administratif. ---------------------————
Bahwa denda persag usaha merupakan PNBP sehingga
tunduk pada ke an Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2020 tenta efigelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sehingga % s Komisi mempertimbangkan kewajiban Terlapor
untu ukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2%
(du%) sen) per bulan dari nilai denda atau PNBP terutang, jika

mbat melakukan pembayaran. ----------------—-ommmmmem

8. @%mendasi; --------------------------------------------------------------
O

Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor V ketika melakukan
proses evaluasi tender tidak mengindahkan indikasi kuat
adanya persaingan usaha tidak sehat ternyata memfasilitasi
terwujudnya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I,
Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-------—----mcmmcmmem e~
Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Komisi
merekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran

pertimbangan kepada: ------------mmmmm

115



SALINAN

8.2.1. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi
disiplin sesuai peraturan yang berlaku kepada Terlapor V karena
memfasilitasi persekongkolan tender yang dilakukan oleh
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ------------—---

8.2.2. Pengguna Anggaran menindaklanjuti amar Putusan ini ke dalam
Daftar Hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. ---------mmomm e

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, fakta yang terungkap dalam

Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:--------------

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapo dan Terlapor 1V,

persidangan, analisis, kesimpulan, dan penilaian di atas, serta men éwt

MEMUTUSKAN

terbukti secara sah dan meyakinkan me& ar Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----—--- - g F - oo

2. Menyatakan Terlapor V tidak terb %elanggar Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Q} ———————————————————————————————————————

3.  Menghukum Terlapor membayar denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (sat ar ruplah) yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setor endapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usah an Kerja KPPU melalui bank dengan kode
penerimaan (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang
Persamga@ha) —————————————————————————————————————————————————————————————

4. Melarang Terlapor II mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi
ber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua)
& di seluruh Provinsi Riau sejak putusan ini berkekuatan
kum tetap. ——-—mmm s

5. Melarang Terlapor III mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi
yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua)
tahun di seluruh Provinsi Riau sejak putusan ini berkekuatan
hukum tetap. —----=--=-———m

6. Melarang Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi
yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 2 (dua)
tahun di seluruh Provinsi Riau sejak putusan ini berkekuatan

hukum tetap. ---------—— s
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7. Memerintahkan Terlapor I melaporkan dan menyerahkan salinan
bukti pembayaran denda sebagaimana amar ke-3 kepada Komisi

maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum

8. Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20%
(dua puluh persen) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat
belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika
mengajukan keberatan. -------------mmommmmm

9. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran d?@a
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nil da
sebagaimana amar ke-3, jika Terlapor terlambat % akukan
pembayaran denda.-----------=—-=-mmmmmmm o A

Q

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam musya@z Sidang Majelis

Komisi pada hari Senin, 28 Juli 2025 dan dib n dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada yang sama oleh Majelis
Komisi yang terdiri dari Mohammad Re agai Ketua Majelis Komisi;
Eugenia Mardanugraha dan Hilm jana, masing-masing sebagai

Anggota Majelis Komisi dengan d'% oleh Lugman Nurdhiansyah, Dewi
Meryati, dan Fajar Ardhi Saput?* asing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

&
3
@ Mohammad Reza

S

‘1 nggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi,
ttd ttd
Eugenia Mardanugraha Hilman Pujana
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Panitera,
ttd
Lugman Nurdhiansyah

ttd ttd

g
3

Dewi Meryati Fajar Ardhi Sap!?(?r

Salinan sesuai dengan aslinya, %

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Kepala Panitera, &
il
Akhmad Muhari Q@

<

S
<
&

%Q®
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